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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF INNOVATION POLICY FOR PUBLIC 

SERVICE IN THE POPULATION OFFICE AND THE CIVIL 

REGISTRATION OF NATUNA DISTRICT 

TRISULO V ARIANTO 

trisulovariaoto@gmail.com 

Graduate Studies Program 

Indonesia Open University 

This research aims to know and analyze the effectiveness of the implementation 
of public service innovations on the population Administration by the Ministry of 
Population and Civil registration in Natuna District, and to know and analyze the 
factors that impede and that pioneered the implementation of public service 
innovations relating to the population adrnfaistration in Natuna district. This 
research includes a type of descriptive research with qualitative methods. Data 
retrieval instruments by observation, questionnaire and documentation of some 
informers, after the data obtained, t~en the data will be done verification with the 
results of interviews that can be from an triangulation informant, from the 
interview with the subject of research and the triangulation informant conducted 
analysis to find problems that occurred in the implementation of innovation Public 
service in the Disdukcapil of Natuna district by using the indicator of Edward Ill 
Based on the results of the analysis of the researchers in the find some barriers in 
the application of public service innovation in Natuna District among others 
communication and human resources, but from the findings of the communication 
became the main problem that hindered the implementation of public service 
innovations in the Disdukcapi I district of Natuna, because of the insufficient 
distance and facilities to socialize the public service innovation policy. 
Keywords: implementation of policy, innovation, public service, population 
service and civil registration of Natuna District. 



ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI PELA YANAN PUBLIK DI 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATENNATUNA 

TRISULO V ARIANTO 

trisu I ova rianto@gmaiLcom 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan 
inovasi pelayanan publik terhadap adrninistrasi kependudukan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, serta untuk mengetahui 
dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan yang mempelancar 
penerapan inovasi pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi 
kependudukan di Kabupaten Natuna. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
deskriptif dengan metode kualitatif. Instrumen pengambilan data dengan cara 
observasi, kuesioner dan dokumentasi dari beberapa infonnan, setelah data 
diperoleh, maka data tersebut akan dilakukan verifikasi dengan hasil wawancara 
yang di dapat dari informan triangulasi, dari hasil wawancara dengan subjek 
penelitian serta informan triangulasi dilakukan analisis untuk menemukan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi inovasi pelayanan 
publik di Disdukcapil Kabupaten Natuna dengan menggunakan indikator dari 
Teori Edward Ill. Berdasarkan hasil analisis yang dilaukan peneliti di temukan 
beberapa hambatan-hambatan dalam penerapan inovasi pelayanan publik 
dikabupaten natuna antara lain Komunikasi dan SDM, namun dari hasil temuan 
tersebut komunikasi menjadi pennasalahan utama yang menghambat penerapan 
inovasi pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Natuna, karena jarak dan 
fasilitas yang kurang memadai untuk rnelakukan sosialisasi terkait Kebijakan 
Inovasi Pelayanan Publik. 
Kata kunci : lmplementasi Kebijakan, Inovasi, Pelayanan Publik, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. 
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BABI 

PENJ>AHULUAN 

A. Latar Belakang Massiah 

Pelayanan administrasi kependuduk:an di era digitalisasi mengubah 

paradigma dan kerja dalam penyelep.ggaraan pemerintahan sejatinya berorientasi 

kepada kepentingan pengguna jasil clan dapat memberikan kepuasan kepada 

pengguna jasa tersebut. Hal ini me~jadi sangat penting kepuasan pengguna jasa 

dalam prinsip pelayanan publik. 

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 2 tentang pelayanan publik 

menyatakan pela)ranan publik dirn*sudkan untuk memberikan kepastian hukwn 

dalam hubungan antara masyarakal dan penyelenggara dalam pelayanan publik. 

Undang-undang tersebut mengatur! apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi 

kedua belah pihak, sehingga hubun&:an keduanya menjadi saling menguntungkan. 

Pelayanan publik yang dillutuhkan masyarakat yaitu pemerintah hams 

mampu memenuhi keinginan dan klebutuhan pelanggan dalam hat ini masyarakat 

atau rakyat Indonesia dengan cara .nienyediakan pelayanan yang tepat, cepat clan 

murah. Pada era otonomi daerah dlimana fungsi pelayanan publik menjadi fokus 

utama perhatian dalam peningkatan' kinerja instansi pemerintah daerah. Pelayanan 

pubik harus dapat membahagiaka~ dan didekatkan kepada masyarakat sehingga 

mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Kabupaten Natuna merup~kan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, 

' Indonesia. Natuna merupakan kep~lauan bagian utara selat Karimata. Di sebeJah 

utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan 
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dengan Sumatera clan Jambi, di bagian barat dengan Malaysia, Singapura, Riau 

dan di bagian timur dengan Kalimantfn Barat dan Malaysia Timur. 

Natuna berada pada jalur pet4yaran internasional Jepang, Hongkong, dan 

Taiwan. Kabupaten ini terkenal deftgan penghasil minyak dan gas buminya. 

Cadangan minyak bumi Natuna hin~ga sekarang mungkin mencapai 14.386.470 

bare!, sedangkan gas bumi 112.356.680 bare!. Historis Kabupaten Natuna tidak 

bisa dipisahkan dari sejarah Kabupaien Kepulauan Riau., karena sebelum berdiri 
' 

sendiri sebagai daerah otonomi, fabupaten Natuna merupakan bagian clan 

Wilayah Kepulauan Riau. Kabupalen Natuna dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 ya*g disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, 

dengan dilantiknya Bupati Natuna Dts. H. Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam 

Negeri ad interm Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta. 
' 

Letak geografis Kabupaten; Natuna yang berada di jalur pelayaran 

intemasional dan wilayah perairannya yang berbatasan langsung dengan negara-

negara lain serta adanya klaim sepiliak negara China yang menganggap wilayah 

perairan Laut China Selatan terseb~t sebagai bagian dari sembilan garis putus-

' 
putus (nine dash line) merupakan tjnenjadi salah satu ancaman bagi kedaulatan 

Negara Kesatuan Republik Indones~a (NKRI) dan juga dapat menjadi ancaman 

bagi penduduk Kabupaten Natuna yang berada di jalur-jalur rawan tersebut, jika 

terjadinya perlawanan atau gencata~ senjata dari kapal-kapal negara asing yang 

rnasuk ke kawasan teritorial taut ~ndonesia. Kapal-kapal negara asing sering 

melakukan pelanggaran dalam melakukan aktivitas penangkapan atau pencurian 

ikan (ilegal fishing) di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Dengan adanya 

peristiwa dan kejadian tersebut, :: Kabupaten Natuna seharusnya mendapat 
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perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan 

pertahanan dan keamanan maritim~ya diwilayah perbatasan tersebut, dengan 

menempatkan kapal-kapal patroli di !wilayah perairan tersebut untuk menjaga dan 

melakukan pengawasan terhadap ke+ulatan negara Indonesia. 

Berdasarkan Surat Keput~ Delegasi Republik Indonesia, Provinsi 

Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam Wilayah 

Republik Indonesia dan Kepulauan ~iau diberi status Daerah Otonomi Tingkat TI 

yang dikepalai Bupati sebagai kepfila daerah yang membawahi 4 keweclanaan 

sebagai berikut : 

a. Kewedanaan Tanjungpina~g, meliputi Kecamatan Bintan Selatan 

(termasuk Bintan Timur, Gal~ng, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang 

Timur). 

b. Kewedanaan Karim11n, metiPuti wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan 

Moro. 

' c. Kewedanaan Lingga, melip~ti wilayah Kecamatan Lingga, Singkep clan 

Sena yang. 

d. Kewedanaan Pulau Tujuh, theliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, 

Midai, Serasan, Tembelan, ~unguran Barat dan Bunguran Timur. 
' 

Kewedanaan Pulau Tujuh y~ng membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, 

Midai, Serasan, Tambelan, Bun!turan Barat dan Bunguran Timur beserta 

kewedanaan lainnya dihapus berqasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Dae rah Tingkat Riau · tanggal 9 Agustus 1964 Nomor 

UP/247/5/1965.Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua 

daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus. 
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Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1999 dari hasil pemekaran K)abupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 

Kecamatan yaitu Kecamatan Bungufa.n Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, 

Midai dan Serasan dan satu KecamJtan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan 
' 
' 

kewenangan otonomi daerah, Kabuµ'aten Natuna kemudian melakukan pemekaran 

daerah kecamatan yang hingga th.bun 2004 menjadi I 0 kecamatan dengan 

penambahan, Kecamatan Pal Matlik, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut 
' 

denganjumlab kelurahan/desa sebmiyak 53. 

Penduduk Kabupaten Natu~a pada tabun 2010 berjurnlah 69.003 jiwa, 
' 

' yang terdiri dari 35.741 jiwa petjduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk 

perempuan. Kecamatan Serasan me!rupakan wilayah dengan kepadatan penduduk 

tertinggi yakni 124,10 jiwa per km~, diikuti oleh Kecamatan Midai 123,97 jiwa 
' 

per km2. Dinas Kependudukan ! clan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 

merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik yang 
' 

bertugas menyediakan pelayanan i publik terkait kepengurusan dokumenkartu 
' 

keluarga, kartu tanda penduduk, aklj. kelahiran, akta kematian, data kependudukan 

dan dokumen kependudukan dan tPencatatan pencatatan sipil lainnya. Tentunya 
' 
' masyarakat dalam ha! ini mengingir)kan pelayanan birokrasi terbaik dan mudah. 

Pada Tahun 2019 Kabupat~n Natuna telah berkembang sangatjauh, baik 

itu jumlah pemekaran wilayah, 1)mupun jumlah penduduk pada tahun 2019 

semester I jumlah penduduk mencoitpai 81.492 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk 

laki-laki 41 684 jiwa dan peremptuin 39.808 jiwa Seiring jumlah penduduk yang 

semakin pad.at, pemekaran wilaya~ juga ikut berkembang, hal ini dapat dilihat 
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yang mulanya tahun 2004 hanya I 0 kecamatan pada tahun 2019 sudah mencapai 

15 kecamatan. 

Tabel I.I DATAJUMLf,HPENDUDUKKABUPATEN 
NA TUNA SEMESTER I TAHUN 2019 

~ - 1.833 3.690 
3.918 8.078 

5.351 

MIDAI I 1.863 
BUNGURAN BARA T 4.160 3.918 
SERASAN I 2.743 2.608 

4 I BUNGURAN TIMlJll. 13.522 13.206 26.728 
5 BUNGURAN UT ARA 2.404 2.300 4.704 
6 SUBJ 1.536 1.507 3.043 
7 PULAULAUT ' 1.220 1.148 2.368 
8 PULAUTIGA 1.952 1.745 3.697 
9 BUNGURAN TIMU LAUT 2.820 2.664 5.484 
10 BUNGURAN TENG •H 1.961 1.828 3.789 
I I BUNGURAN SELA AN 1.708 1.572 3.280 
12 SERASAN TIMUR I 1.694 1.603 3.297 
13 BUNGURAN BA111KJ 2.106 1.948 4.054 
14 PULAU TIGA BARA T 1.076 1.036 2.112 
15 SUAKMIDAI 

' 
919 892 1.811 

JUMLAH SE KABUPATRN 41.684 39.808 81.491 
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Natuna 2019 

' Dalam hal ini Dinas KeMndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Natuna dalam mengelola data : kependudukan sangat diharapkan untuk 

memberikan kualitas pelayanan te~baik dan diharapkan untuk: menuju layanan 

yang mernbahagiakan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah 

strategis, yang meliputi : 

a. Percepatan pelayanan admf nistrasi kependudukan, diantaranya dengan 
mempercepat waktu pendrbitan dokumen kependudukan (misalnya 
"SEMEDI" program Sehafi Mesti Jadi dalam penerbitan dokumen 
kcpcndudukan. Untuk daerah dengan jumlah penduduk kurang dari I juta. 
diharapkan dapat lebih I cepat melakukan penerbitan dokumen 
kependudukannya. (misalnyr "STMJ" program Salam Tiga Puluh Menit 
Jadi untuk penerbitan dokurrten kependudukan) 

b. Maksimalisasi pelayanan Secara terintegrasi (3 in I dan sejenisnya, 
penerbitan Surat Keterang.n Pindah dengan memanfaatkan teknologi 
infonnasi berbasis stelsel aktif). 
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c. Pelayanan melalui layanan online ( misalnya "Pak Malaw" program 
Penerbitan Akta Kematian Mf.alui Layanan Whatsapp). 

d. Penguatan Dinas Kependud dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 
melalui upaya secara sistema is clan masif untuk meningkatkan komitmen 
kepala daerah dan alokasi ~nggaran yang perlu didorong oleh seluruh 
pihak serta maksimalisasi peb-ianfaatan data kependudukan sebagai satu
satunya data untuk perencanaftn pembangunan di daerah. 

Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Natuna tersebut, diperlukjan kerja keras dan cerdas dengan melakukan 

terobosan clan inovasi untuk mrmberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Diantaranya dengan membuka pel~yanan pada hari libur (sabtu dan minggu), 

dimana pelayanan tersebut tidak ; hanya difokuskan di kantor tetapi juga 

dilaksanakan di tempat-tempat kerarnaian. 

Dalam memberlkan pelayaj:lan yang lebih cepat, rnudah clan aman, 

pelayanan administrasi yang diberikjan oleh Dinas Kependudukan clan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Natuna terus meni~gkatkan kualitas layanan kependudukan dan 

pencatatan sipil dengan mengunakan inovasi yang berbasis teknologi digital yaitu 

Tanda Tangan Elektronik (TIE) untuk menerbitkan dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil seperti dokumen k\artu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, 

dan surat keterangan pindah datang tTiulai tahun 2019. 

lnovasi pelayanan adminisirasi kependudukan saat in1 sudah berjalan 

berdasarkan sistem yang sudah dlbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di dalam peraturan daerah 

tersebut sud.ah sangat jelas bahw~ metode inovasi pelayanaan lebih condong 

kepada pelayanan berbasis tekno:logi yang memanfaatkan teknologi sebagai 
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sarana utama untuk menjalankan pelayanan administrasi kependudukan pada 

I 
Dinas Kependudukan dan Pencatatarl Sipil Kabupaten Natuna. 

I 
Tentunya dalam pelaksanaarj. inovasi pelayanan harus ada Sumber Daya 

' I 
Manusia (SDM) yang menguasai te~ologi tentang penggunaan inovasi tersebut, 

' 

namun kendala saat ini tenaga adm~nistrasi di lingkungan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten N~tuna belurn menguasai sepenuhnya masalah 
' 

teknologi tersebut, jadi ketika t¢rjadi hambatan dan pennasalahan dalam 

pelaksanaan pelayanan kependudtjkan dan pcncatatan sipil, dalam hal 1ru 

pimpinan dinas tersebut, membu/tuhkan bantuan dari pihak ketiga untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi tersebut, hal till jelas membuat 

pelayanan yang diharapkan cepat i harus terkendala waktu karena terjadinya 
' 

kerusakan atau gangguan pada perarigkat komputer dan jaringan. Instrument atau 
' 

alat yang digunakan untuk menj.rnjang kegiatan atau pelaksanaan inovasi 

pelayanan tersebut tentunya telah ~erbasis teknologi dan telah terhubung dan 

terkoneksi melalui jaringan interne~ dan langsung terpusat dalam satu sistem di 

seluruh Indonesia. 

Untuk menciptakan buday~ baru dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan, yaitu pola pikir dltn cara kerja serba digital, dimana Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil!Kabupaten Natuna telah melakukan lompatan 

besar yaitu Dukcapil Go Digital. ~elayanan administrasi kependudukan secara 

daring sebagaimana diatur dalam ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

1'ahun 2019, merupakan landasan !untuk membangun ta.ta kelola pemerintahan 

yang efektif dan efisien melalui pen$embangan sistem administrasi kependudukan 

dengan cara yang lebih mudah dan Cepat kepada masyarakat dengan mencrapkan 
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mekanisme pelayanan secara daring. Selama ini laporan dikirim dan diketik secara 

' 
manual, untuk selanjutnya secara be~ap akan dilaporkan melalui jaringan atau 

daring. (Kebijakan di bidang adminiftrasi kependudukan dan kebijakan di bidang 

' 
ITE revisi Pennendagri 68 ~un 2012 tentang tata cara pelaporan 

' penyelenggaraan administrasi kepen~udukan) 

' Dikutip dari Laporan Akun$bilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Lakip) 
' 

Dinas Kependudukan Dan Pencata~n Sipil Kabtipaten Natuna tahun 2019 bahwa 
' 

masih ada permasalahan yang dihad4pi seperti : 

I. Masih adanya penduduk yarfg belum memiliki KTP, akta kelahiran, dan 

akta nikah, serta dokwnen fiministrasi kependudukan dan catatan sipil 

lainnya, hal ini dikarenan !database kependudukan belum sepenuhnya 

akurat. 

2. Belum optimalnya kuatiutj pelayanan administrasi kependudukan di 

kabupaten/kota, hal ini terjadi karena minimnya sarana dan prasarana yang 
' 
' dimiliki oleh Dinas Kepet!tdudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Natuna sehingga masih ban~ak ditemukan keluhan masyarakat terhadap 
! 

pelayanan bidang administraj;i kependudukan. 

3. Jaringan komunikasi data Ufkomdat) di daerah kepulauan masih sering 

mengalami gangguan bai~ faktor cuaca maupun teknis sehingga 

menyebabkan kerusakan per$.ngkat pelayanan seperti komputer. 
' 

Digitalisasi pelayanan adrni~istrasi kependudukan, maka akan rnernbawa 

implikasi yang sangat besar yaitu fielayanan penerbitan dokumen kependudukan 

yang murah, mudah dan cepat. Dalii.m prakteknya maka digitalisasi akan menuju 
' 
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pelayanan yang timeless, borderless dan paperless. Keberhasilan dari program ini 

i 
dibentuk kerjasama antara penyedi1 layanan dengan target group dalam hal ini 

adalah masyarakat yang menggunakfn layanaan yang dimaksud. 

Pengamatan awal menunjukiran bahwa pelayanan Go Digital belum 
' ' 

maksimal sesuai dengan tujuan y~ng telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah 
; 

Nornor 6 Tahun 2019 Tentang Peru~ahan Atas Peraturan Daeral1 Nornor 2 Tahun 

2012 Tentang Penyelenggaraan Aflministrasi Kependudukan Fenomena yang 

terjadi dilapangan antara lain : 

i 
I. Masyarakat atau dalam ha~ mi target group belum maksimal dalam 

memanfaatkan pelayanan yan~ berbasis daring~ 

2. Penyelcnggara dalarn ha! in] pemerintah daerah belum maksirnal untuk 

! 
melakukan sosialisasi yang! menyeluruh kepada masyarakat tentang 

' 
I 

bagaimana menggunakan apli~asi daring disdukcapil dan prosedumya; 
' I 

3. Penyediaan infrastruktur terlaj.it dengan sarana prasarana baik yang bersifat 

teknis dan non teknis masih *elum memenuhi ketentuan standar pelayanan 
' 

minimal. 

' Untuk memperbaiki pelayan~n kepada masyarakat sebenarnya Pemerintah 
! 

Kabupaten Natuna telah melakukanlberbagai upaya antara lain dengan mendorong 
! 

komitmen aparatur pemerintah ter~adap peningkatan mutu pelayanan. Namun, 

' hingga kini masyarakat masih m~nganggap bahwa kualitas pelayanan publik 
' 

rnasih rendah. Berbagai rnasalah ~asih muncul dari masalah birokrasi hingga 

sumber daya manusia yang masih k~rang rnenguasai bidang masing-masing. 

Untuk membcrikan solusi idalam menghadapi masalah tersebut diatas, 

' peneliti melakukan penelitian deng~n judul :""lmplementasi Kebijakan lnovasi 
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Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Natuna". 

B. Perumusan Masalab 

Berdasarkan latar belakan' tersebut di atas, maka peneliti dapat 

' 
merumuskan permasalahan sebagai 1erikut : 

1. r..1engapa implementasi kebi akan inovasi pelayanan publik administrasi 

kependudukan di Kabupaten Natuna belwn maksimal? 

2. Apa faktor yang menghamb*t implementasi kebijakan inovasi pelayanan 

publik? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pcnelitian ini ad~lah sebagai berikut : 

I. Untuk menggambarkan dan I menganalisis efektifitas penerapan inovasi 

2. 

D. 

I. 

pelayanan publik tcrhadap ladministrasi kependudukan di Kabupaten 

Natuna. I 

' 
Untuk menggambarkan dan •tenganalisis faktor-faktor yang menghambat 

dan yang mempelancar pener4pan inovasi pelayanan publik yang berkaitan 

dengan administrasi kependud~kan di Kabupaten Natuna. 

Manfaat Penelitian I 

Kegunaan dari penelitian ini ~dalah : 

Kegunaan teoritis penelitian lini bertujuan untuk memberikan kontribusi 

terobosan ilmu dalam mela~ukan inovasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di bidang kefendudukan dan pencatatan sipil. 

i 
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2. Praktis penelitian ini diharap~ clapat menjadi masukan yang berguna 

dalam meningkatkan kualitas layanan publik pada Dinas Kependudukan 

clan Pencatatan Sipil Kabupate Natuna. 

3. Menambah ragam penelitian y ng sudah ada clan sebagai tambahan bacaan 

dan referensi. 

II 



BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Kebijakan Publik 

Pembangunan adalah suatu prqses yang berkaitan dengan masyarakat secara 

luas, dimana di dalamnya terdapat berbagai aktor yang memiliki peran clan 

kepentingannya masing-masing. T~pa adanya suatu aturan yang memberikan 

batasan bagi para aktor yang tqrlibat di dalam pembangunan ini, maka 

pembangunan pada akhimya hany~ akan merugikan sebagian masyarakat di 

dalamnya dan menguntungkan s~bagian yang lainnya. Sinergisasi dalam 

pembangunan yang diharapkan ti, rnembawa kerugian kepada salah satu 

pemeran, dapat dicapai melalui suatu Kebijakan Publik (Public Policy), dimana 

para aktor tersebut ikut berpera~ dalam menentukan kebijakan yang akan 

diterapkan. 

Menurut Nurcholis (dalam T~ir 2014: 24) memberikan definisi tentang 

kebijakan sebagai keputusan suatu qrganisasi yang dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan tertentu, berisikan ketentuar-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman 

perilaku dalam hal : 

I. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang hams dilakukan baik kelompok 
sasaran ataupun {unit) organis si pelaksanaan kebijakan. 

2. Penerapan atau pelaksanaan d ri suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik 
dalam hubungan dengan ( nit) organisai pelaksana maupun dengan 
kelompok sasaran yang dimak udkan. 

Kebijakan publik menurut Dye (Tahir, Arifin. 2014:25) "public policy is 

what ever government choose to dol<Jr n<JI to lltJ", dengan demikian menurut Dye 

adalah rnerupakan upaya untuk menlahami : 
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I. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; 

2. Apa penyebab atau yang memj ngaruhinya; dan 

3. Apa dampak dari kebija tersebut jika dilaksanakan atau tidak: 

dilaksanakan. 

Dengan demikian diarahkan p apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah 

dan bukan sekedar apa yang ingin di akukan. 

Kebijakan menurut Thomas R Dye bahwa (!) kebijakan publik dibuat oleh 

pemerintah bukan organisasi swas dan (2) kebijakan menyangkut pilihan yang 

harus dilakukan atau 6dak dilakuka oleh badan pemerintah. Menurut Thomas R 

Dye terdapat tiga elemen kebijakan ang membentuk sistem kebijakan. 

Dye menggambarkan ketiga lemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan 

publik!public policy, pelaku kebjakan/po/icy stakeholder, dan lingkungan 

kebijakan/po/icy enivornment. Keti elemen ini sating memiliki andil, dan saling 

mempengaruhi. Sebagai contoh ebijakan dapat mempunyai andil dalam 

kebijakan, narnun mereka juga dapa pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. 

Lingkungan kebijakan juga me pengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat 

kebijakan dan kebijakan itu sendiri. 

Adapun pengertian Kebijakan Publik (Public Policy), menurut beberapa ahli 

antara lain: Lasswell dan Kaplan memberi arti kebijakan sebagai berikut; "a 

projected program of goals, value and practices" ("suatu program pencapaian 

tujuan, nilai-nilai dan praktek-pra ek yang terarah"). Frederick mendefinisikan 

kebljakan scbagai berikut: 

" .... a pr<>posed course of ac11·Jn l~f·a persf)tl, gr<JUp, or goverment within a 

given environn1ent providing obst '/es and opportunities which the policy was 
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proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an 

objective or a purpose" (" ... seran kaian tindakan yang diusulkan seseorang 

kelompok atau pemerintah dalarn s tu lingkungan tertentu dengan menunjukan 

hambatan-hambatan clan kesempata kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangkajmencapai tujuan tertentu"). 

Pengertian berikutnya dikemu akan oleh Anderson bahwa kebijakan publik 

itu adalah: 

"A purposive course of actio followed by an actor or set of actors in 

dealing with a problem or matter of concern" ("Serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang di "kuti clan dilaksanakan oleh seorang pelaku 

atau kelompok pelaku guna merneca suatu masalah tertentu"). 

Dan Amara Raksasataya me gemukakan kebijakan publik sebagai suatu 

taktik dan strategi yang diarahkan ntuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu 

suatu kebijakan memuat 3 (tiga) ele en yaitu; 

1. Identifikasi dari tujuan yang i Tin dicapai; 

2. Taktik atau strategi dari ber agai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan; 

3. Penyediaan berbagai input un~uk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 

dari taktik atau strategi. 

Sama halnya dengan adanya b rbagai-bagai definisi ''polic_v", maka definisi 

JJuhlic Policy (kebijakan publik) pun tidak hanya satu. Berikut ini akan 

dikemukakan beberapa definisi kebjaksanaan negara yang mempunyai beberapa 

persa1naan : 
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1. Dye; mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut; 
' 

"is whatever governments choQse to do or not to do" ("apapun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan ata~ tidak dilakukan"). 

Selanjutnya Dye mengataka~ bahwa bila pemerintah memilih untuk 
I 

melakukan sesuatu maka harus adal tujuannya (obyektifuya) dan kebijaksanaan 

negara itu harus meliputi semua "ti*dakan" pemerintah jadi bukan semata-mata 

merupakar1 pemyataan keinginan :merintah atau pejabat pemerintah saja 

Disamping itu sesuatu yang tidak ldilaksanakan oleh pemerintahpun termasuk 

kebijaksanaan negara. Hal ini dise~kan karena "sesuatu yang tidak dilakukan" 

oleh pemerintah akan mempunyai pepgaruh ( dampak) yang sama besamya dengan 

"sesuatu yang dilakukan" oleh pemdrintah. 

2. Edwards dan Sharkansky mengartikan kebijakan publik yang hampir mirip 

dengan definisi Dye tersebut ~i atas yaitu sebagai berikut; 

is what governments sat and do, or do not do. it is the goals or 

purposes of government prograrrls ... " (" ... adalah apa yang dinyatakan dan 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh bemerintah. Kebijaksanaan Negara itu berupa 

sasaran atau tujuan program-progranJ pemerintah ... "). 

Edwards dan Sharkansky k~mudian mengatakan bahwa kebijaksanaan 

negara itu dapat ditetapkan secara ljelas dalam peraturan-peraturan perundang-

undangan atau dalam bentuk pid~to-pidato pejabat teras pemerintah ataupun 

berupa programa-programa dan tind.kan-tindakan yang dilakukan pemerintah. 

3. Berkaitan dengan definisi kt. bijakan publik dari Anderson yang telah 

dikernukakan sebelu1nnya, An erson mengatakan; 

15 



"Public Policies are those policies devel<>ped by governmental bodies and 

officials" ("Kebijaksanaan negara I adalab kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

dikembangkan oleh badan-badan dani pejabat-pejabat pemerintah"). 

Menurut Anderson, implikasi 4ari pengertian kebijaksanaan negara tersebut 

adalah: (1) bahwa kebijaksanaan negflra itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau 

merupakan tindakan yang berorienll\si pada tujuan; (2) bahwa kebijaksanaan itu 

berisi tindakan-tindakan atau pola-pf>la tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) 

bahwa kebijaksanaan itu adalab mer!ipakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah, jadi bukan merupa. apa ya11g pemerintah bennaksud akan 

melakukan sesuatu atau menyata*an akan melakukan sesuatu; ( 4) babwa 

kebijaksanaan negara itu bisa bers,fat positif dalam arti merupakan beberapa 

bentuk tindakan pemerintah mengen~i suatu masalah tertentu atau bersifat negatif 

- dalam arti; merupakan keputusanl pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 

sesuatu; dan (5) bahwa kebijaksan'1an pemerintah - setidaknya dalam arti yang 

positif - didasarkan atau selalu dilan~skan pada peraturan-peraturan perundangan 

dan bersifat memaksa (otoritati/). 

4. Easton memberikan arti kebija~an publik sebagai berikut~ 

"the aUl<>Yitative a/location of ra/uesfi>r the Wh<>fe society" ("pengalokasian 

nilai-nilai secara paksa (syah) kepa4 seluruh anggota masyarak:at"). 

Berdasarkan definisi in1 EastOn menegaskan bahwa hanya pemerintahlah 

yang secara sah dapat berbuat sesuatf pada masyarakatnya clan pilihan pemerintah 

' 
untuk melakukan sesuatu atau tidaklmelakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam 

bentuk pengalokasian nilai-nilai ~da masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

pemerintah tennasuk kedalam apa iang oleh Easton disebut sebagai "authorities 

I 
! 
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in a political system", yaitu para peqguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat 

dalam masalah-masalah sehari-i yang telah menjadi tanggungjawab atau 

peranannya. I 
I 

5. Akhimya dalam suatu glossruf dibidang administrasi negara, cliberikan arti 

kebijakan publik sebagai beribt: 

(1) the organiz1ng framev;or~ <>/purposes and rationales for government 

programs that deal with specified focietal problems; (2) whatever governments 

choose to do or not to do; (3) the c'pmlex program<; anacted and implemented by 

government _ ( Artinya: rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar 

pertimbangan programa-programal pemerintah yang berhubungan dengan 

masalah-masalah tertentu yang di~adapi masyarakat; (2) apapun yang dipilih 

pemerintah untuk dilakukan atau ~idak dilakukan; (3) masalah-masalah yang 

kompleks yang dinyatakan dan dila~sanakan oleh pemerintah). 

Kebijakan publik merupakan ~atu kesatuan proses yang saling kait-mengkait 

antara perumusan kebijakan (policJi formulation), pelaksanaan kebijakan (policy 

implementation) sampai pada penihjian (policy evaluation). Perumusan kebijakao 

atau pembuatan kebijakan (policy !making) pada intinya berkaitan erat dengan 

proses pembuatan keputusan (decis~on making). Keputusan adalah suatu pilihan 

terhadap pelbagai macam altematif ~Dill, 1972). Kebijakan (policy) apa pun yang 

dipilih oleh pemerintah untuk dilak~kan atau tidak dilakukan (Dye, 1978). Nigro 

(1980) tidak membedakan pembuatan keputusan dengan pembuatan kebijakan, 

karena setiap penentuan kebijakar merupakan suatu keputusan. Perumusan 

kebijakan terdiri dari beberapa kep1usan. Ada beberapa model dalam perumusan 

kebijakan seperti; model institusion,I, model elit - nassa, model kelompok, model 
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sistem - politik, model rational - cpmprehensive, dan model incremental yang 

menjadi ciri fenomena umum pe~usan kebijakan di negara berkembang. 

Model incremental pad.a intinya metkankan bahwa kebijakan dipandang sebagai 

variasi kebijakan-kebijakan sebelutya. Kebijakan dalam model ini merupakan 

kelanjutan dari kegiatan-kegiatan ng telah dilakukan sebelumnya dengan 
I 

perubahan seperlunya. Perubahan haftya terjadi sedikit-sedikit. 

lmplementasi kebijakan meru n tindakan melaksanakan suatu kebijakan 

setelah suatu program dirumuskan aj:au dinyatakan telah berlaku (biasanya dalam 

bentuk undang-undang, peraturan I pemerintah, keputusan peradilan, perintah 

eksekutif atau dekrit presiden). ..ti.da banyak definisi tentang implementasi 

kebijakan, namun implernentasi p~da intinya dapat dipaharni sebagai sebuah 

tindakan rnelaksanakan suatu kebijtan. Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam 

Efj'ective Policy Implementation (1981) menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan fokus pada: a) kejadian-k4jadian, b) kegiatan-kegiatan, dan c) tindakan-

tindakan yang timbul sesudah disatµrannya pedoman-pedoman kebijakan negara 

yang mencakup baik usaha-usaha dµ.lam rnengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat atau darnpak ryata pada rnasyarakat. Sementara dari segi 

prosesnya, implementasi kebijai sesungguhnya tidak hanya menyangkut 

perilaku badan-badan administratif ~ang bertanggungjawab dalam melaksanakan 

program dan menirnbulkan ketaata' pada diri kelornpok sasaran melainkan pula 

rnenyangkut jaringan kekuatan: pol~tik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi peri~aku dari semua pihak yang terlibat, dan yang 

I 
pada akhirnya berpengaruh terhad1p dampak- baik yang diharapkan (intended) 

maupun yang tidak diharapkan (.\pil(<1verlnegative effects). Sedangkan Van Meter 

I 
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dan Van Hom dalam The Polit:v Implementation Process; A Conceptual 

Framework, Administration and ~ociety (1975) menyatakan bahwa proses 

implementasi sebagai "those actiont' by public or private individuals (or groups) 

that are directed at the achiement dfobjectives set forth in prior policy decisions 

(tindakan-tindakan yang dilakuka!i baik oleh individu-individu/pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah ajau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan !Jalam keputusan kebijakan) 

Dan sedangkan menurut Char)es O' Jones, dalam kebijakan publik terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhf berhasilnya suatu kebijakan publik, yaitu: 

I . Struktur, bagaimana hubung~n antara pemeran kebijakan dengan rnereka 

yang terlibatiterkena pengaru~ kebijakan tersebut. 

2. Daya tanggap, bagaimana ggapan para pemeran kebijakan terhadap 

mereka yang terlibatiterkenal dampak kebijakan. Bagaimana nilai/tradisi 

yang ada dalarn menanggapi hit! seperti ini. 

3. Kepemimpinan, berapa be~ar kekuasaan dan keagresifan seseorang 

pem1mp1n. 

Kebijakan yang dibuat oleh J:>emerintah merupakan suatu prosedur untuk 

menyerap dan menyalurkan aspir~si, sekaligus kesepakatan, para pemegang 

kedaulatan tentang hal-hal dan car.-cara yang perlu dilakukan dalarn menjamin 

kemaslahatan kehidupan masyarakal banyak. 

2.1.1. Konsep Implcmcn!asi Kebijakan Publik 

I 
Implementasi berasal dari lkata "implementation'', implementasi dapat 

I 
dikatakan sebagai pelaksanaan prorram atau kebijakan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Grindle mefgatakan implementasi sering dilihat sebagai 
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suatu proses yang penuh dengar muatan publik dimana mereka yang 

berkepentingan berusaha sedapat mlngkin mempengaruhinya. ( dalam Pasalong, 

2014: 57) dalam teori ini Grindle mfmandang bahwa suatu implementasi sangat 

ditentukan oleh isi kebijakan dan I konteks implementasinya. Jika tidak ada 

implementasi, kebijakan hanya be~pa impian atau rencana yang bagus yang 

tersimpan dalam arsip, tanpa implem~ntasi kebijakan tidak akan bisa mewujudkan 

hasilnya. lmplementasi menurut Van Meter dan Van Hom (dalam Winamo 2012: 

149) membatasi implementasi k~bijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu ataLa kelompok pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan yatjg telah ditetapkan. 

Selanjutnya dalam menguk~r kinerja implementasi kebijakan Purwanto 

dan Sulistyastuti (2012: 106-110) ad~ tujuh indikator, antara lain: 

1. Akses 

Jndikator akses bertujuan mefetahui bahwa program atau pelayanan yang 
diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga 
mengandung pengertian bahwa m njadi kelompok sasaran kebijakan apabila 
mereka membutuhkan informasi ata menyampaikan pengaduan. 

2. Cakupan 
I 

lndikator ini digunakan data+. menilai scberapa besar kelompok sasaran 
yang sudah dapat dijangkau oleh ke,jakan publik yang diimplementasikan. 

3. Frekuensi 
Frekuensi merupakan indikati yang bcrtujuan rnengukur seberapa sering 

kelompok sasaran dapat memper leh layanan yang dijanjikan oleh suatu 
kcbijakan. Sernakin tinggi freku nsi layanan maka akan semakin baik 
implementasi kebijakan tersebut. 

4. Bias (Menyimpang) 
Bias merupakan indikator yancdigunakan untuk menilai apakah pelayanan 

yang diberikan oleh implementor enyimpang kepada kelompok masyarakat 
yang bukan menjadi sasaran un uk menikmati pelayanan yang diberikan 
pemerintah melalui suatu kebijakan. 
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Indikator ini digunakan uni menilai apakah pelayanan yang diberikan 
5. Ketetapan Layanan (Service livery) 

dalam implementasi suatu program ilakukan tepat waktu atau tidak:. lndikator ini 
sangat penting untuk menilai outp suatu program yang memiliki sensitivitas 
terhadap waktu. 

6. Akuntabilitas 
lndikator ini digunakan unt~ menilai apakah tindakan para implementor 

dalam menjalankan tugas mere untuk menyampaikan keluaran kebijakan 
kepada kelompok sasaran dapat di rtanggungjawabkan atau tidak. 

7. Kesesuaian program dengan ~butuhan 
!ndikator ini digunakan untu mengukur berbagai keluaran kebijakan yang 

diterirna oleh kelompok sasaran m mang sesuai dengan kebutuhan mereka atau 
tidak. 

Dari indikator-indikator di latas dapat disimpulkan definisi mengenat 

kebijakan publik merupakan suatul pilihan-pilihan yang disusun, dibentuk dan 

dilakukan pemerintah terhadap '1asyarakatnya, dimana kebijakan tersebut 

memiliki nilai-nilai tertentu yang ~rasal dari masyarakat itu sendiri. Kebijakan-

kebijakan publik tersebut memili~i bentuk-bentuknya atau keluaran seperti 

program dan outputs, dimana kel~aran itu untuk dilaksanakan oleh pemerintah 

sebagai implementor guna mencapa~ tujuan tertentu terhadap masyarakat. 

B. Model Implementasi Kebijakan Publik 

lmplementasi kebijakan merlipakan tindakan untuk melaksanakan suatu 

kebijakan setelah suatu program I dirumuskan atau dinyatakan telah berlaku 

(biasanya dalam bentuk undangtundang, perarutan pemerintah, keputusan 

peradilan, perintah eksekutif atau 4ekrit presiden). Ada banyak definisi tentang 

itnplementasi kebijakan, na1nun ~mple1nentasi pada intinya dapat dipahami 

sebagai sebuah tindakan untuk mel,0.ksanakan suatu kebijakan. Mazman1an dan 

Paul A Sabatier dalam Effective Po/fey lmplementatitJn (1981) menyatakan bahwa 
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implementasi kebijakan fokus padal a) kejadian-kejadian, b) kegiatan-kegiatan, 

dan c) tindakan-tindakan yang timtul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijakannegara yang mencakup bat usaba-usaha untuk mengadministrasikannya 

maupun untuk menimbulkan akibat ~tau dampak nyata pada masyarakat. 

Sementara dari segi prosesnya implementasi kebijakan sesungguhnya tidak 

hanya menyangkut perilaku badanjbadan administratif yang bertanggungjawab 

untuk melaksanakan program dan I menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 
I 

sasaran melainkan pula menyangk~ jaringan kekuatan: politik, ekonomi, sosial 

yang langsung atau tidak laogsunj dapat mempengaruhi perilaku dari semua 

pihak yang terlibat, dao yang pada kbimya berpengarub terhadap dampak - baik 

yang diharapkan (intended) maup~n yang tidak diharapkan (spillover/negative 

effects). Sedangkan Van Meter da~ Van Hom dalam The Policy Implementation 

Process; A (~onceptual f'rameW,vrk, Administration and Society (1975) 

menyatakan bahwa proses implertjentasi sebagai "those actions by public or 

private individuals (or groups) that fire directed at the achiement <~f objectives set 

forth in prior p<J/ie,y decisions (t\ndakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu/pejabat atau kelort"ipok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tµjuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan). 

I. Model Implementasi K~bijakan Charles 0. Jones 

Menurut Jones dalam Ari<ln 'fahir (2014: 81) mengatakan bahwa: 

lmplementasi kebijakan adalah ~uatu kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mcngoperasikan sebuah program ~engan memperhatikan tiga aktivitas utama 
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kegiatan. Menurut Jones ketigal aktivitas tersebut dapat mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Tiga aktivi~ dimaksudkan adalah: 

1. Organisasi, pembentukan a penataan kembali sumber daya, unit-unit 
serta metode menunjang agar rogram berjalan, 

2. Interprestasi. menafsirkan ag r program menjadi rencana dan pengarahan 
yang tepat dan dapat diterima erta dilaksanakan, dan 

3. Aplikasi (penerapan), berkai dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang 
meliputi penyediaan barang d jasa. 

I 
Sebagaimana pegangan bagi I para implementor kebijakan harus disadari 

bahwa implementasi kebijakan itu ryerupakan ha! yang paling berat, karena dalam 

tataran inilah masalah-masalah yJ,g kadang tidak ditemui dalam perurnusan 

kebijakan, akan muncul di lapangan disaat kebijakan itu diimplementasikan. Oleh 

karena itulah, apakah kebijakan itl dalam tataran implementasi telah diorganisir 

dengan baik, juga telah dijabark, produk kebijakan itu ke hal-hal yang lebih 

operasional, ataukah juga telah si~p clan mudah diaplikasikan untuk mencapai 

tujuan kebijakan yang dikehendaki tersama. 

2. 

I 

Model Implementasi ~ebijakan George Edward III 
! 

Menurut George C. Edward Ill (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153)yaitu 

terdapat empat variabel yang sanga menentukan keberhasilan implementasi suatu 

I 
kebijakan, yaitu: I 

1. Komunikasi 
Terdapat tiga indikator ya g dapat dipakai (atau digunakan) dalam 

mengukur keberhasilan variable ko unikasi tersebut di atas, yaitu : 
a. Transmisi,Penyaluran k munikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi ya g baik pula. Seringkali yang terjadi dalam 
penyaluran kornunik i adalah adanya salah pengertian 
(rniskomunikasi), hal te sebut disebagiankan karena kornunikasi telah 
melalui beberapa tingk tan birokra<>i, sehingga apa yang diharapkan 
terdistorsi ditengah jala 

b. Kejelasan,Ketidakjelasafl pesan kcbijakan tidak selalu menghalangi 
implementasi, pada tat?.ran tertentu, para pelaksana membutuhkan 
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fleksibilitas dalam mela sanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang 
lain hal tersebut justru an menyelewengkan tujuan yang hendak 
dicapai oleh kebijakan y ng telah ditetapkan. 

c. Konsistensi,Perintah yan diberikan dalam pelaksanaan suatu perintah 
yang diberikan sering erkomunikasi haruslah konsisten clan jelas 
(unruk diterapkan dan dijalankan). Karena jika perintab yang 
diberikan sering berubah ubah,maka dapat menimbulkan kebingungan 
bagi pelaksana di lapang . 

2. Sumber daya 
Indikator sumber-sumberdaya erdiri dari beberapa elemen, yaitu: 
a. Staf,Sumber utama lam implementasi kebijakan adala.~ 

staf.Kegagalan yang se ·ng terjadi dalarn implementasi kebijakan 
salah satunya disebagia n oleh karena staf yang tidak mencukupi, 
tetapi diperlukana sta dengan keahlian clan kemampuan yang 
diperlukan dalam mengi plementasikan kebijakan atau melaksanakan 
tugas yang diinginkan ol h kebijakan itu sendiri. 

b. Informasi,Dalam imple entasi kebijakan infonnasi mempunyai dua 
bentuk yaitu informasi ang berhubungan dengan cara melaksanak:an 
kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka 
lakukan saat mereka di ri perintah untuk melakukan tindakan. 

c. Wewenang,Pada umum ya kewenangan harus bersifat formal agar 
perintah dapat dilakaks akan.Kewenangan merupakan otoritas atau 
legitimasi bagi para pe1 ana dalam melaksanakan kebijakan untuk 
ditetapkan secara polit1 . Ketika wewenang itu nihil maka kekuatan 
para implementor dima a publik tidak terlegitimasi sehingga dapat 
menggagalkan proses im 1ementasi kebijakan. 

d. Fasilitas,Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan Implementor mungkin memiliki staf yang 
mencukupi, mengerti a a yang harus dilakukannya, dan memiliki 
wewenang untuk melaks nakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 
pendukung (sarana ata prasarana) maka implementasi kebijakan 
tersebut tidak akan berh ii. 

3. Disposisi 1 

Disposisi atau sikap dari pel sana kebijakan adalah faktor penting ketiga 
dalarn pendekatan mengenai pelaksa aan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan 
suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus 
mengetahui apa yang akan dilaku an tetapi juga harus memiliki kemampuan 
untuk rnelaksanakannya, sehingga d lam praktiknya tidak terjadi bias. 
4. Struktur birokrasi 

Struktur birokrasi dalarn pro es implementasi sangat diperlukan, karcna 
ketika struktur birokrasi tidak kond if pada kebijakan yang tersedia, maka ha! ini 
akan menyebagiankan sumberda -sumberdaya menjadi tidak efektif dan 
menghambat jalannya kebijakan. B rokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan 
harus dapat mendukung kebijakan ang telah diputuskan secara politik dcngan 
jalan rnelakukan koordinasi yang bai . 

Menurut Edward (dalam W~namo 2016: 155) studi implementasi adalah 
krusial bagi public administration ldan public poliGy. Implementasi kebijakan 
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adalah salah satu tahapan kebijak publik, antara pernbentukan kebijakan dan 
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika 
suatu kebijakan tidak tepat atau ti dapat rnengurangi rnasalah yang rnerupakan 
sasaran kebijakan, maka kebij itu mungkin akan mengalami kegagalan 
sekalipun kebijakan itu diimpleme tasikan dengan sangat baik. Sementara itu, 
suatu kebijakan yang telah direncan kan dengan sangat baik, rnungkin juga akan 
mengalami kegagalan. jika kebija n tersebut kurang diimplementasikan dengan 
baik oleh para pelaksaana kebijakan.I 

Dari beberapa faktor yangl rnempengaruhi keberhasilan implementasi, 

peneliti menggunakan teori Ed~rd lll karena disesuaikan dengan kondisi 

permasalahan penelitian yakni I untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kfbijakan 1novas1 pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Selain itu mengacu 

pendapat Edward III yang mengatjkan bahwa implernentasi dapat dimulai dari 

kondisi abstrak dan sebuah pertany$n apakah syarat agar implementasi kebijakan 

dapat berhasil. Sesuai dengan teorj yang dikemukakan oleh Edward III ( dalam 

Subarsono, 2005:90) bahwa faktor-tktor yang mempengaruhi keberhasilan dalarn 

implementasi kebijakan dipengaruht oleh em pat variabel, yakni: ( 1) komunikasi, 

(2) sumberdaya, (3) disposisi, ( 4) sttktur birokrasi. 

Peneliti juga menemukan faktor baru dalam implementasi kebijakan 
' 

penerbitan akta kelahiran yaitu ptrtisipasi. Menurut Soegarda Poerbakawatja 

( 1981 :251) suatu gejala demok+i dimana orang diikutsertakan di dalarn 

perencanaan serta pelaksanaan ~ari segala sesuatu yang berpusat pada 

kepentingan dan juga ikut mem kul tanggungjawab sesuai dengan tingkat 

kematangan dan tingkat kewajibannta. 

' 
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3. Model Implementasi Ripley dan Franklin 

Dalam setiap irnplernentasi se9uah kebijakan selalu dipengaruhi oleh hal-hal 

yang dapat menyebabkan berhasil 4au tidaknya sebuah implementasi kebijakan. 
! 

Dalam buku yang berjudul Policy *11plementation and Bureaucracy, Randall B. 

I 
Ripley clan Grace A. Franklin me1uliskan tentang 2 pendekatan untuk menilai 

itnplementasi kebijakan, yang menya_takan: 
' 

"There are two principal of assesiJg implementation. One approach focuses on 
compliance. It asks whether imple~enters comply with prescribed procedures, 
timetables, and restrictions. The mpliance perspective sets up a preexisting 
model of correct implementation havior and measures actual behavior against 
it. The second approach toassessing ·mplementation is to ask how implementation 
proceeding. What is it achieving? y? This perspective can be characterized as 
inductive or empirical. Less elegant} , the central questions are what's happening? 
and why? ...... (Ripley and Franklin, 986: 11) 

I 

Dari uraian tersebut, implernentasi s~buah kebijakan rnenurut Ripley dan Franklin 

' dilihat dari: 

Compliance (kepatuhan) i 

I 

a. 

Tingkat keberhasilan irnplen/entasi kebijakan dapat diukur dengan melihat 

tingkat kepatuhan (baik tingkat kep+uhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan 

implementor terhadap peraturaf) dalam mengimplementasikan sebuah 

program.Kepatuhan tersebut menf.cu pada perilaku implementor itu sendiri 

sesuai dengan standar dan prosedur ferta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. 

lmplementasi kebijakan akan berh~il apabila para implementomya rnematuhi 
I 

aturanyang diberikan. 

I 
Berdasarkan ha! tersebut terdapat 2 ~ndikator dalam pendekatan kepatuhan: 

I 
./ Pcrilaku Implementor i 

! 

./ Pemaha1nan Implementorltcrhadap Kebijakan 
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b. What's Happening and Why? \Apa yang Terjacli dan Mengapa?) 
I 

Pendekatan ini melihat bag,imana implementasi berlangsung serta untuk 

melihat faktor-faktor penyebab yig mempengaruhi suatu program.Ripley dan 

Franklin menjelaskan ada 5 indikat~r dalam menjelaskan pendekatan ini Seperti 
I 

yang terdapat dalam buku Policy Im~lementation and Bureaucracy: 
I 

" ... the jive most importantfe4tures discu<;sed in remainder of this chapter: 
the profusion of actors, the multiplipity and vagueness of goals, the proliferation 
and complexity of government pro ams, the participation of governmental units 
at all territorial levels, and t e uncontrollable factors that all affect 
implementatwn .... "(Ripley and Fra klin, I986: I I) 

(" ... lima fitur yang paling pe ting yang dibabas dalam kelanjutan bab ini 
yaitu: banyaknya aktor yang terli at. kejelasan tujuan, kompleksitas program 
pemerintah, partisipasi unit pemeri tahan di semua tingkat wilayab, dan faktor
faktor yang mempengaruhi implem ntasi") 

Dari uraian tersebut, maka indikato~ untuk pendekatan ini yaitu: 

' 
l> The Profusion of Actors (Banraknya Aktor yang Terlibat). 

! 
Proses implementasi melibatkan !banyak aktor. Dengan kata lain, semakin 

kompleks suatu program yang dijal~nkan oleh pemerintah, maka semakin banyak 
I 

aktor yang terlibat. Pelaksana k1bijakan harus memiliki keterampilan yang 

diperlukan untuk melaksanakan lfkerjaan. Kurangnya personil yang terlatih 

' 
dengan baik akan menghambat pela~anaan kebijakan. 

Ada beberapa hal yang menjelaskatj lebih lanjut mengenai indikator ini: 

' 
./' Number and Identity (Jumla~ dan ldentitas). 

i 
./' The Role oflnterest Group (peran dari Pihak yang Berkepentingan) . 

./' Lock of Hierarchy (Ketiactrujn Hirarki). 
' 

)> The Multiplicity and Vaguen~ss of Goals (Kejelasan Tujuan). 
! 
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Kejelasan clan konsistensi tujuan dafat dipahami sebagai kejelasan isi kebijakan. 

Semakinjelas clan rinci isi sebuah k~ijakan, maka kebijakan tersebut akan mudah 
I 

diimplementasikan karena implemertor muclah memahami clan menerjemahkan 

dalam tindakan nyata, sebaliknya k~tidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi 
I 

lahimya distorsi clalam implementas~ kebijakan. 
I 

I 
i 

J> The Proliferation and Completity of Government Programs (Perkembangan 

dan Kemmitan Program). 

Kerumitan program dilihat dari I tingkat kerumitan aturan program yang 
I 

bersangkutan. Dinamisnya petunjuklpelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya program diim~lementasikan. 
! 

' 
i 

)Ii- The Participation of Govefrnental Units at All Territorial Levels 

(Partisipasi pada Semua Unit ~emerintahan). 

Partisipasi pada semua unit pemeri~tahan yang dimaksud adalah partisipasi dari 

semua aktor yang terlibat dalam im9lementasi program ters~but 
I 

J> The Uncontrollable Factors Trat All Affect Implementation (Faktor-Faktor 

yang Tidak Terkendali yang iempengaruhi Implementasi). 

Faktor yang tidak terkendali ini yait~ apakah ada faktor-faktor di luar teknis (yang 

! 
telah melampaui batas kontrol dar implementor) yang secara tidak \angsung 

berhubungan dengan pengimpleme~tasian program, sehingga dapat menghambat, 
' 

bahkan menggagalkan implementas~ program yang telah dirancang sebelumnya. 
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C. Konsep Pelayanan Publik.. 
I 

Pelayanan pada dasamya daf at didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan/ organisasi bai* langsung maupun tidak langsung untuk 
! 

memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan 
' 
' 

oleh masyarakat dalam segala bi.j.ng. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat 
! 
I 

merupakan salah satu tugas dan fun~si administrasi negara. 
! 

Menurut Albercht dalam Lovelock, 1992 (dalam Sedarmayanti 2010:243) 
I 
i 

pelayanan adalah suatu pendeka1an organisasi total yang menjadi kualitas 
! 

pelayanan yang diterima pengguna ~asa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam 

! 
pengoperasian bisnis. Selanjutnya rvionir (dalam Harbani Pasolong 2013: 128), 

! 

mengatakan bah"'ra pelayanan aftah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung) Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
i 

Negara, mengemukakarr bahwa lpelayanan adalah segala bentuk kegiatan 

pelayanan dalam bentuk barang 'latau jasa dalam rangka upaya pemenuhan 

' 
kebutuhan masyarakat. Sedangkan ~enurut Gronroos (dalam Ratminto dan Atik 

' ' 
Septi Winarsih 2013:2) pelayan~n adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

!I 

aktivitas yang bersifat tidak kasat rhata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 
! 

akibat adanya interaksi antara kons~men dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pertjberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 
' ' 
i 

memecahkan permasalahan konsumpn! pelanggan. 

I 
Pelayanan publik menurut Siryambela (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) 

adalah sebagai setiap kegiatan yangldilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

i 
manusia yang memiliki setiap k~giatan yang menguntungkan dalam suatu 

kurnpulan atau kesatuan, dan rne~awarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
! 

29 



terikat pada suatu produk secara. fisik. Agung Kurniawan (dalam Harbani 

Pasolong 2013: 128) mengatakan lbahwa pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan ( melayani) keperluan o~ang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu se~uai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

' 
telah ditetapkan. 

Definisi pelayanan publik m~nurut Kepmcn PAN Nomor 25 Tahun 2004 

adalah segala kegiatan pelayana~ yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

i 
pelayanan publik sebagai upaya I pemenuhan kebutuhan penerima layanan, 

! 

' maupun dalam rangka pelaksan1 ketentuan peraturan perunclang-undangan. 

Sedangkan Kepmen PAN Norn.Jr 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga 
I 

pelayanan dari instansi serta BU~N/BUMD. Pengelompokkan jenis pelayanan 
I 

tersebut didasarkan pada ciri- ciri 4n sifat kegiatan serta produk pelayanan yang 
! 

dihasilkan, yaitu (1) pelayanan ad1nistratif, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan 

i 
Jasa. 

i 
Pelayanan publik adalah pem~erian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta 

atas nama pemerintah, ataupun pi~ak swasta kepada masyarakat, dengan atau 

tanpa pembayaran guna memenuhil kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat 
! 

(Panji Santosa 2009:57). Menurfl Thoha (dalam Sedarmayanti 2010:243) 

pelayanan masyarakat adalah usa~a yang dilakukan oleh seseorang dan atau 
! 
' kelompok orang atau instansi ter«f1tu untuk memberi bantuan dan kemudahan 
: 

kepada masyarakat dalam mencapaijtujuan. 

Jenis pelayanan administrati~ adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh 
! 

unit pelayanan berupa pencat,tan., penelitian, pengan1bilan keputusan, 

dokumentasi dan kegiatan tata I usaha Lainnya yang secara keseluruhan 
! 
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menghasilkan produk lahir beru{la dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ij in, 
! 

' rekomendasi, keterangan clan lain-ltin. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, 

pelayaran, !MB, pelayanan adminis\rasi kependudukan (KK, KTP, akta kelahiran, 
! 

dan akta kematian). 

Jenis pelayanan barang actjilah pelayanan yang diberikan oleh unit 

! 

pelayanan berupa kegiatan penyedi:jan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik 

termasuk distribusi clan penyampai~nnya dan konsumen langsung (sebagai unit 

atau individual) dalam suatu sis~em. Secara keseluruhan kegiatan tersebut 

I 
menghasilkan produk akhir berwuj~d benda (berwujud fisik) atau yang dianggap 

benda yang memberikan nilai iJmbah secara langsung bagi penggunanya. 

Misalnya jenis pelayanan listrik, pel~yanan air bersih dan pelayanan telepon. 
! 

! 

Jenis pelayanan jasa adalahj jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan yang berupa sara~a dan prasarana serta penunJangnya. 

Pengoperasiannya berdasarkan SlUl/l:U sistem pengoperasian tertentu clan pasti. 

Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya 

secara langsung clan habis terpa~ai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 

i 
pelayanan angkutan darat, laut clan ~dara, layanan kesehatan, layanan perbankkan, 

layanan pos dan pelayanan pem~dam kebakaran. Standar pelayanan publik 

menurut Keputusan Menteri PAN; Nomor 63/ KEPI M.PAN/7/ 2003 (dalam 

Hardiansyah 2011 :28) sekurang- k*rangnya meliputi: a. Prosedur pelayanan; b. 

Waktu penyelesaian; c. Biaya pet4yanan; d. Produk pelayanan; e. Sarana dan 

prasarana; f. Kompetensi petugas *layanan. Pelayanan prima adalah pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggan (~asyarakat). 
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Minimal yang sesuai dengan standar pelayanan ( cepat, tepat, akurat, murah, 

ramah). Hal yang melekat pada pelatanan prima yaitu: 

a. Keramahan 

b. Kredibilitas 

c. Akses 

d. Penampilan fasilitas 

e. Kemampuan dalam menyajikain pelayanan. 
' 

Dalam sektor publik, pelayan~n dikatakan prima apabila sebagai berik.-ut: 

a. Pelayanan yang terbaik dari l'<lmerintah kepada pelanggan/ pengguna jasa. 

' b. Pelayanan prima apabila ada standar pelayanan. 
' 

c. Pelayanan prima bila melebi~ standar, atau sama degan standar. Bila belwn 

ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan, pelayanan yang 

mendekati apa yang diangg~p pelayanan standar, dan pelayanan yang 

dilakukan secara maksimal. 

d. Pelanggan adalah masyaraka~ dalam arti luas~ masyarakat ekstemal, clan 

masyarakat internal (SESPAN,.._S LAN, 1998). 

Sendi pelayanan prima, dikeitibangkan menjadi 14 (empat belas) unsur yang 
' 

relevan, valid, dan realibel, sebag~i unsur yang minimal yang harus ada untuk 

dasar pengukuran indeks kepuasan riiasyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur pelayanan: kemuda~an tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi ke~ederhanaan alur pelayanan. 
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b. Prasyarat pelayanan: prasyarat teknis clan administratif yang diperlukan 
! 

untuk mendapatkan pelayana1 sesuai denganjenis pelayanan 

c. Kejelasan petugas pelayan8*: keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan (nama,.jabatan s~rta kewenagan clan tanggungjawabnya). 
! 

d. Kedisiplinan petugas pelaya$n: kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsisitensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

e. Tanggung jawab petugas pe~ayanan: kejelasan wewenang dan tanggung 
I 

jawab petugas dalam penyele~ggaraan dan penyelesaian pelayanan. 

f. Kemampuan petugas pelaya~an: tingkat keahlian dan keterampilan yang 

g. 

dimiliki petugas dalam memlj>erikan atau menyelesaikan pelayanan kepada 
! 

masyarakat. 

Kecepatan pelayanan: Target waktu pelayanan dapat diseJesaikan dalam 
! 

waktu yang telah ditentukan tjleh unit penyelenggaraan pelayanan. 

h. Keadilan mendapatkan pela*anan: pelaksanann pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan atau s'atus masyarakat yang dilayani. 

I. Kesopanaan clan keramahan ! petugas: sikap clan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepa~a masyarakat secara sopan clan ramah serta 

sating menghargai dan mengh~rmati. 
' 

J. Kewajaran biaya pelayanan: ~eterjangkauan masyarakat terhadap besamya 

biaya yang ditetapkan oleh uctlt pelayanan. 
! 

k. Kepastian biaya pelayanan: k~sesuaian antara biaya yang dibayarkan kepada 

biaya yang telah ditetapkan_ 
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1. Kepastian jadwal pelayanan: pelaksanan waktu pelayanan, sesuai dengan 

m. 

ketentuan yang ditetapkan. 

Kenyamanan lingkungan: k4-disi sarana dan prasarana pelayanan yang 
' i 

bersih, rapi, dan teratur sehiU.gga dapat memberikan rasa nyaman kepacla 
i 

per1erima pelayanan. 

n. Keamanan pelayanan: terjam~nnya tingkat keamanan unit penyelenggaraan 

pelayanan ataupun sarana yajng digunak:an.. sehingga masya.rakat merasa 
' 

tenang untuk mendapatkatl pelayanan terhadap resiko-resiko yang 

diakibatkan dari pelaksanaan: pelayanan (Kepmen PAN Nomor 25 tahun 

2004) 

Strategi pelayanan prima yan~ mengacu kepuasan atau keinginan pelanggan 

dapat ditempuh melalui: 

a. Implementasi visi misi pelay.nan pada semua tingkat yang terkait dengan 

pelaksanaan pelayanan kepad4 masyarakat (pelanggan). 

b. Hakikat pelayanan prima dise~kati untuk dilaksanakan oleh semua aparatur 

yang memberi pelayanan. 

c. Dalam pelaksanaan pelayana~ prima, didukung sistem dan lingkungan yang 

dapat memotivasi anggota org~nisasi untuk melaksanakan pelayanan prima. 
1, 

d. Pelaksanaan pelayanan prim~ aparatur pemerintah, didukung sumber daya 
' 

manusia, dana dan teknologi Jinggih tempat guna. 

e. Pelayanan prima dapat ber~asil guna, apabila organisasi 1nenerbitkan 

standar pelayanan prima yan~ di dapat dijadikan pedoman dalam melayani 

dan panduan bagi pelanggan y?ng memerlukan jasa pelayanan. 
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Standar pelayanan prima dapat diwujudkan melalui: 

a. Kosepsi penyusutan standar ~layanan prima 
o Concep (gagasan terbaru <Jan tercanggih) 

' o Competency(kemampuan I beroperasi pada standar yang tinggi dimana 

saja) i 

o Conection (hubungan yang baik) 
b. Prinsip pengembangan pelaya~a prima 

o Rwnusan organisasi ! 

<) Penyebaran visi dan misi ! 

c. Sasaran pelayan yang "S~T" 
o Specivic (spesifik) 
o Measurable ( dapat diukur 
o Achievable (dapat dicapaj) 
o Relevant (sesuai kepentinfan) 
o Timed Uelas waktunya) , 

' 
d. Variabel pelayanan prima yaiiri: 

o Pemerintah yang bertugas melayani. 
o Masyarakat yang dilayani oleh pemerintah. 
o Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik. 

Sumber yang tersedia unt k dirarnu dalam kegiatan pelayanan. 
0 

0 

0 

0 

0 

Peralatan atau sarana pel~anan yang canggih. 

Kualitas pelayanan yang emuaskan masyarakat sesuai dengan standar 

clan asas pelayanan masy1akat. 
Manajemen clan kepemi pinan serta organisasi pelayanan masyarakat. 
Perilaku yang terlibat alarn pelayanan masyarakat: pejabat clan 
masyarakat, apakah 

1 
masing-masing menjalankan fungsinya 

(SESPANAS LAN, 20001 
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No 
I 

2 

D. Penelitian Terdahulu 

Sebagai acuan penelitian njaka peneliti mengambil beberapa sampel 

penelitian, sebagai pandangan bagJ peneliti, berikut beberapa penelitian yang 
i 

menjadi acuan peneliti sebagai berikµt: 

' Metode i 

Peneliti Judul Penelitian Penelitian Hasil Penelitian 
Ni Made IMPLEMENT AS! Deskriptif Pelaksanaan program imvasi 
Setiawati PROGRAM Kualitatif capil online pada Dinas 
Widhiastiti, Ni PENCATATAN AKTI\. kependudukan dan Pencatatan 
NyomanDewi KELAHIRJ\N 

' 
Sipil Kola Denpasar tidok 

Pascarani, BERBASIS ONLINE, berjalan dengan baik dan efektif 
Kadek Wiwin (STUD! KASUS 

i 
dikarenakan hanya indibtor 

Dwi Wismayanti PROGRAM !NOV AS( disposisi yang menunjukkan 
I CAPIL ONLINE PAtjA basil cukup baik, sedangkan 

DINAS ' indikator komunikasi, somber 
KEPENDUDUKAN daya dan struktur birokrasi 
DAN PENCATATAN masih belum efektif Selain itu, 
SIPIL KOTA program ini masih terkesan 
DENPASAR) sekedar wacana dan tidok 

dipertanggung jawaban secara 
menyeluruh oleh instansi terkait 
sehingga masyarakat belum 

- ----~ 
dapat merasakan manfalnva. 

Anisa lnovasi Pelayanan Deskriptif Pada inovasi layanan 
Cahyaningrum, melalui Aplikasi Kualitatif ( operasional) ditunjukkan pada 
Rino Ardhian "Dukcapil Dalarn ' peningkatan pelayanan Kartu 
Nugroho Genggaman" oleh Di~as ldentitas Anak (KIA) melalui 

Kependudukan dan ' aplikasi "dukcapil dalam 
Pencatatan Sipil Kota ! genggaman" dibandingkan 
Surakarta inovasi sebelumnya, yaitu 

dengan memperbaharui cara 
pemberian layanan 
menggunakan aplikasi pada 
handphone android, hal ini 
memberikan kepuasan bagi 
masyarakat karena dapat 
dilakukan sewaktu-waktu dan 

-- ·----- - proses oe1_1~aftaran lebih ce-nllt. 
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3 Tania Soraya !NOVAS! Deskriptif Inovasi pelayanan adrninistrasi 
PELA YANAN Kualitatif kependudukan secara online di 
ADMINISTRASI ; Kabupaten Pati masih belum 
KEPENDUDUKAN , optimal. Hal tersebut 
SECARA ONLINE DI dikarenakan adanya faktor-
KABUPATEN PAT!: faktor penghambat seperti 

kurangnya pemanfaatan 
teknologi dari masyarakat, 
keraguan dalam keabsahan data 
yang diinput, ditambah lagi usia 
aplikasi yang masih tergolong 
baru sehingga partisipasi 
masyarakat dalam melakukan 
pengamatan masih belum 
maksimal. Namun dengan 
adanya inovasi pelayanan 
tersebut, masyarakat Kabupaten 
Pati mendapat kemudahan dalam 
kepengurusan administrasi 
kependudukan secara cepat, 
mudah, dan tenot. 

4 Nur Ayyul PENERAPAN Deskriptif Hasil penelitian menunjukkan 
Hisbani, !NOVAS! Kualitatif bahwa penerapan inovasi 
Musliha Karim, PELAYANANPUBUIK pelayanan publik berupa 
lhyani Malik DI DIN AS pelayanan e-KTP dengan 

KEPENDUDUKAN . indikator 1) keuntungan relatif, 
DANPENCATATAN 2) kesesuaian, 3) kerumitan, 4) 
SIPIL KABUPATEN' kemungkinan dicoba, 5) 
ENREKANG kemudahan diamati. -· 
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E. Kerangka Berpikir 

Gamb*r 2.1 Kerangka Pikir 

Peraturan Menteri Dal am Ne Seri No. 7 Tahun 2019 Ten tang Pelayanan 

Administrasi Kbpendudukan Secara Daring 

J l 

lmplementasi Kebijakan Ino~asi Pelayanan di Disdukcapil Kabupaten 
Natuna 

J ' 
Mengapa implementasi !kebijkan inovasi pelayanan publik pada 
dinas kependudukan da~ pencatatan sipil kabupaten natuna masih 
belum efektif? 

J L 

Faktor-faktor yang mempe~garubi berhasilnya suatu implementasi 
kebijakan menurut Edward III: 

l. Komunikasi 
2. Sumberdaya 
3. Disposisi (sikap pelaksal)a) 
4. Struktur birokrasi 

' 
J l 

Tertibnya administrasi kepetjdudukan di Disdukcapil Kabupaten Natuna 

Sumber: Peneliti, 2020 

38 



A. Jenis Penelitian 

BAB III 

METOl)E PENELITIAN 

Dalam rangka memperoleh jawaban terhadap permasalahan-permasalahan 

implementasi inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Natuna, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu .pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2011:4). Sugiyono (2010: 

14) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud untuk memahami fenornena tentang apa yang dialami oleh subjek 

pen el itian secara hot istic ( utuh ), deiman mendeskripsikan data dalam bentuk kata

kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam 

penelitian kualitatif data yang dikurnpulkan bukan berupa angka-angka melainkan 

data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya (Hadari, 2005 :31) 

Menurut Sukmadinata (2005) dasar dari penelitian kualitatif 

konstruktivisme yang berasu1nsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif 

dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinteJl>retasikan oleh setiap 

individu. Peneliti kualitatif seperti pencliti ini percaya kalau kebenaran itu bersifat 
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dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang 

melalui interaksi dengan suatu situa$i sosial (Danim, 2002). 

Terdapat lima hal yang perlu diperhitungkan oleh setiap peneliti kualitatif 

clan kelima kondisi ini menjadi penting bagi penelitian ini. Kelima ciri itu adalah 

Bogdan dan Biklen (dalam dalam Moleong (2007) adalah: 

a. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Data yang diperoleh 

dari lapangan sebagai tempat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu 

situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke 

lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada 

waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, 

mencatat, bertanya, menggali sumber yang berhubungan dengan peristiwa 

yang terjadi saat itu clan terkait dengan topik penelitian. 

b. Memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh dari penelitian 

kualitatif seperti basil pengamatan, basil wawancara, basil pemotretan, 

analisis dokumen, catatan lapangan, dan lain-lain; disusun peneliti dan 

dituangkan dalam penyaj ian yang kemudian di analisis menggunakan a tau 

berdasarkan informasi lapangan itu yang dikaitkan dengan kaidah ilmu dan 

metodologis. Hasil peneluangan ini tidak harus dalam angka dan table, tetapi 

lebih banyak berupa analisis deskriptif yang menggambarkan objek dan fokus 

penelitian. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya 

infonnasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar 

data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data 

berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk 

uraian naratif. Hakikat pe1naparan data pad.a umumnya menjawab pertanyaan-
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pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu 

peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya 

sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang 

terkandung dalarn data. 

c. Menekankan proses dibanding basil. Data dan informasi yang diperlukan 

berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk 

mengungkap proses bukan hasi I suatu kegiatan. Apa yang dilakukan subjek; 

mengapa subjek melakukan itu dan bagaimana subjek melakukannya; 

kesemuanya dituangkan atau dipaparkan dengan proses mengenai fenomena; 

dan angka bukan sesuatu yan;g mutlak tetapi sebagai pendukung analisis. 

Pertanyaan-pertanyaan di atas menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, 

prosedur, alasan-alasan, clan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan 

dimana proses itu berlangsung. Proses alamiah dibiarkan terjadi tanpa 

intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan 

keadaan yang sebenamya. Peneliti tidak perlu mentrransformasi data menjadi 

angka untuk 1nenghindari hilangnya informasi yang telah diperoleh. Makna 

suatu proses dimunculkan konsep-konsepnya untuk membuat prinsip bahkan 

teori sebagai suatu temuan atau hasil penelitian tersebut. 

d. Bersifat induktif, dimana penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, 

tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, 

mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, 

menganalisis, rnenafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan

kesimpulan dari proses tersebut. Kesirnpulan atau gcneralisasi kepada lebih 

luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam kontcks lingkungan 
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tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu 

maupun tempat. Temuan peneHtian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, 

teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah 

ada. Prosesnya induktifyaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan. 

e. Mengutamakan makna; dimana penelitian kualitatif dalam riset yang peneliti 

lakukan ini mengungkap persepsi orang mengenai suatu peristiwa. 

Berdasarkan ciri di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tapi dimulai dari lapangan 

berdasarkan lingkungan alami. Data clan infonnasi lapangan ditarik maknanya dan 

konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa hams menggunakan 

angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi 

yang alami. Generalisasi tak perlu dilakukan sebab deskripsi dan interpretasi 

terjadi dalam konteks clan situasi tertentu. Realitas yang kompleks clan selalu 

berubah menuntut peneliti cukup lama berada di lapangan. 

B. Somber Informasi 

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalarn penelitian 

1n1 adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono,"teknik purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu" (Sugiyono, 2010:300). 

Seorang infonnan atau narasumber penelitian ialah orang yang memahami 

clan merniliki lebih banyak infonnasi mengenai sutau objek penelitian tersebut. 

Dalam ha.I ini peneliti rnenentukan informan penelitian menggunakan teknik 

purposive yaitu informan yang dipilih dengan berbagai pertimbangan serta tujuan 

tertentu, yang menurut peneliti bahwa informan tersebut memiliki peran besar 
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dalam menjalankan Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependuudukan 

clan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. 

Menurut Lofland & Lofland (Moleong, 2011:157) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah k~ta-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain .. lain. Sumber data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh 

rnelalui wawancara kepada infonnan penelitian. Adapun informan 

penelitian ini terdiri dari 4 orang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Kepala Bidang (I orang), Kepala Seksi (I orang), 

Petugas Pelayanan (I orang) dan dipilih 3 (tiga) orang masyarakat yang 

sedang berada di lokasi tempat penelitian sebagai inforrnan triangulasi. 

b. Sumber data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data sekunder 

diperoleh melalut dokumentasi, seperti profil ternpat penelitian serta profil 

organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penggolongan 

dokumen dan data sekunder menurut Johnson dan Christensen (2004) 

diantaranya: a) Dokumen resmi, yaitu bahan atau catatan yang dibuat atau 

disusun secara fonnal baik untuk kepentingan dan keperluan internal 

maupun ekstemal kelembagaan. b) Dokumen pribadi, yaitu catatan atau 

bahan yang ditulis atau dibuat oleh seseorang yang menggambarkan 

pengalaman, peristiwa, dan atau perasaan seseorang individu atau pribadi. 

Yang tennasuk dokumen pribadi contohnya buku harian, surat pribadi, 

riwayat hidup, foto/video pribadi, dan sebagainya. c ). Data fisik, dalam hal 
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ini tennasuk di dalamnya tempat-tempat dan benda fisik yang 

diperuntukkan sebagai alat u~tuk menelusuri bermacam-macam aktivitas. 

C. Instrumen Penelitian 

Ir.strumen peneiitian ini adalah pedoman wawancara yang digwrakan 

untuk mcnggali berbagai infonnasi yang diperlukan mengenai Implementasi 

Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. 

Sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan 

objektif. Dari pengertian masing-masing kata tersebut di atas maka instrumen 

penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, 

menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa. dan 

menyajikan data-data secara sistem,atis serta objektif dengan tujuan memerahkan 

suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa 

mendukung suatu penclitian bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian digunakan untuk rnengukur nilai variabel yang diteliti. Instrurnen ini 

kemudian dibedakan kc dala1n teknik dan alat pengumpulan data. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk rnengurnpulkan data dari lokasi penelitian, dapat dilakukan dengan 

rnetode tertentu sesuai dengan tujuannya. Terdapat berbagai 1netode, antara lain; 

wa\.vancara, observasi (pengamat<\n), kuesioner atau angket dan dokumenter. 
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Metode yang dipilih untuk setiap variabel tergantung pada berbagai faktor 

terutama jenis data clan ciri inform$.n. Untuk data historis misalnya tidak bisa 

ditemukan dengan observasi tetapl dimungkinkan dengan dokumenter atau 

wawancara. Oleh karena itu, metode yang digunakan tidak selalu sama untulc 

setiap penelitian. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang peneliti 

gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya-jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalarn suatu topik 

tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan .untuk menemukan permasalahan yang hams 

diteliti, tetapi jtiga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang 

terhubung dengan fokus penelitian secara lebih mendalam (Sugiyono, 2010:410-

411 ). 

Wawancara mendalam merupakan wawancara pribadi, langsung, dan tidak 

terstruktur dengan seorang subjek untuk menemukan latar belakang motivasi, 

kayakinan, sikap, dan perasaan subjek terhadap satu topik. Wawancara ini 

biasanya berlangsung antara 30 rnenit sampai dengan lebih dari satu jam. 

Wawancara ini dimaksudkan untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi, yang 

sulit untuk diungkap dengan metode atau teknik pengukuran lainnya. 

Agar dapat menggali infonnasi. yang tersernbunyi dan hanya diketahui oleh 

subjek penelitian (informan), pewawancara membawa wawancara dalam teknik 

tidak terstruktur sehingga informan ,dapat dengan tenang menjelaskan pertanyaan 
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yang peneliti ajulcan.Wawancara mendalam adalah suatu bentuk yang khusus dari 

komunikasi oral clan berhadapan ml).ka dalam suatu hubungan interpersonal yang 

dimasuki untuk sebuah tujuan tertelitu yang diasosiasikan dengan pokok bahasan 

tertentu. Keefektifannya bisa dinila~ dalam hal tujuan wawancara, teknik-teknik 

yang digunakan, kerangka waktunya, sudut pandang orang yang melakukan 

evaluasi, dan reliabilitas clan validitas informasi yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa pihak sebagai informan 

penelitian, diantaranya Kepala Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil, Kepala 

Bidang (I orang), Kepala Seksi (I orang), Petugas Pelayanan (I orang) penentuan 

narasumber tersebut didasarkan atas basil observasi peneliti bahwa naraswnber 

tersebut merniliki peran yang cukup besar dalam menjalankan Kebijakan Inovasi 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 

serta dipilih 3 (tiga) orang sebagai i11forman triangulasi. 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

jika dibandingkan dengan tekaik wawancara. Jika wawancara selalu 

berkomunikasi dengan orang, makh. observasi tidak terbatas pada orang, tetapi 

juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alarn clan j1ka responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 

2010:203). 

Sebagai metode pengurnpulan data, observasi peneliti lakukan rnelalui 

pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan 
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atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain 

penelitian, mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal 

atau kondisi yang ada di lapangan_; Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai 

dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran 

ilmu pengetahuan tersebut. 

Dalam penelitian ini, observasi partisipasi adalah observasi yang melibatk:an 

peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. 

Jadi, peneliti bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari 

kelompokyang diteliti. Keuntur1gan cara ini adalah peneliti merupakan bagian 

yang integral dari situasi yang dipelajarinya sehingga kehadirannya tidak 

memengaruhi situasi penelitian. Kelemahannya, yaitu ada kecenderungan peneliti 

terlampau terlibat dalam situasi itu sehingga proseduryang berikutnya tidak 

mudah dicek kebenarannya oleh peneliti lain.Selama melaksanakan observasi ini, 

peneliti memperkuat kontrol diri agar tidak terlampau terlibat dan mampu 

mengontrol diri dan menempatkannya sebagai observer yang hams terpisah dari 

kelompok yang diobservasi. 

3. Dokumentasi 

Yang dimaksud dengan metode :dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni 

mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, agenda diln sebagainya. Dari pengertian di atas, dapat 

dipahami bahwa metode dokum¢ntasi dapat diartikan sebagai suatu cara 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kualitatif dengan cara 

mendapatkan dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu 
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berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan fokus atau masalah penelitian. 

Dokumen berasal dari bahasai latin yaitu docere, yang berati menga1ar. 

Gottschalk (1986: 38) menjelaskan bahwa dokumentasi seringkali digunakan oleh 
' 

para ahli dalam dua pengertian.Petitama, berarti sumber tertulis bagi informasi 

sejarah sebagai kebalikan daripada kesak.sian lisan, artefak, peninggalan-

peninggalan terlukis, dan petilas!m-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, 

diperuntukan bagi surat-surat resmi (:tan surat-surat negara seperti surat perjanjian, 

undang-undang, hibah, konsesi, dan:lairillya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan 

bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertianya yang lebih luas berupa setiap 

proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang 

berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. 

Dari pengertian di atas, ma~ dapat ditarik benang merah dokumentasi 

sebagai sumber data yang digunakin untuk melengkapi penelitian, baik berupa 

sumber tertulis, film, gambar (foto),idan karya-karya monumental, yang sernua itu 

menberikan infonnasi bagi proses: penelitian. Data dalam penelitian kualitatif 

kebanyakan diperoleh dari sumb~r manusia atau human resources, melalui 

observasi dan wawancara.Akan telapi ada pula sumber bukan manusia, non 

human resources, diantaranya dokutnen, foto dan bahan statistik.Studi dokumen 

yang dilakukan oleh para peneliti ~ualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai 

"narasumber" yang dapat menjawab: pertanyaan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2008; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan 

kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau 
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menggunakan studi dokumen ini dalarn metode penelitian kualitatifnya hat senada 
' ' 

' diungkapkan Bogdan (seperti diku1ip Sugiyono) bahwa "in most tradition of 

' 
qualitative research, the phrase per'sonal document is used broadly to refer any 

I 

first person narrative produce by a~ individual which describes his or her own 

actions, experience, and beliefs". 

Ada beberapa keuntungan dari penggunaan studi dokumen dalam penelitian 

kualitatif, seperti yang dikemukaka1i Nasution (2003; 85); a) bahan dokumenter 

itu tel ah ada, tel ah tersedia, dan ~iap pakai; b) penggunaan bahan ini tidak 

meminta biaya, hanya memerlukan Waktu untuk mempelajarinya~ c) ban yak: yang 

dapat ditimba pengetahuan dari ha)ran itu bila dianalisis dengan cennat, yang 

berguna bagi pcnelitian yang dijal!mkan; d) dapat memberikan latar belakang 

yang lebih luas mengenai pokok penelitian; e) dapat dijadikan bahan triangulasi 

untuk mengecek kesesuaian data~ dab f) merupakan bahan utama dalam penelitian 

historis. 

E. Metode Analisis Data 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian 1ni, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi, Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi 

diartikan sebagai teknik pcngumpulan data yang bersifat menggabungkan data 
' 

dari berbagai teknik pengumpulan data clan sumber data yang telah ada. Dalam 
' 

penelitian ini, peneliti menggunaka~ dua macam triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi Teknik Men~rut Sugiyono (2013: 330) triangulasi teknik 
' 

berarti peneliti menggunakan tekni~ pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumbcr datai yang sama. Peneliti menggunakan observasi 
' 
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partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk swnber data yang 

sama secara serempak. 

Triangulasi teknik dapat tlitempuh melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

F Obsen;asi Parsifatif : 

~'~ 
I Wa\vancara Mendal~ I 

'/ 
[.--" ~=k=wne=n:_==',;==='=f[JJ1l 

Somber 
Data 
Sama 

Gambar 3.1. Triangulasi teknik Sugiyono (2013: 331) 

2. Triangulasi Sumber 

Menurut Sugiyono (2013~ 330) triangulasi swnber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal 

ini dapat digambarkan sebagai beri~ut : 

\\/a\\"ancara 

Mendalam 

0 
0 
8 

Gambar 3.2 Triangu14si sumber Sugiyono (2013: 331) 
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Miles dan Huberman (2009: 16-19) mengemukakan bahwa terdapat 

langkah-langkah dalam analisis dafa adalah reduksi data, display data, dan 
! 

penarikan kesimpulan. Adapun pen~abardil dari masing-masing langkah adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Redltksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pad.a 

penyederhanaan, pengabstrakan, dafl. transformasi data 'ka...~r' yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. ~elama pengwnpulan data berlangsung terjadi 

tahapan reduksi sebelurnnya sepert~ 1nembuat ringkasan, mengkode, menelusur 

tema, membuat gugus-gugus, me~buat partisi, membuat partisi, dan menulis 

memo. Reduksi data atau proses ttansformasi data ini berlanjut terns sesudah 

penelitian di lapangan, sampai ladoran akhir lengkap tersusun. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk anali$is yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tida~ perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi 

(Miles dan Huberman, 2009: 16). 

Reduksi data sebagai bagian idari analisis dan merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggol~ngkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data den$,an cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik d~n diverifikasi.Dengan "reduksi data" peneliti 

tidak perlu mengartikannya se~agai kuantifikasi. Data kualitatif dapat 

disederhanakan dan transformasikajn dalam aneka macam cara, yakni: melalui 

seleksi yang ketat, mela\ui ringka~an atau uraian singkat, menggolongkan-nya 

dalam satu pola yang lebih luas, d1b Kadangkala dapat juga mengubah data ke 
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dalam angka-angka atau peringkat .. peringkat, tetapi tindakan 101 tidak selalu 

bijaksana. 

Proses analisis data mestinya 4imulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Setel~h dikaji, langkah berikutnya adalah membuat 
I 

' 
rangkuman untuk setap kontak ~tau pertemuan dengan informan. Dalam 

' 
merangkum data biasanya ada sat~ unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan 

' 

kegiatan tersebut. Kegiatan yang t~dak dapat dipisahkan ini discbut membuat 
' 

abstraksi, yaitu membuat ringkasajn yang inti, proses, clan persyaratan yang 

berasal &ri responden tetap dijagJ.Dari rangkuman yang dibuat ini kemudian 
I 

peneliti melakukan reduksi data yanp kegiatannya mencakup unsur-unsur spesifik 

termasuk (1) proses pemilihan da~ atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya 

dengan setiap kelompok data, (2) ~enyusun data dalam satuan-satuan sejenis. 

' 
Pengelompokkan data dalam satua1 yang sejenis ini juga dapat diekuivalenkan 

sebagai kegiatan kategorisasi/varia~le, (3) membuat koding data sesuai dengan 
I 

kisi-kisi kerja penelitian. 

Kegiatan lain yang masih tenhasuk dalam mereduksi data yaitu kegiatan 
! 

mernfokuskan, menyederhanakan 1an mentransfer dari data kasar ke catatan 

lapangan. Dal am penelitian kuaf itatif-naturalistik, ini merupakan kegiatan 

kontinyu dan oleh karena itu peneli1i perlu sering memeriksa dengan cennat basil 
' 

catatan yang diperoleh dari setiap tepadi kontak antara peneliti dengan informan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dibatasi sebagai !sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

' 
kemungkinan adanya penarikan ke~impulan dan pengambilan tindakan. Dengan 
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melihat penyajian-penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan ber~sarkan atas pemahaman yang didapat dari 
! 

penyajian-penyajian tersebut. Peny~ian data merupakan suatu cara yang utama 
; 
' 

bagi analisis kualitatifyang valid. P~nyajian dapat dilakukan dalam berbagaijenis 
I 
' 

seperti matriks, grafik, Jar1ngan, clan bagan. Semuanya dirancang guna 

menggabungkan informasi yang terf usun dalam suatu bentuk yang padu dengan 
I 

demikian seorang penganalisis d~pat tnelihat apa yang sedang terjadi clan 
' 

menentukan apak:ah menarik kesi~pulan yang benar ataukah terus melangkah 

' 
melakukan analisis yang menurut ,aran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai 

sesuatu yang mungkin berguna (Mil~s dan Huberman, 2009: 17-18). 

' 
Penyajian data adalah salah s~tu kegiatan dalam pembuatan laporan basil 

! 

' penelitian yang telah dilakukan s~suai dengan tujuan yang <liinginkan. Pada 
! 

dasamya ada banyak cara untuk mepyajikan data sehingga ia dapat dipahami dan 

digunakan secara tepat oleh pengolf data. Namun untuk menghasilkan gambaran 

' data yang komunikatif, dibutuhkan lpenyajian yang sesuai kebutuhan. Dalam hal 

: 
ini, penyajian data dalam bentuk ta~el bertujuan untuk memberikan informasi dan 

gambaran mengenai jumlah secar~ terperinci sehingga memudahkan pengolah 

data dalam rnenganalisis data. Sel~in dapat disajikan ke dalam bentuk tabel di 
' 
' atas, data-data angka juga dapat ~isajikan ke dalam bentuk grafik frekuensi. 

! 
Pernbuatan grafik frekuensi pada tlnerupakan kelanjutan dari pembuatan tabel 

! 

distribusi frekuensi karena pemb~tan grafik didasarkan pada tabel distribusi 
! 

frekuensi. Penyajian data angka ke dalam t,rrafik biasanya dipandang lebih 
I 
I 

rnenarik karcna data-data itu tersaji ~alam bentuk visual. Gambar b'Tafik frekuensi 
I 

yang banyak dipergunakan dalam jrnetode statistik adalah histogram, polygon, 
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kurve dan garis. Terakhir, adalah mepyajikan data hasil penelitian adalah dengan 

diagram lingkaran. Diagram lingkarab digunakan untuk membandingkan data dari 
' 

berbagai kelompok. Penelitian ini *1emilih penyajian dalam bentuk table dan 

grafik frekuensi saja. 

3. Meoarik kesimpulao dao verirlkasi 
' ' ; 

Kegiatan analisis selanjutnya ~lah menarik kesimpulan. Dari pennulaan 

pengumpulan data, seseorang peng+alisis kualitatif mulai mencari 'arti' benda

benda mencatat keteraturan, pola-vf la, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan lproposisi. Penelitian yang kompeten akan 
I 

menangani kesimpulan-kesimpulan 'tu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, 
' 
! 

tetapi kesimpulan sudah disediak:ad, mula-mula belum jelas, namun kemudian 
! 

meningkat menjadi lebih rinci 4an mengakar dengan kokoh (Miles dan 
' 

Huberman, 2009: 19). 

i 
Ketiga langk:ah interaktif dalam

1
1 analisis kualitatif tersebut dapat digambarkan 

' dalam bagan berikut (Miles dan Hu9erman, 2009:20): 

Pengurnpulan Data 

! 

Recjuksi Data 
I 

' I 

Penyaj ian Data 

Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 

Garn bar 3.3. Komponen-Kotponen Analisis Data: Model lnteraktif 
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BABIV 

HASIL Di\IN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM INST ANSI 

Dinas Kependudukan dan P~catatan Sipil Kabupaten Natuna merupakan 

salah satu Dinas yang terdapat pad~ Kabupaten Natuna, berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tenfu.ng Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, mengalami beberapa 

perubahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005, 

selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkunan 

Pemerintahan Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 

2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan selanjutnya lagi mengacu pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Natut'la Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Oinas Daerah di lingkunan Pemerintahan Kah. 

Natuna dan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipi~ Kabupaten Natuna mengacu pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016, tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah. 

Dinas Kependudukan dan Pehcatatan Sipil Kabupaten Natuna merupakan 

unsur pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh 

kepala dinas yang berkedudukan d.i bawah dan bertanggung jawab langsung 
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kepada Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas 

dekonsentrasi dan tugas membantu ·di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

berdasarkan asas otonomi dan tug~ yang diberikan langsung oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah Provinsi Kep~lauan Riau. 

Gambar 4.1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dalam hal ini mempunyai 2 (dua) sasaran 

yaitu: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan~ 

b. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan. 

l)alam hal ini perencanaan: strategis untuk memberi arah kebijakan dan 

strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, dan dokumen ini 
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berfungsi untuk menetapkan tujuan,sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi 

perumusan dan pelaksanaan program kegiatan. 

l. TUGAS POKOK DAN'FUNGSI 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2012 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan 

clan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kewewenangan dci:sentralisasi, tugas dekonstrasi dan tugas 

pembantuan di bida11g kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan 

lingkup tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna mempunyai fungsi : 

a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan 
evaluasi, keuangan, umUm dan kepegawaian; 

b. Penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis di bidang penda~ran kependudukan; 
d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis di bidang informasi kependudukan clan pencatatan sipil; 
e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis di bidang pendataan dan pencatatan sipil; 
f. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian 

d1 bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten; 
g. Pelaksanaan tugas lain ;di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

yang diserahkan oleh ilupati, 

2. STRUKTUR OPD 

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Natuna berdasarkan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 64 

l"ahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna 
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Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris Dinas; 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang 

dipimpin oleh seorang Kepa'la Bidang yang dalam melaksanakan tugas 

berada di bawah dan b<rtanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan 

program, kepegawaian, pengelo1aan administrasi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 

Adapun uraian tugas Sekretariat meliputi : 

a. Merencanakan kebijakan operasional di Sekretariat berdasarkan 
kebijakan umum Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan 
kerja; 

b. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan 
program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan 
kinerja dan keuangan~ 

c. Mengkoordinasikan pel)yiapan bahan perumusan kebijakan tentang 
program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatatn sarana dan 
prasarana aparatur serta pengembangan sistern perencanaan pelaporan 
kinerja clan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Membagi tugas dan m¢ngendal1kan seluruh kegiatan di Sekretariat 
agar sesuai dengan rencana yag ditetapkan; 
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e. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/ tertulis pimpinan kepada 
kepala bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokoknya agar 
dapat diselesaikan secani; proporsional dan professional; 

b. Mengkoordinasikan pen)liapan bahan dan materi penyusunan Rencana 
Strategis (RENSTRA) ()PD, Rencana Kerja (RENJA) OPD, KUA
PPAS,RKA-SKPD dan RKPD-OPD, laporan kinerja bulanan, 
semester dan tahunan serra LKPJ dan LPPD, berdasarkan bahan dan 
materi unit kerja terkait sesuai metodelogi dan ketentuan yang 
berlaku; 

c. Mengkoordi11asi dan menilai kelengkapan pengajuan SPP dan 
verifikasi SPP sesuai de~an ketentuan yang berlaku; 

d. Mengkoordinasikan peGgelolaan surat menyurat dan kearsipan, 
pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor, barang perlengkapan 
dan peralatan kantor ser1<1 pengadaan bahan pustaka; 

e. Mengkoordinasikan daf1. mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, 
perawatan, perbaikan Qan usulan penghapusan barang inventaris, 
penggunaan sarana dan l3silitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, 
pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta 
lingkungannya; 

f. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas 
dan penerimaan tamu; 

g. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas Kependudukan clan 
Pencatatan Sipil selaku atasan langsung melalui pengkajian yang 
analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan 
kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan; 

h. Menilai kinerja bawahah mekanisme penilaian yang berlaku untuk 
mengetahui pencapaian prestasi kerja; 

1. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sekretariat kepada Kepala 
Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil baik secara lisan maupun 
tertulis; 

J. Melaksanakan togas lain yang diberikan atasan langsurig berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pengkoordinasian perenC:anaan program lingkup Dinas Kependudukan 
dan Pcncatatan Sipil; 

b. Pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian lingkup 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil; 

c. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan lingkup Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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Sekretariat Dinas terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaart dan Keuangan~ 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Tiap-tiap Sub Bagian di~impin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawab dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan 

melaksanakan koordinasi, supervisi dan pengawasan di bidang pendaftaran 

penduduk Uraian tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f 

g 

h. 

Merencanakan kebijakan umum Kepala Dinas Kependuduk:an dan 
Pencatatan Sipil dan R~nstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil sebagai pedoman kerja~ 
Mengkoordinasikan peq.yiapan bahan perumusan kebijakan tentaog 
pelayanan pendaftaran Pi'Ilduduk; 
Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang 
Pendaftaran penduduk agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 
Mengkoordinasikan penfusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 
Seksi ldentitas Penduduk, Seksi Pindah Datang dan Seksi Pendataan 
Penduduk; 
Memberikan usul clan saran kepada kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil selaku atasan langsung melalui pengkajian yang 
analitis clan sistematis! sebagai bahan pertimbangan pembuatan 
kebijakan dan penyelesaian suatu pennasalahan; 
Menilai kinerja bawah~ melalui mekanisme penilaian yang berlaku 
untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; 
Melaporkan pelaksanaiin tugas kegiatan Bidang Pendaftaran 
Penduduk kepada Kepa1a Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan baik 
secara lisan maupun tertulis; 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 
dengan tugas pokok orgainisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk menyelenggarakan fungsi : 
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a. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan terhadap identitas 
penduduk, pindah dat~g penduduk dan pendataan penduduk di 
bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

b. Pengkoordinasian, supeivisi dan pengawasan ketenagaan di Bidang 
Pelayanan Pendaftaran Renduduk; 

c. Pengkoordinasi, supervlsi dan pengawasan sarana dan prasarana di 
Bidang Pelayanan Penru1ftaran Penduduk; 

d. Pelaksanaan tugas laiin yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan PemJatatan Sipil. 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : 

a. Seksi Jdentitas Penduduk; 

b. Seksi Pindah Datang; 

c. Seksi Pendataan Penduduk. 

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung 

kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 

Bidang Pclayanan Pencatatan Sipil 

a. Bidang Pelayanan Pen<(atatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi perencanaa-0 program, pengolahan dan penyiapan bahan 
dan perumusan kebijak<in teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 
teknis di bidang dan m¢ngkoordinasikan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan tentang penc~tan sipil; 

b. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil agar sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan; 

c. Mengkoordinasikan pen.yusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 
Seksi Kelahiran dan i{:ernatian dan Seksi Perkawinan, Perceraian, 
Pengangkatan, PengakuP.n clan Pengesahan Anak; 

d. Mernberikan usu! dan 1kelahiran, kematian, perkawinan, perceratan, 
pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak. 

Uraian tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi: 
a. Merencanakan kebijakan umum Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil clan R.enstrd Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil sebagai pedoman ~erja~ 

b. Memberikan saran ~epada Kepala Dinas kcpcndudukan dan 
Pencatatan Sipil selakU atasan langsung tnelalui pengkajian yang 
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analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan 
kebijakan dan penyelesai~n suatu permasalahan~ 

c. Menilai kinerja bawahari melalui mekanisme penilaian yang berlaku 
untuk mengetahui penca~aian prestasi kerja; 

d. Melaporkan pelaksanaa~ tugas kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan 
Sipil kepada Kepala Ditjas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik 
secara lisan maupun tert~lis; 

e. Melak.sanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 
dengan togas pokok orgajnisasi guna mcndukung kinerja organisasi. 

Dalam melaksanakan t~gas tcrsebut, Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian, supervisi dan pengawasan terhadap kelahiran, 
kematian, perkawinan, ' perceraian, pengangkatan, pengakuan, dan 
pengesahan anak; 

c. Pengkoordinasian, supefVisi dan pengawasan ketenagaan di Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipit; 

d. Pengkoordinasian, supet'.visi dan pengawasan sarana dan prasarana di 
Bidang Pelayanan Penc~tatan Sipil; 

e. Pelaksanaan tugas Jann yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Penciatatan SipiL 

Bidang Pelayanan Pencdtatan Sipil, terdiri dari : 
' 

a. Seksi Kelahiran; 

b. Seksi Perkawinan dan P~rceraian; 

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bera<jla di bawah dan bertanggungjawab langsung 

kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan SipiL 

Bidang Pengelolaan l~formasi Administrasi Kependudukan dao 

Pemanfaatan Data. 

Bidang Pengelolaan lnfonna!;i Administrasi Kependudukan dan 

Petnantaatan Data me1npunyai tugas melaksanakan koordinasi, supcrvisi 
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dan pengawasan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi 

pelaksanaan di bidang PePgembangan Sumber Daya Manusia dan 

Teknologi lnformasi dan Pe*golahan Data clan Pelaporan. Tugas Bida.ng 

Pengelolaan Informasi Admiqistrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 

meliputi : 

a. r..1erencanakan kebijak~n umum Kepala Dinas Kependudukan clan 
Pencatatan Sipil dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencalatan 
Sipil sebagai pedoman ~erja; 

b. Mengkoordinasikan pefiyiapan bahan perumusan kebijakan tentang 
pengembangan sumber tlaya manusia dan teknologi informasi; 

c. Membagi tugas dan hiengendalikan seluruh kegiatan di Bidang 
Pengelolaan lnfonnasi ¥\dministrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 
Data agar sesuai dengaii rencana yang ditetapkan; 

d. Mengkoordinasikan pe,Jiyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 
Seksi lnformasi Admii)istrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan 
Penyajian Data, dan Seksi Kerjasama dan lnovasi Pelayanan; 

e. Mernberikan usul dan ~aran kepada Kepala Dinas Kependudukan clan 
Pencatatan Sipil selalj:u atasan langsung melalui pengkajian dan 
analitis dan sistema9s sebagai bahan pertimbangan pembuatan 
kebijakan dan penyeles~ian suatu permasalahan; 

f. Menilai kinerja bawah~n melalui mekanisme penilaian yang berlaku 
untuk mengetahui pentjlpaian prestasi kerja; 

g. Melaporkan pelaksaIJ'ian tugas kegiatan Bidang Pengelolaan 
Informasi Administrasil Kependudukan dan Pemanfaatan Data kepada 
Kepala Dinas Kepend~dukan dan Pencatatan Sipil baik secara lisan 
maopon tertuls; · 

h. tv1elaksanakan togas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 
dengan tugas pokok or$:anisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

Dalam melaksanakan togas tersebot, Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependuduka~ dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan 

fongsi : 

a. Pengkoordinasian, ~upervisi dan pengawasan di bidang 
Pengembangan SumbCr Daya Manusia dan Teknologi Informasi, 
Kerja Sama dan Inov~i Pelayanan, serta Pcngolahan dan Penyajian 
Data; 

b. Pengkoordinasian, sugcrvisi dan pengawasan ketenagaan di bidang 
Pengembangan Sombbr Daya Manusia dan Teknologi Infonnasi, 
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Kerja Sama dan Inovas~ Pelayanan, serta Pengolahan dan Penyajian 
Data; 

c. Pengkoordinasi, supervi~i dan pengawasan sarana dan prasarana di 
bidang Pengembangan j Sumber Daya Manusia dan Teknologi 
Informasi, Kerjasama d~n Inovasi Pelayanan, serta Pengolahan clan 
Penyajian Data; : 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pentjatatan Sipil. 

Bidang Pengelolaan I~formasi Administrasi Kependudukan clan 

Pema11faatan Data, terdiri dari ; 

a. Seksi Sistem Informasi ~dministrasi Kependudukan; 

b. Seksi Pengolahan dan P¢nyajian Data; 

c. Seksi Kerja Sama dan I~ovasi. 

Tiap-tiap Seksi dipim~in oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bera~a di bawah clan bertanggungjawab langsung 

kepada Kepala Bidang Penge~olaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data. 

3. PERAN DAN ASPEK bTRATEGIS 

Dalam rangka menca~i tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang 
! 

pada prioritas pembangunan !tahun 2019, maka peran dan aspek strategis 
' 

yang akan dilaksanakan unt*k pencapaian sasaran urusan kependudukan 

dan pencatatan sipil sebagai btrikut : 

a. 

b. 

Memberikan pelayanani dalam pembuatan dokumen kependudukan 
dan pencatatan sipil u?tuk memberikan kemudahan dan pelayanan 
tepat waktu kepada masyarakat. 
Meningkatkan kapasita~ kelembagaan dcngan membentuk UPTD dan 
mengadakan pelayana~ pembuatan dokumen kependudukan dan 
pencatatan sipil di temPat I kecamatan untuk memudahkan jangkauan 
pelayanan bagi masyarakat. 
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c. 

d. 

e. 

f 

g. 

h. 

l. 

Meningkatkan pelaksanflan pelayanan keliling ke kecamatan dan desa
desa dalam penerbitan : dokumen kependudukan untuk memudahkan 
jangkauan pelayanan kEda masyarakat 
Meningkatkan kapasi sumberdaya aparatur dalam upaya 
meningkatkan profesi nalisme birokrasi dalam penyelengaraan 
pelayanan administrasi ependudukan kepada masyarakat. 
Melaksanakan pelayan.n pembuatan akta kelahiran anak usia 0-18 
tahun dan penerbitkan ~artu identitas anak (KIA). 
Menyediakan ruang pe~ayanan yang refrestentatif dalam menunjang 

' kenyamanan baik bagi J!>emberi pelayan publik kependudukan maupun 
bagi pemohon. ' 
Adanya ruang penyi~panan dokumen administrasi kependudukan 
yang layak clan tertata <fngan baik. 
Melakukan pemutahir"11 data validasi database kependudukan secara 
priodik clan berkesinampungan: 
Memberikan pelayanap informasi kependudukan dan sosialisasi 
dokumen kependudukain dengan menjalin kerjasama dengan intansi 
terkait pe]ayanan kepen~udukan dan pencatatan sipil. 

____ , ........ 
______ Il .. 0 

-~-

-~---------
-~ --

._._ ........ ._ .... 

~--

-~ ....... .-.u..i ---___ .__ __ , .. 

...-;--- ... --- ... --
-.:w.-. ...... 

----·-1 ~·--i _,....,. ~--

-___ .........,.. 
~-

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Disdukcapil Kab. Natuna 

B. BASIL PENELITIAN 

l'eknik yang digunakan dalam mcnentukan subjek atau informan dalam 

p\'.:r.elitian ini adalah nonpropabili*' sample penarikan sampcl ditentukan secara 

purposive sampling dengan dasar: pertimbangan bahwa informan yang dipilih 
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adalah individu atau kelornpok yaQg dianggap paharn dan rnengetahui tentang 

I 
kebijakan inovasi pelayanan publik ~ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

! 

' Kabupaten Natuna. I 

I 
Subjek penelitian sebanyak 1 orang yaitu kepala dinas kependudukan dan 

' 
' 

pencatatan sipil kabupaten natuna,I kepala bidang (l orang), kepala seksi (\ 
' I 

Orang) dan petugas pelayanan (I c:lrang), kernudian dari hasil wawancara yang 
I 

diperoleh dari subjek penelitian diltkukan cross check kepada 4 orang inforrnan 
! 

triangulasi. 

1. Pengetahuan Subjek i Peneliti Tentang Kebijakan lnovasi 

Pelayanan di Dinas I Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Natuna. 

Pemerintah Kabupaten ~a.tuna tentunya sangat mendukung inovasi 
' 

pelayanan di Dinas Kependudfkan clan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, 

bentuk dukungan tersebut diaPresiasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten 
I 

Natuna Nomor 6 Tahun 201P tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

I 
Nomor 2 Tahun 20121 tentang Penyelenggaraan Adrninistrasi 

Kependudukan. Hal tersebut ~uga merupakan buktinya nyata bahwasanya 
' 

Pernerintah Kabupaten Natunt berkornitrnen akan rneningkatkan pelayanan 

' administrasi kependudukan ! dengan cara rnempermudah birokrasi 
i 

adtninistasi tersebut dengan i berbasis teknologi. Komitrnen pemerintah 
I 

melalui peraturan daerah ter~ebut adalah Pemerintah Kabupaten Natuna 
i 

akan menjamin bahwa sisterh administrasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten i Natuna dapat berjalan dengan lancar dan 
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diawasi langsung dibawahi pengawasan Pemerintah Pusat melalui 

! 
Pemerintah Kabupaten Natu°1. 

Pada prinsipnya inovrsi pelayanan administrasi kependudukan 

Kabupaten Natuna yang tert~ang di dalam peraturan daerah hanya ingin 
' 
' meningkatkan mutu birokrasi rang semula bersifat manual menjadi berbasis 
i 
' 

teknologi informasi. Dari tjasil wawancara mendalam, semua subyek 

penelitian menyatakan bahw~ tujuan utama dibentuknya kebijak:an i11ovasi 
! 

pelayanan di Dinas Kependu~ukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 
i 

adalah untuk. mempennuda~ urusan birokrasi yang sebelumnya rumit, 
' 
' manual dan relatif lama, menjfdi lebih mudah, cepat dan berbasis teknologi, 

berikut hasil petikan wawanc~a dengan kelima subjek penelitian tersebut. 

Bapak Ilham Kauli, S.~os, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan 
i 
' 

Pencatatan Sipil Kabupaten Nftuna) menjelaskan bahwa, 

"Tujuan utama adanya rogram kebijakan tentang inovasi pelayanan 
publik di dinas ini Disdukcapil) adalah untuk mempennudah 
pengurusan administras · kependudukan, karena yang kita ketahui, 
birokasi tanpa teknol i akan membutuhkan waktu yang lama. 
Ke1nudian untuk me~ka (masyarakat) yang jauh dari pusat 
pemerintahan bisa dipe udah dengan adanya kebijakan seperti ini.". 
(Wawancara dilakukan da 29 Januari 2020 Pukul 10:40) 

! 

i 
Penyataan berikutnya ~isampaikan oleh Bapak Drs. Abdul Mazi 

! 

' (Kabid Pelayanan Pencatatan ~ipil) bahwa, 

"Maksud dan tujuann$' adalah untuk mempermudah pengurusan 
administrasi kependud an dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat". 

1 

(Wawancara dilakukan l)ada 29 Januari 2020 Pukul 14:10) 
i 
I 

Pern:yataan yang samaj~ga disampaikan oleh Bapak Sirojuddin, A.Md 

(Kcpala Seksi Sistem InfonnaJi Administrasi Kependudukan) bahwa, 
! 
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'Tujuan dibuatnya kebijtkan ini (inovasi pelayanan publik) adalah 
untuk memudahkan 1 masyarakat mengurus administrasi 
kependudukan, sebelum )adanya teknologi (masih bersifat manual) 
waktu yang mereka ~nakan untuk pengurusan administrasi 
kependudukan cukup 14a, karena keterbatasan sarana prasarana clan 
tenaga administrasi". 

1 

(Wawancara dilakukan pi\da 30 Januari 2020 Pukul 08:35) 
' 

Penyataan berikutnya 1isampaikan oleh Bapak Indra (Petugas 

' 
Pelayanan Administrasi Kepenf udukan) bahwa, 

"Dengan adanya kebij kan ini, masyarakat yang jauh Jebih 
dipermudah, karena de gan bantuan teknologi masa kini, jarak 
bukanlah menjadi ham atan dalam melakukan kegiatan, apalagi 
kabupaten khususnya i stansi kita ini sudah di dukung dengan 
teknologi dan ala! elektr ik yang cukup canggih". 
(Wawancara dilakukan da 29 Januari 2020 Pukul 11:30) 

Berdasarkan wawancara/ diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan 

kebijakan inovasi pelayanan ~ublik agar kebijakan yang telah ditetapkan 

' oleh pemerintah dareah I bisa diterapkan sehingga administrasi 

kependudukan dan pencatata~n sipil di kabupaten natuna bisa berjalan 
I 

dengan efektif dan efisien, ses~ai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

! 
Namun berdasarkan !wawancara 

! 
tersebut, jika dilihat dari 

permasalahan dilapangan, metang permasalahan pokok yang terjadi adalah 

keterbatasan waktu, jarak da alat seperti yang sudah di ungkapkan oleh 

kepala dinas kependudukan da~ pencatatan sipil: 
' 
' " karena yang kital ketahui, birokasi tanpa teknologi akan 

membutuhkan waktu I yang lama. Kemudian untuk mereka 
(masyarakat) yang jauidari pusat pemerintahan bisa dipermudah 
dengan adanya kebijaka seperti ini" 
(Wawancara dilakukan da 29 Januari 2020 Pukul 10:40) 
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2. Komunikasi 

Koordinasi merupakan rPekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan. Komunikasi sanga~ menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

dari implementasi suatu ke~ijakan. Pada umumnya komunikasi dapat 

! 
dilakukan secara lisan atau v1rbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah 

pihak. Oleh sebab itu, kom~kasi dalam penyampaian informasi kepada 

para pelaksana kebijakan tcntajng apa yang menjadi sasaran dan tujuan harus 

konsisten dan seragam (consi~tency and uniformity) dari berbagai sumber 

informasi. Jika tidak ada ktjelasan dan konsistensi serta keseragaman 

terhadap suatu sasaran tujuan ~ebijakan, maka yang terjadi menjadi sasaran 

dan tujuan kebijakan akan su~it untuk dicapai. Dengan kejelasan itu, maka 

para pelaksana kebijakan ~pat rnengetahui apa yang diharapkan dari 

kebijakan tersebut dan tahu apjl yang harus dilakukan. 

Dalam upaya pencapaia~ keberhasilan pelaksanaan inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan di Kabuapten Natuna yang dilaksanakan oleh 

Dinas Kependudukan dan Petcatatan Sipil Kabupaten Natuna, komunikasi 

menjadi salah satu aspek yan$ sangat penting dan perlu diperhatikan. Oleh 

i 
karena itu, komunikasi yang ~ilakukan bersama pihak-pihak terkait harus 

baik, jelas dan efektif Apa yatg menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 

ditransmisikan kepada kelomfok sasaran (target group), sehingga ha! ini 

dapat mengurangi distorsi i+plementasi atau pelaksanaan dalam upaya 

pencapaian tujuan. 

T erkait dengan 

kcpcndudukan, proses 

I 
I 
I 

' 
' 

pelatsanaan 

peny mpa1an 
I 

1novas1 pelayanan administrasi 

infonnasi terjadi antar pembuat 
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kebijakan (Pemerintah Kabu aten Natuna) dengan pelaksana program 

(Disdukcapil), clan pimpinan inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Natuna dengan elaksana inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan di lapangan. 

Gambar 4.3. Dokumentasi DiSdukcapil dalam pada kegiatan penyampaian 

pe\aksanaan Perda Kapupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 

Selain itu penyampa1, infonnasi juga harus dilakukan antara 

pelaksana program dengan target group, yang dalam hal ini terkait 

masyarakat yang menerima angsung inovasi pelayanan tersebut. Proses 

penyampaian informasi anta pembuat kebijakan dengan pelaksanaan 

menyangkut kcterkaitan antar keputusan yang telah dibuat dengan aturan 

mengenai pelaksanaannya, te asuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga 

pelaksana tidak 1nengalami k salahan dalam melaksanakan program yang 

bersangkutan. 

70 



Gambar 4.4.Dokumentasi Di~dukcapil dalam Kegiatan Launching Program 

KIA, Satu Jam Aja, ,an Jebol Rumah Kepada Masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham Kauli, S.Sos. MSi 

(Kepala Dinas Kependuduk'*1 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna) 

menjelaskan bahwa, 

"Untuk melaksanakan program inovasi pelayanan, saya sud.ah 
memberikan arahan d n penjelasan kepada seluruh bawahan dan 
petugas pelayanan agar mereka selalu berkoordinasi dan bekerjasama 
dalam memberikan layanan yang optimal, efektif dan efisien, 
sehingga target group ( asyarakat) merasa puas akan pelayanan yang 
diberikan oleh kanto ini. Kemudian untuk sosialisasi kepada 
masyarakat sudah mi Lakukan, namun belum mencakup 
keseluruhan, karena k terbatasan waktu, alat trans1xn1asi angkutan 
laut yang masih kurang memadai, kondisi cuaca yang sering berubah
ubah, clan kondisi ge grafts kabupaten natuna yang terdiri dari 
kepulauan dimana jara ibukota kabupatcn kc pulau-pulau agak sulit 
untuk dijangkau". . 
(Wawancara dilakukan rda 29 Januari 2020 Pukul 10:40) 
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Penyataan berikutnya d\sampaikan oleh Bapak Drs. Abdul Mazi 

(Kabid Pelayanan Pencatatan Sfpil) bahwa, 

"Kadis Dukcapil sud.ah memberikan arahan agar kami mendukung 
program inovasi pelay an tersebut dan saya sudah menyampaikan 
arahan kepada bawaha atau petugas untuk dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya, kalau un uk sosialisasi kepada masyarakat sudah kami 
lakukan, dengan cara me akukan pelayanan jemput bola melalui turun 
ke lapangan ke setia kecamatan atau desa-desa yang mudah 
dijangkau". 
(Wawancara dilakukan wda 29 Januari 2020 Pukul 14:10) 

Pemyataan yang sama I juga disampaikan oleh Sirojuddin, A.Md 

(Kepala Seksi Sistem lnforma~i Administrasi Kependudukan) bahwa, 

"Komunikasi secara v rtikal sudah kami lakukan di instansi ini, 
tentunya kami semua b rharap bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan 
tersebut dapat dilaksana an secara optimal oleh seluruh pimpinan dan 
pegawai di lingkungan inas kependudukan dan pencatatan sipil ini, 
untuk melakukan sosial sasi kepada masyarakat tidak mudah, karena 
kita tahu bahwa daerah kita ini agak sulit dijangkau karena kondisi 
geografis yang terdiri d · pulau-pulau dan alat transportasi angkutan 
laut yang masih kurang emadai". 
(Wawancara dilakukan da 30 Januari 2020 Pukul 08:35) 

Penyataan berikutnya I disampaikan oleh Bapak Indra (Petugas 

Pelayanan Administrasi Kepe~dudukan) bahwa, 

"Kami selaku staf s ah menerirna arahan dan penjelasan secara 
langsung dari pimpina kami tentang bagaimana maksud dan tujuan 
serta tata cara dari ino asi pelayanan publik yang akan kami berikan 
kepada masyarakat, se kami juga sudah diberikan bimbingan dan 
pelatihan untuk rneng unakan sistem aplikasi yang terkait dengan 
administrasi kependud an, sosialisa.<:>i kepada masyarakat setahu saya 
sudah dilaksanakan ole pimpinan di instansi ini". 
(Wawancara dilakukan da 29 Januari 2020 Pukul 11 :30) 

Kernudian peneliti 1nel.kukan cross check langsung kepada informan 

triangulasi, mercka adalahl target b'Toup (1nasyarakat) yang sedang 

mcngunjungi kantor ini, de~gan tujuan untuk melakukan penggalian atau 

va\idasi yang telah disa1np~kan oleh subjek pencliti secara lebih dalam 
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terkait komunikasi (sosialis~i) yang dilakukan ke masyarakat oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatata* Sipil Kabupaten Natuna, 

Bapak Bidin (37 Tahunj, mengatakan bahwa, 

"Setahu saya, sampai 
Dinas Kependudukan 
(Wawancara dilakukan 

.ri ini belum ada sosialisasi langsung dari 
.n Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna". 

31 Januari 2020 Pukul 09:57) 

Lain halnya dengan ba1 Herlan ( 49 Tabun) mengatakan babwa, 

"sutlah pak, kemarin tya mendapatkan informasi dari siaran RRI 
Ranai yang menjelask program-program inovasi pelayanan kantor 
ini dalam pengurusan a rninistrasinya". 
(Wawancara dilakukan da 30 Januari 2020 Pukul 12:35) 

Pemyataan senada jug~ disampaikan oleh !bu Darmawati (44 Tabun) 

mengatakan bahwa, 

"sudah pak, kemarin~· aksanakan di kantor desa tapi kebetulan saya 
tidak bisa pergi saya ya mendapat informasi dari teman". 
(Wawancara dilakukan da 30 Januari 2020 Pukul 13:05) 

Setelah dilakukan validasi dari informan triangulasi mengenat 

komunikasi atau sosialisasi y~ng dilakukan oleh instansi mengenai program 

tnovasi pelayanan adrninistfasi kependudukan, sebagian dari infonnan 

triangulasi rnengatakan bahvfa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Natuna sudah ttjelakukan sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat, namun ada jug~ yang belum memperoleh infonnasi tersebut. 

Hal tersebut senada dengan Yang disampaikan oleh subjek penelitian yang 

mengatakan bahwa sosialisasli sudah dilaksanakan di beberapa desa, namun 

belum mencakup semua, karfna jarak lokasi jangkauan yang jauh dan alat 

transportasi yang masih belurh memadai. 
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3. Sumber Daya 

Syarat berjalannya suat~ organisasi baik itu swasta ataupun negeri 

adalah kepemilikan terhadap lsumber daya (resources). Untuk itu dalam 

pelaksanaan kebijakan perlu ldukungan sumber daya baik sumber daya 

manusia maupun sumber dat lainnya, supaya apa yang menjadi tujuan 

kcbijakan dapat diwujudkan lctan direalisasikan secara baik, efektif dan 

efisien. Tanpa adanya sumbe~ daya maka tujuan dari kebijakan akan sulit 

untuk dicapai dan direalisas~kan. Dalam suatu kebijakan mungkin saja 

tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukannya hanya faktor 

tersebut yang mempengaruhi I dalam pelaksanaan suatu kebijakan, namun 

keberhasilan pelaksanaan kebijakanjuga sangat tergantung dari kernampuan 

sumber daya yang dimiliki. 

Kegagalan yang sering! terjadi dalam pelaksanaan kebijakan salah 

satunya disebabkan oleh kur~ngnya staf atau pegawai yang tidak cukup 

memadai, mencukupi ataupuµ tidak kompeten dalarn bidangnya. Dalam 

pelaksanaan kebijakan inovft.si pelayanan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten N~tuna 1nemerlukan sumber daya manusia yang 

memadai dan kompeten yang ~aik dalam bidangnya. Apabila para pelaksana 

tidak memadai, maka dalaml menjalankan program tersebut tidak dapat 

berjalan secara optimal. 

Rerdasarkan hasil wawahcara dengan Bapak Ilham Kauli, S.Sos, M.Si 

(Kepala Dinas Kependudukap dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna) 

menjelaskan bawah, 
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<'Saat ini sumber daya m usia yang dimiliki oleh Disdukcapil saat ini 
masih sangat kurang, aik dari segi jumlah maupun dari segi 
kompetensinya, efek · rendahnya sumberdaya kami ini tentwtya 
berdampak negatif ter adap pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat karena kam harus berbagi tugas, ad.a yang turun ke 
lapangan, ada yang h s tetap di kantor. Tetapi kami akan terus 
berusaha untuk maksi al dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat". 
(Wawancara dilakukan 'a 29 Januari 2020 Pukul 10:40) 

Penyataan berikutnya Bapak Drs. Abdul Mazi 

(Kabid Pelayanan Pencatatan 

«Untuk sumber daya ~nusia yang dimiliki oleh Disdukcapil untuk 
ini masih kurang mema ai baik dari segi jumlah maupun dari segi 
kompetensinya, sehingg perlu ditambah sumber daya manusianya 
agar kami maksimal dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat". 
(Wawancara dilakukan i1ada 29 Januari 2020 Pukul 14:10) 

Pemyataan yang sama jilga disampaikan oleh Bapak Sirojuddin, A.Md 

(Kepala Seksi Sistem Inform<lsi Administrasi Kependudukan) menyatakan 

bahwa, 

"SDM di kantor ini sangat kurang memadai karena dalam 
memberikan pelayanan rima, terkadang kami juga harus bisa turun 
ke lapangan untuk embantu · staf atau petugas kami dalam 
rnemberikan pelayanan epada masyarakat ". 
(Wawancara dilakukan da 30 Januari 2020 Pukul 08:35) 

Penyataan berikutnya I disampaikan oleh Bapak Indra (Petugas 

Pelayanan Administrasi Kepe~dudukan) bahwa, 

«Tenaga administrasi s ngat perlu ditambah karena seringkali saya 
harus merangkap se ua pekerjaan ketika rekan saya harus 
melaksanakan tugas dil pangan, clan juga saya kadang harus lembur 
agar pelayanan untuk 1nasyarakat bisa berjalan dengan baik dan 
efisien. Dikantor ini sa gat kurang tenaga Informasi Teknologi (IT) 
atau tenaga yang mem liki keuhlian dibidang komputer karena jika 
terjadi pennasalahan ya g berhubungan dengan teknologi, kami harus 
menghubungi pihak etiga untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut, dan itu memb tuhkan waktu yang relatif lama, dan itu juga 
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menjadi permasalahan 
kepada masyarakat. " 
(Wawancara dilakukan 

a dalam memberikan pelayanan pnma 

29 Januari 2020 Pukul 11 :30) 

Berdasarkan hasil wawci.ncara dengan beberapa narasumber dapat 

disimpulkan bahwa permasal~han sumber daya manusia sangat perlu 

menjadi perhatian Pemerintahl Kabupaten Natuna clan pimpinan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatat1 Sipil Kabupaten Natuna karena jika tidak 

segera diselesaikan permasalaijan tersebut akan berdampak buruk terhadap 

kinerja instansi dalam rnemberlkan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Untuk melakukan penggalian atau validasi yang telah disampaikan 

oleh subjek peneliti secara l~bih dalam terkait sumber daya di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatljn Sipil Kabupaten Natuna, maka peneliti 

rnelakukan wawancara roendcllam kepada masyarakat yang mengunjungi 

kantor tersebut. 

Bapak Bidin (37 Tahun)lmengatakan bahwa, 

"kalau saya perhatikan umlah pegawai di kantor ini masih sedikit, 
beberapa hari kemarin p da saat saya melakukan pengurusan KK dan 
KTP, beberapa kali da harus antri agak lama, karena pegawainya 
harus melayani banyak ngunjung, saran saya ditambah lagi lah". 
(Wawancara dilakukan da 31 Januari 2020 Pukul 09:57) 

Ila! senada juga di u~gkapkan oleh bapak Herlan ( 49 Tahun) 

rnengatakan bahwa, 

"masih sangat kurang !k, ini saja saya sudah datang untuk kedua 
kalinya, karena kemar n antriannya agak lama pak, kalau bisa 
ditambah lagi orangnya jadi setiap meja dipegang 2 (dua) orang 
petugas". 
(Wawancara dilakukan p!ida 30 Januari 2020 Pukul 12:35) 
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Hal senada juga di unfkapkan oleh !bu Darmawati ( 44 Tahun) 

mengatakan bahwa, i 

«masih kurang pak, say=s bolak balik, ambit antrian <lulu, sekitar 
2 jam lagi saya harus d tang lagi, karena pegawainya sedikit, kalau 
pegawainya banyak, m gkin tidak perlu antri kali ya .. saran saya sih 
ditambah lagi lab". 
(Wawancara dilakukan p{ida 30 Januari 2020 Pukul 13:05) 

I 
Selanjutnya di ungkapk~n oleh adik Tiara Pitrikansari (19 Tahun) 

mengatakan bahwa, 

"gak tahu juga sih pak: a, karena saya barn sekarang masuk kantor 
ini, tapi jika dilihat dari antrian yang ada sepertinya memang minim, 
karena saya menunggu sudah 2 jam sedangkan saya lihat didepan 
yang melayani hanya 2 orang saja, saran saya ditambah lab, biar 
pelayanan semakin cepa '. 
(Wawancara dilakukan da 31 Januari 2020 Pukul !5:21) 

Berdasarkan hasil wawarcara mendalam dengan informan triangulasi, 

yang mereka sampaikan sesuar dengan yang di sampaikan subjek penelitian 

sebelumnya, yang menyataka~ bahwa sumber daya manusia di kantor ini 

sangat minim, baik dari segi j~mlah maupun dari segi kompetensi. 

4. Sikap 

Salah satu faktor rnerhpengaruhi kinerja implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jik~ implementor setuju dengan bagian-bagian isi 

dari kebijakan maka mereka ~kan melaksanakan dengan senang hati tetapi 

jika pandangan mereka berbfda dengan pembuat kebijakan maka proses 

implc1ncntasi akan mengalaml banyak masalah dalam disposisi. 

Disposisi adalah aspek !yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan 

komitmen para pelaksana tertjadap program, dimana pelaksanaan kebijakan 
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I 
kadang kala bermasalah apa~ila yang terkait didalamnya tidak dapat 

I 
menjalankan kebijakan denganl baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi 

yang baik, maka dia akan m,laksanakan kebijakan tersebut dengan baik 

seperti yang diingink.an oleh Wmbuat kebijakan, sedangkan jika pelaksana 
I 

memiliki sikap yang berbe~ dengan pembuat kebijakan maka proses 

pelaksanaai.1 suatu program juga tidak akan berjalan efektif. Menurut 

pandangan Van Metter da11 Va~ Hom mengatakan bahwa sikap penerimaan 

atau penolakan dari agen flaksana kebijakan sangat mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan itjiplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat 

mungkin terjadi karena ketjijakan yang dilaksanakan bukanlah basil 

formulasi warga setempat yang mengenal betul pennasalahan clan persoalan 

yang mereka rasakan. Tetapi ~ebijakan publik yang bersifat top-down yang 

sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak 

mampu menyentuh kebutuha~, keinginan atau permasalahan yang harus 

diselesaikan. ! 

Sikap mereka itu di+ngaruhi oleh pandangan terhadap suatu 

kebijakan dan cara melihat f ngaruh kebijakan itu terhadap kepentingan

kepentingan organisasi clan ktpentingan-kepentingan pribadinya. Terhadap 

tiga rnacam elemen responµen yang mempengaruhi kemampuan dan 

kemauan implementor untukl melaksanakan suatu kebijakan, antara lain 

terdiri dari pertama pengetah*an (cogniti<Jn), pernaharnan clan pendalaman 

(coniprehension and under.ttanding) terhadap kebijakan, kedua arah 

respondcn mereka mcnerirnaJ netral atau menolak (acceptance, neutrality 

and rejccti<Jn) clan ketiga inte*sitas terhadap kebljakan. Pernahaman tentang 
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maksud umum dari suatu stan+ clan tujuan kebijakan adalah penting, sebab 

i 
sebagaimana juga implemen,i kebijakan yang berhasil bisa gagal ketika 

para pelaksana tidak sepenu,ya menyadari terhadap standar clan tujuan 

kebijakan. Arah disposisi M,ra pelaksana terhadap standar clan tujuan 

kebijakan juga merupakan ~I yang .. crucial". Pad.a akhimya, intensitas 

disposisi para pelak._<;ana dapat piempengaruhi pelaksana kebijakan. 

Berdasarkan basil wawalicara dengan Bapak Ilham Kauli, S.Sos, M.Si 

(Kepala Dinas Kependuduka~ dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna) 

menjelaskRn bahwa, 

«Saya selaku pimpinan di Disdukcapil tentunya sangat mendorong 
dan mendukung progra kebijakan inovasi pelayanan publik, dan 
tentu saya juga sud.ah enyampaikan hal serupa kepada staf clan 
semua petugas dilingk ngan Disdukcapil untuk ikut serta dalam 
mendukung clan menj lankan serta mensukseskan semua }'3Ilg 
tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, dengan cara 
memberikan pelayana yang terbaik untuk masyarakat, agar 
masyarakat merasa puas terhadap kinerja instansi ini." 
(Wawancara dilakukan da 29 Januari 2020 Pukul 10:40) 

! 

Penyataan berikutnya f isampaikan oleh Bapak Drs. Abdul Mazi 

(Kabid Pelayanan Pencatatan f ipil) bahwa, 

"Saya sebagai salah s u pimpinan di Disdukcapil tentunya selalu 
melak:ukan koordinasi an konsultasi kepada teman-teman sejawat 
!iotas Kepala Bidang, epala Seksi maupun petugas administrasi 
terhadap setiap pennas ahan yang dihadapi dan pemecahannya agar 
masyarakat terlayani de gan baik". 
(Wawancara dilakukan ada 29 Januari 2020 Pukul 14:10) 

Pemyataan yang sama jqga disampaikan oleh Bapak Sirojuddin, A.Md 

(Kepala Seksi Sistem Inform~si Adrninistrasi Kependudukan) menyatakan 

bahwa, 
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"Saya selalu menyamplkan kepada teman-teman rekan kerja serta 
petugas pelayanan yan berhadapan langsung dengan masyarakat 
untuk bersikap profesi nal dalam memberikan pelayanan kepada 
1nasyarakat ". 
(Wawancara dilakukan p)tda 30 Januari 2020 Pukul 08:35) 

Penyataan berikutnya Bapak Indra (Petugas 

Pelayanan Administrasi Kepe1*Judukan) babwa, 

"Saya selaku petugas y g berhadapan langsung dengan masyarakat 
akan berusaha melaksan tugas dan memberikan pelayanan terbaik 
untuk masyarakat tentu ya dengan penuh rasa tangung jawab yang 
tinggi. Dan saya me dukung penuh aturan yang dibuat oleh 
pemerintah daerah ses i dengan tupoksi saya sebagai petugas 
pelayanan administrasi pendudukan". 
(Wawancara dilakukan da 29 Januari 2020 Pukul 11 :30) 

Pemyataan dari subjek I penelitian kemudian dilakukan crooscheck 

dengan cara memvalidasi ke (>engunjung langsung yang sedang berada di 

kantor tersebut. Berikut llasil wawancara mendalam terkait sikap 

implementor pelayanan publi~ di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Natuna. 

Bapak Bidin (37 Tahun)lmengatakan bahwa, 

"saya sangat senang den an pelayanan di kantor ini, walaupun kadang 
harus rela mengantri ag k lama, dan mereka juga terkadang mungkin 
lelah melayani masyara at dalam jumlah banyak, namun mereka tetap 
sabar menerima dan mel yani kami." 
(Wawancara dilakukan da 31 Januari 2020 Pukul 09:57) 

Hal senada juga diu~gkapkan oleh bapak Herlan (49 Tahun) 

rnengatakan bahwa, 

'jujur saya puas deng4n pelayanan mereka, scmua petugas disini 
ramah, baik, dan sopan" 
(Wawancara dilakukan Jlada 30 Januari 2020 Pukul 12:35) 
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' 
Hal senada juga di u1gkapkan oleh !bu Darmawati (44 Tahun) 

I 
mengatakan bahwa, I 

"petugas disini baik-b ik, mereka sopan dalam menerima dan 
melayani kami, tutur ta mereka halus, saya tahu mereka lelah, 
namun kesungguhan pet gas dalarn bekerja tetap merekajaga". 
(Wawancara dilakukan da 30 Januari 2020 Pukul 13:05) 

Selanjutnya di ungkap~an oleh adik Tiara Pitrikansari (19 Tahun) 

I 
mengatakan bahwa, 

"sejauh ini saya melihf sikap dari pegawainya sudah cukup baik 
mereka ramah-ramah, _ urah senyum, kami merasa bahwa kami 
sangat dihargai dikantor ini, clan kami dilayani sepenuh hati". 
(Wawancara dilakukan da 31 Januari 2020 Pukul 15:21) 

Setelah dilakukan cros$ check ke para pengunjung kantor dinas 

kependudukan dan pencatataP sipil, semua informan mengatakan bahwa 

pelayanan di kantor ini sudah baik. 

5. Struktur Birokrasi 

Dalam pengimplementasian kebijakan, karakteristik dari para 

pelaksana kebijakan harus te¥as dan membina pada aturan serta taat pada 

sanksi yang berlaku. Yang ~maksud karakteristik agen pelaksana adalah 

mencakup struktur birokrasi, I norma-norma dan pola-pola hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi, ya semuanya itu akan mempengaruhi suatu 

program. Sebagaimana yang I telah dijelaskan sebelurnnya bahwa struktur 

birokrasi adalah suatu prosed~r atau pola yang 1nengatur jalannya pekerjaan 

didalam pelaksanaan suatu I program atau kebijakan. Adapun struktur 

birokrasi yang dirnaksud 1alah adanya prosedur yang mengatur tata aliran 
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pekerjaan dan pelaksanaan sttu program atau kebijakan. Pusat perhatian 

pada agen pelaksana meliput~ organisasi formal dan organisasi infonnal 

yang akan terlibat dalam pengf plementasian kebijakan. 

Hal ini penting karet kinerja implementasi kebijakan akan sangat 

dipengaruhi oleh ciri-ciri y¥ng tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya, sebab beberap{i kaitan dituntut pelaksana kebijakan yang 

tepat dan disiplin. Pada ko~teks lain diperlukan agen pelaksana yang 

demokratis dan persuasif Se)ain it~ cakupan atau luas wilayah menjadi 

pertimbangan penting dalam njienentukan agen pelaksana kebijakan. 

Dala1n melaksanakan sluatu kebijakan, dibutuhkan adanya standar 

pelayanan yang harus ditaati ~leh implementor yaitu S'tandard Operational 

Procedure (SOP). Dalam mel$.ksanakan kebijakan inovasi pelayanan publik 

di Dinas Kependudukan datj Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sudah 

sangat jelas harus dipatuhi loleh implementor. Pentingnya SOP dalam 

sebuah instansi harus dipat~hi oleh implementor, yang dalam hal 1ni 

Disdukcapil sudah melaksa$kan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan aturan yang telah ditd;tapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Ilham Kauli, S.Sos,I M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten N~tuna) mengatakan bahwa, 

"Tentunya kami selak implementor kebijakan inovasi pelayanan 
publik, kami dalam m laksanakan seluruh pekerjaan dan tanggung 
jawab kami mengacu p da Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, 
kemudian karni juga emiliki SOP yang menjadi acuan standar 
pelayanan yang kam · berikan kepada masyarakat, dan saya 
menekankan ketnbali epada seluruh petugas untuk mcmberikan 
pelayanan terbaik buat syarakat". 
(Wawancara dilakukan ada 29 Januari 2020 Pukul 10:40) 
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Pemyataan berikutnya 1sampaikan oleh Bapak Ors. Abdul Mazi 

' 
(Kabid Pelayanan Pencatatan Sjpil) bahwa, 

"Menurut saya pen an administrasi kependudukan di Dinas 
Kependudukan dan Pen atatan Sipil Kabupaten Natuna ini sud.ah 
cukup baik karena k i dalam melaksanakan pekerjaan dan 
tanggungjawab kami b edoman pada peraturan perundangan di 
tingkat pusat maupun di tingkat daerah yaitu Perda Nomor 6 Tahun 
2019 dan SOP yang me dadi acuan standar pelayanan kami kepada 
rnasyarakat". 
(Wawancara dilakukan P'lda 29 Januari 2020 Pukul 14:10) 

Pemyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sirojuddin, A.Md 

(Kepala Seksi Sistem Informa~i Administrasi Kependudukan) menyatakan 

bahwa, 

"Dalam melaksanakan ~ugas dan tanggung jawab, kami sudah 
diberikan arahan dan s sialiasasi dari bapak kepala dinas dimana 
beliau menekankan kepa kami untuk memberikan pelayanan prima 
dengan mengacu pada erda Nomor 6 Tahun 2019 dan SOP yang 
telah ditetapkan.". 
(Wawancara dilakukan wda 30 Januari 2020 Pukul 08:35) 

Pernyataan berikutnya ldisampaikan oleh Bapak Indra (Petugas 

Pelayanan Administrasi Kepen~udukan) bahwa, 

'"'"Tentunya kami bekerj 
dan sesuai dengan SOP 
(Wawancara dilakukan 

sesuai dengan arahan dari pimpinan kami, 
g ada." 

.da 29 Januari 2020 Pukul 11 :30) 

Untuk memvalidasi yang disampaikan oleh subjek penelitian, rnaka 

pencliti rnclakukan wawancara mendala1n kepada infonnan triangulasi, 

berikut hasil wawancaranya. 
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' 

Bapak Bidin (37 Tahun) ~engatakan bahwa, 
I 

"menurut saya kepengurJsan di kantor ini tidak sulit, cuma agak lama 
saja pak, ya mungkin sPperti yang tadi saya bilang masih kurang 
petugasnya". 
(Wawancara dilakukan r*da 31 Januari 2020 Pukul 09:57) 

I 

Informasi senada juga 4isampaikan oleh Bapak Herlan ( 49 Tahun) 

mengatakan bahwa, 

"menurut saya mudah 
inovasi pelayanannya y; 
adrninistrasi kependudu 
(Wawancara dilakukan 

pak, apalagi dipermudah dengan program 
.g memudahkan kita melakukan pengurusan 
n jarak jauh". 
la 30 Januari 2020 Pukul 12:35) 

Lain halnya dengan y~mg disampaikan oleh !bu Darmawati (44 

Tahun) mengatakan bahwa, 

"lumayan rumit pak, btnyak berkas persyaratan administrasi yang 
mesti saya lengk:api, bel m lagi saya harus ke desa dan ke kecamatan 
terlebih dahulu". 
(Wawancara dilakukan ilacta 30 Januari 2020 Pukul 13:05) 

Selanjutnya Adik Tiara fitrikansari (19 Tahun) mengatakan bahwa, 

"kalau untuk penguruffi administrasi kependudukan kemarin orang 
tua saya yang mengu snya pak, tapi saya melakukan legalisir 
dokumen kependuduka tidak sulit pak". 
(Wawancara dilakukan ada 31 Januari 2020 Pukul 15:21) 
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C. PEMBAHASAN 

i 
Secara garis besar implententasi kebijakan inovasi pelayanan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kependudf kan dan Pencatatan Sip ii Kabupaten Natuna 

sudah berjalan dengan baik, namunlmemang tidak sepenuhnya sempuma karena 

masih ada pennasalahan dan hamba(an dilapangan dalam pelaksanakan kebijakan 

terscbut. Beberapa permasalahan s~ah dipaparkan oleh subjek penelitian antara 

lain: 

1. Komunikasi 

Menurut Agustino (20Q6:157); "komunikasi merupakan salah satu 

variabel penting yang meulpengaruhi implementasi kebijakan publik, 

komunikasi sangat menent4kan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publi~". lmplementasi yang efektif akan terlaksana, 

jika para pembuat keputusan µiengetahui mengenai apa yang akan mereka 

kerjakan. Informasi yang dikftahui para pengambil keputusan hanya bisa 

didapat melalui komunikasi ypng baik. Terdapat tiga indikator yang dapat 

digunakan dalam mengukur M.eberhasilan variabel komunikasi. Edward III 

dalam Agustino (2006: 157-15$) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: 

);;> Transmisi. Penyatutan komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implemcn/tasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah 

dalam penyaluran komuryikasi yaitu adanya salah pcngcrtian 

(miskotnunikasi) yang diseba~kan banyaknya tingkatan birokrasi yang hams 

dilalui dalam proses komuni1asi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi 

di tengah jalan. I 

I 
! ~ 



' )- Kejelasan. Komunikfsi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

(street-level-bureaucrats) hanJs jelas dan tidak membingungkan atau tidak 

ambigu/mendua. 

);>. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi harus konsisten dlin jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika 

perintah yang diberikan serifig berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana c1i lapangan. 

Komunikasi sangat p~rlu dilakukan agar para pelaku kebijakan 

pelayanan publik memaha: apa yang menjadi is1, tujuan, serta arah 

organisasi dapat dengan jelas ~ipahami semua anggota organisasi. Selain itu 

komunikasi yang baik sangat perdampak kepada lingkungan kerja yang baik 

pula, sehingga organisasi ter~ebut dapat berjalan efektif dan efisien sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Komunikasi di tubuh ltnstansi baik secara vertikal dan horizontal 

sudah dilakukan dan babkan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang 

tertuang pada Peraturan Dae~ah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019, 

namun permasalahan muncu) ketika hams melakukan komunikasi keluar 

atau sosialisasi yang dilakuk~n oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Natuna keWda masyarakat, jarak menjadi perrnasalahan 

utama untuk melakukan sosiallisasi langsung kepada target group, kemudian 

keterbatasan waktu untuk mehempuh daerah-daerah terpencil di Kabupaten 

Natuna juga menjadi hambatj.n lainnya, ditambah lagi alat transportasi laut 

yang masih kurang mema~ai, kondisi cuaca yang terkadang kurang 

mendukung, serta jaringan irternet yang belum mencapai daerah-daerah 
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terpencil tersebut, hal itu I yang membuat Dinas Kependudukan dan 
' 

Pencatatan Sipil Kabupaten ~atuna harus turun langsung ke lapangan untuk 

memastikan bahwa infonnasiiinforrnasi terkait kepengurusan kependudukan 

I 
dapat langsung sampai kepad~ masyarakat daerah terpencil tersebut. Seperti 

yang kita ketahui bahwa upaten Natuna adalah kabupaten yang 

berbentuk kepulauan, Dinas I Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah 

melaksanakan sosialisasi dar1lpelayanan administrasi kependudukan kepada 

target grup. Ada 3 (tiga) rah yang menjadi target paling jauh yang 

dicapai Dinas Kependudukanldan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna antara 

lain: 

Desa Pulau Panjang J{ecamatan Subi. Waktu yang ditempuh untuk 

mencapai Desa Pulau Panjatjg dari ibukota kabupaten yaitu Ranai adalah 

sekitar I 0 jam perjalan Kondisi Desa Pulau Panjang agak 

memprihatinkan atau terisoli~ karena Desa tersebut terletak disebuah pulau 

yang jauh dari ibukota Kecartjatan dan ibukota Kabupaten dan Desa tersebut 

tennasuk pulau terluar dari "tjJegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Ditambah lagi kondisi Desai Pulau Panjang yang masih belum memiliki 

akses internet dan hanya m~miliki jaringan seluler dengan mendapatkan 

sinyal Telkomsel saja, dan ~u yang membuat Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupatetj Natuna perlu melakukan sosialisasi dan 

pelayanan administrasi kepe~dudukan dengan datang langsung ke lokasi. 

Karena jarak yang sangat ja~h dari pusat pemerintahan, masyarakat Desa 

Pulau Panjang untuk mengurus administrasi kependudukan biasanya 

menitipkan pengurusannya fielalui aparat Desa setempat dengan cara 
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menyeberang lautan terlebih 4ulu ke ibukota Kecamatan Subi setelah itu 

petugas Desa baru ke ibuk~ta Kabupaten dengan mendatangi Dinas 
! 

Kependudukan dan PencatatanlSipil Kabupaten Natuna. 

I Desa Seluan Barat K~amatan Bunguran Utara. Waktu yang 

ditempuh untuk mencapai Des~ Seluan Baral dari ibukota Kabupalen yailu 

' 
Ranai adalah sekitar 5 jam peijalanan. Untuk me11capai Desa Seluan Barat 

dari ibukota Kecamatan Bunkuran Utara memerlukan waktu perjalanan 

sekitar 3 jam dengan mengunajkan kapal motor dengan ukuran kecil/sedang 

atau di Natima disebut dengap kapal pompong. Desa Seluan Baral tidak 

memiliki akses internet sama talnya dengan warga di Desa Pulau Panjang 

untuk mengurus administrasi ~ependudukan biasanya diurus oleh salah satu 

aparat Desa setempat denga1 cara menyeberang lautan terlebih <lulu ke 

ibukota Kecamatan Bungura* Utara setelah itu petugas Desa barn ke 

ibukota Kabupaten Natuna d~ngan mendatangi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Na'tuna. 

Desa Selaut Kecamatali Bunguran Barat. Waktu yang ditempuh 

untuk mencapai Desa Selaut ldari ibukota Kabupaten yaitu Ranai adalah 

sekitar 4 jam perjalanan. Des4 Selaut juga belum merniliki akses internet 

seperti di kota dan hanya niemiliki jaringan seluler dan dengan sinyal 

selulernya lemah yang terkad~ng sinyalnya hilang tirnbul clan hanya bisa 

SMS dan telepon. Media ~omunikasi yang disampaikan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatat~n Sipil Kabupaten Natuna ke Desa Selaut 

dilakukan melalui surat ataul brosur-brosur tentang layanan administrasi 

kependudukan dimana med'a layanan iklan yang diberikan Dinas 

88 



Kependudukan dan PencatatJn Sipil Kabupaten Natuna tidak sampai ke 

Desa Selaut yang disebabkan ~kses komunikasi yang tidak memadai 
I 

Sosialisasi yang dilakutan oleh instansi Dinas Kependudukan clan 

Pencatatan Sipil Kabupaten N tuna dalam menyampaikan program-program 

inovasi yang sebagian besar ,udah dijalankan seperti yang diutarakan oleh 

bapak Herlan (49 tahun) yang r>engatakan bahwa, 

" . . . sudah pak, kemari 
Ranai yang menjelaska· 
ini dalam pengurusan a1 
(Wawancara dilakukan 

i 

saya mendapatkan informasi dari siaran RRl 
program-program inovasi pelayanan kantor 
inistrasinya ... ". 
da 30 Januari 2020 Pukul 12:35) 

Namun sebgaian masylrakat belum mendapatkan infonnasi terkait 

kebijakan inovasi tersebut, s perti yang diutarakan oleh Bapak Bidin (37 

Tahun), mengatakan bahwa, 

"Setahu saya, sampai 
Dinas Kependudukan d; 
(Wawancara dilakukan 

Hambatan-hambatan 

;ari ini belum ada sosialisasi langsung dari 
Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna". 

31 Januari 2020 Pukul 09:57) 

.alam melaksanakan komunikasi keluar 

diperjelas juga oleh bapak Ilh'm Kauli selaku pirnpinan tertinggi di Instansi 

ini, yang mengatakan bahv,1a, I 

" ... Untuk sosialisasi k pada masyarakat sudah kami lakukan, namun 
belum mencakup kesel han, karena keterbatasan waktu dan kondisi 
geografis kabupaten nat na yang terdiri dari kepulauan dimana jarak 
ibukota kabupatcn ke p au-pulau agak sulit untuk dijangkau". 
(Wawancara dilakukan da 29 Januari 2020 Pukul I 0:40) 

Hal yang serupa juga ~isampaikan oleh Sirojuddin, A.Md (Kepala 

Seksi Sistem Informasi Admirlistrasi Kependudukan) bahwa, 

" .... melakukan sosialis4si kepada masyarakat tidak mudah, karena 
kita tahu bahwa daerahl kita ini agak sulit dijangkau karena kondisi 
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geografis yang terdiri da~i pulau-pulau dan alat transportasi angkutan 
laut yang masih kurang ~emadai". 
(Wawancara dilakukan P')da 30 Januari 2020 Pukul 08:35) 

' 
' 
' i 

Dari hasil wawancara yapg saya paparkan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan memang komuniktsi dalam tubuh instansi sudab dilaksanakan 

dengan baik, untuk itu perlu d,lakukan penguatan komunikasi keluar dalam 

hal ini masyarakat, agar masyatakat jelas dengan maksud dan tujuan instansi 

dalam mengeluarkan kebijakafi tersebut, untuk apa kebijakan dikeluarkan 

jika yang menikmatinya hany,. dalam tubuh instansi, sedangkan fokus 

utama dari kebijakan pelayana~ publik tersebut adalab masyarakat 

Menurut peneliti, Pemetjntah Kabupaten Natuna dengan dibantu dan 

didukung Dinas Komunikasi 4an lnformasi Kabupaten Natuna untuk lebih 

peka dalam mengarnbil langkajh cepat untuk mengatasi permasalahan teknis 

seperti rnemperbaiki fasilitas) teknologi informasi dan komunikasi serta 

menyediakan laya11an inteme' yang mudah dijangkau sampai ke pelosok 

desa, karena komunikasi merµpakan sesuatu yang vital dalarn melakukan 

implernentasi suatu kebij ak; Seperti yang dikemukakan oleh Solichin 

Abdul Wahab (2005), "Pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan 

suatu komunikasi yang terjadi ldi dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat 

diterjemahkan merupakan sua~u penyampaian pesan, program dan gagasan 

pcmerintah kepada masyara~at dalam rangka mencapai tujuan Negara. 

Sehingga komunikasi kebijak~n juga tidak akan terlepas dari pennasalaban 

dalam komunikasi organ1sasi '· 

Selain penguatan komu~ikasi diluar pimpinan, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabup~ten Natuna yang juga sebagai aktor utama 
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pelaksanaan kebijakan inovasi pelayanan publik juga harus mampu 

memberikan arahan-arahan kepada anggota-anggotanya terkait dalam 

pelaksanaan kebijakan tnovasi pelayanan publik agar pemasalahan-

pennasalahan yang terjadi dilapangan dapat segera diatasi dengan harapan 
' 

penerapan kebijakan tersebut ~pat mencapai basil yang maksimal, hal ini 

sejalan dengan yang dikemuka~an oleh Edward III dalam Widodo (2010:97) 

perlu disampaikan kepada pe(aku kebijakan agar para pelaku kebijakan 

dapat mengetahui apa yang hirrus mereka persiapkan dan lakukan untuk 

menjalankan kebijakan tersebu1 sehingga tujuan clan sasaran kebijakan dapat 

dicapai sesuai dengan yang dih~rapkan. 

2. Sumber Daya 

Manusia merupakan konjiponen penting dalam organisasi yang akan 

bergerak dan melakukan akti~itas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan 

i 
suatu organisas1 ditentukan ~ari kualitas orang-orang yang berada di 

dalamnya. Sumber Daya Man~sia (SDM) akan bekerja secara optimal jika 
! 

' organisasi dapat mendukung femajuan karir mereka dengan melihat apa 

sebenamya kompetensi mere~a. Biasanya, pengemba11gan sumber daya 

manusia berbasis kompetensi iakan rnempertinggi produktivitas karyawan 

sehingga kualitas kerja pun l~bih tinggi pula dan berujung pada puasnya 

pelanggan dan organisasi akan kiiuntungkan. 

Somber Daya Manusia pa.pat didefinisikan sebagai semua rnanus1a 

yang terlibat d1 dalam suatu ~rganisasi dalam mengupayakan terwujudnya 

tujuan organisasi tersebut. Na~awi membagi pengertian SOM menjadi dua, 
' 

91 



yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SOM secara makro 

adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara 

atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan 

kerja, baik yang sudah maupOn belum memperoleh pekerjaan (lapangan 

kerja). 

Pengertian SOM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia 

atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut 

personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. 

Menurut Veithzal Rivai SDM adalah seorang yang siap, mau dan 

mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu 

sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang 

bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode atau 

teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran (output) 

berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SDM adalah orang-orang 

yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi di berbagai level, baik level 

pimpinan atau top rnanajer, midle manajer maupun staf atau karyawan. 

Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang yang 

memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan semangat kepada organisasi". 

Oleh karena itu kesulitan surnberdaya manusia merupakan sumber 

masalah dalam organisasi. Konsekuensi dari hai ini adalah tersedianya 

somber daya manusia yang mempunyai kapasitas sebagai perencana dan 

pelaksana program kegiatan. Kapasitas ini ditentukan oleh kapabilitas, 

kompetensi dan produktivitas kerja. 
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Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 

terjadi permasalahan dalam swnber daya manusia, berdasarkan basil 

wawancara mendalam yang peneliti lakukan dengan subjek peneliti bahwa 

memang terjadi kekurangan tenaga administrasi di lingkungan dinas 

tersebut, masalah yang kemudian muncul karena kekurangan pegawai 

adalah menjadi lambatnya pelayanan yang dapat diberikan kepada masyakat 

oleh implementor kebijakan inovasi pelayanan di instansi ini, kemudian 

terjadinya penumpukan kerja pada beberapa orang saja. 

Hal mi sejalan dengan yang dikemukakan oleh Edward !JI 

mengemukakan bahwa faktor sember daya ini juga mempunyai peranan 

penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward Ill menegaskan 

bahwa "bagaimanapun jelas clan konsistennya ketentuan-ketentuan atau 

aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyempaian ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai 

sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif', maka 

imple1nentasi kebijakan tersebut tidak akan efektif 

Masalah tersebut dikonfirrnasi jug:a oleh bapak Indra (Petugas 

Pelayanan Administrasi Kependudukan) yang menyatakan bahwa, 

"seringkali saya harus rnerangkap semua pekerjaan ketika rekan saya 
harus rnelaksanakan togas dilapangan, dan juga saya kadang harus 
lembur agar pelayanan untuk masyarakat bisa berjalan dengan baik 
dan efisien. Dikantor ini sangat kurang tenaga lnfonnasi Teknologi 
(IT) atau tenaga yang memiliki keahlian dibidang komputer karena 
jika terjadi perrnasalahan yang berhubungan dengan teknologi, kami 
harus rnenghubungi pihak ketiga 11ntuk menyelesaikan pcrmasalahan 
tersebut, dan itu membutuhkan waktu yang relatif la1na, dan itu juga 
menjadi permasalahan utama". 
(Wawancara dilakukan pada 29 Januari 2020 Pukul 11 :30) 
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lnfonnan triangulasi juga mengonfirmasi hal tersebut, "oleh adik 

Tiara Pitrikansari (19 Tahun) mengatakan bahwa, 

.. jika dilihat dari antrian yang ada sepertinya memang m1rum, 
karena saya menunggu sudah 2 jam sedangkan saya lihat didepan 
yang melayani hanya 2 orang saja ... " 
(Wawancara dilakukan pada 31 Januari 2020 Pukul 15:21) 

Berdasarkan basil observasi clan wawancara mendalam dan peneliti 

juga melakukan verifikasi alas pemyataan dari subjek peneliti kepada 

infonnan triangulasi, yang mengunjungi instansi tersebut, mernang 

terjadinya penumpukan antrian pada loket pelayanan di Dinas 

Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bahkan mereka 

harus bolak-balik untuk mengurus administrasi kependudukan, disebabkan 

antrian yang cukup panjang dan kondisi kantor yang padat pengunjung. 

3. Sikap 

Sikap pelaksana adalah sebagai dukungan anggota dalam suatu 

kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk rnelaksanakan 

kebijakan yang ditunjukkan dengan komitrnen dan tanggung jawab terhadap 

terlaksananya program. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Natuna rata-rata seluruh anggota memiliki komitmcn dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, hal int 

tergambar dari cara-cara pelayanan yang diberikan oleh para petugas di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan S1pil Kabupaten Natuna. Seluruh 

anggota tidak hanya dituntut untuk menerima adanya kebiJakan 1novasi 
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pelayanan publik tersebut, namun lebih dari itu mereka lebih dituntut untuk 

berkomitmen dalain pelaksanaannya dan mewujudkan tujuan serta target-

targetnya. 

Menurut Sulistio (2009:44) mendenifisikan tiga aspek pelayanan 

prima yaitu Kemampuan professional, Kemauan yang teguh sikap yang 

iklas, tulus senang me1nbantu menyelesaikan keluhan, Kemampuan yang 

profesional, tercermin dalam pemikiranya yang berlainan, perencanaan yang 

tepat, kerja yang berkualitas, sentuhan yang menyenangkan. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Hom 

( dalam Agustino 2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen 

pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

implementasi kebijakan publik". 

Sikap pelayanan yang dilaksanakan langsung oleh implementor juga 

dikemukakan oleh bapak indra selaku petugas pelayanan yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat, 

"Saya selaku petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat 
akan melaksanakan tugas dan rnernberikan pelayanan terbaik untuk 
masyarakat tentunya dengan penuh rasa tangung jawab yang tinggi. 
Dan saya mendukung penuh aturan yang dibuat oleh pemerintah 
daerah .. " 
(Wawancara dilakukan pada 29 Januari 2020 Pukul 11 :30) 

Hal tersebut juga senda dengan yang dikemukakan oleh informan 

triangulasi Ibu Dannawati ( 44 Tahun), 

"pctugas dis1ni baik-baik, mereka sopan dalam menerima dan 
melayani kami, tutur kata mereka halus, saya tahu mereka lelah, 
namun kesungguhan petugas dalam bekerja tetap n1erekajaga". 
(Wawancara dilakukan pada 30 Januari 2020 Pukul 13:05) 
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Secara garis besar, sikap para implementor dalam memberikan 

pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 

sudah tidak menjadi permasa1ahan lagi, karena berdasarkan basil wawancara 

dengan subjek peneliti, memang para implementor sudah menunjukkan 

sikap sebagai tenaga profesional dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, ha! tersebut j uga sudah dikontirmasi oleh para inform.an 

triangulasi yang menyatakan bahwa memang pe1ayanan di instansi ini sudah 

sangat baik dan target merasa puas akan pelayanan para implementor. 

4. Struktur Birokrasi 

Ripley dan Franklin dalam Winamo (2005:149-160) 

mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan 

terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 

a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan
keperluan publik (public affair). 

b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi 
kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 
dalam setiap hierarkinya. 

c. Birokrasi mempunyai sejwnlah tujuan yang berbeda. 
d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 
e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan 

begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 
f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh 

dari pihak luar. 

Edward Ill dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa 

'"implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena 

ketidakefisienan struktur birokrasi". 

Struktur birokasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) 

mencangkup aspek-aspek scperti struktur birokrasi, pembagian 
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kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya. Edward 

III dalam Widodo (20IO: 107) juga menyatakan bahwa : demikian pula 

dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem 

dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi clan 

kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya 

hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula 

menentukan keberhasilan implementasi kebjakan. 

Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III dalam Winamo 

{2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi 

kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara 

kerja baru atau tipetipe personil barn untuk melaksanakan kebijakan

kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhk:an 

perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, sem:tlcin 

besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi 

Edward 111 dalam Winamo (2005:I55) menjelaskan bahwa 

"fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan 

kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" 

Edward ll1 dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur 

birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat 

meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya 

terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, 

semakin membutuhkan koordinasi yang intensif'. 

Winarno (2005: 150) mengungkapkan bahwa, "Standard operatior.al 

procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan 
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kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalain 

organisasi kerja yang kompleks dan luas". 

Struktur birokrasi di instansi ini sudah berjalan efektif seperti yang 

dikemukakan Edwards llI dalam Winarno (2005:150) terdapat dua 

karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure 

(SOP) dan fragmentasi". Keduanya mi yang akan memudahkan dan 

menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam 

melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. 

Kuatnya struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Natuna juga disampaikan oleh Bapak Drs. Abdul Mazi 

(Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil) bahwa, 

" dalarn melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab karni 
berpedoman pada peraturan perundangan di tingkat Pusat maupun di 
tingkat daerah yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2019 dan SOP yang 
menjadi acuan standar pelayanan kami kepada masyarakat". 
(Wawancara dilakukan pada 29 Januari 2020 Pukul 14: 10) 

Peneliti dapat melakukan analisis dari hasil wawancara dengan subjek 

peneliti dan bebrapa infonnan triangulasi, struktur birokrasi di instansi ini 

sudah baik, karena berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2019 dan SOP yang berlaku ditambah lagi dukungan dari implementor yang 

memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaannya. 

5. Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. 

Dalam sesi wawancara peneliti melakukan wawancara rnendalarn 

rnengenai pandangan mas1ng-masing sebjek peneliti tentang keberhasilan 
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dalam implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik dan apa saja yang 

menjadi terobosan-terobosan program inovasi pelayanan dari Dinas 

Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak H. Ilham Kauli, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna) mengatakan 

babwa, 

"Menurut saya program inovasi pelayanan publik sudah berjalan 
dengan baik, namun tentunya untuk mencapai kata "sempuma" inasih 
belum, perlu berbagai proses dan tahapan serta terobosan inovasi 
pelayanan untuk mencapai ke arah yang lebih baik". 
(Wawancara dilakukan pada 29 Januari 2020 Pukul 10:40) 

Kemudian untuk program-program terobosan inovasi pelayanan, 

Bapak H. Ilham Kauli, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna) menambahkan bahwa, 

"Di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan inovasi pelayanan publik 
memang kami banyak sekali menemukan permasalahan seperti yang 
sudah saya uraikan sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa 
natuna ini berbentuk kepulauan, jadi keterbatasan masyarakat dalam 
melakukan pengurusan administrasi kependudukan sedikit sulit, 
sehingga kami melakukan terobosan inovasi pelayanan untuk 
1neminimalisir pennasalahan-pennasalahan dalam pelayanan 
penduduk, salah satu terobosan kami adalah melakukan pelayanan 
jembut bola, kami pergi ke suatu daerah yang sangat sulit dijangkau, 
dan disana kami memberikan pelayanan kepada penduduk, hingga 
diterbitkan dokumen kependudukan dengan harapan agar seluruh 
penduduk Kabupaten Natuna, tercatat dalam database kependudukan 
di Disdukcapil Kabupaten Natuna". 
(Wawancara dilakukan pada 29 Januari 2020 Pukul 10:40) 

Pemyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drs. Abdul Mazi 

(Kabid Pclayanan Pencatatan Sipil) bahwa, 

"Menurut saya program inovasi pelayanan publik saat ini sudah 
terlaksana dan berjalan dengan baik, namun kami masih terus 
melakukan tcrobosan inovasi pelayanan agar pelayanan kami ke 
depannya semakin baik, tentunya untuk mengatasi permasalahan-

99 



permasalahan di lapangan kami sudah melakukan terobosan inovasi 
pelayanan, beberapa program inovasi pelayanan sudah kami jalankan 
antara lain penerbitan kartu keluarga clan surat keterangan pindah 
datang sudah menggunakan teknologi jaringan internet ( online) 
berupa tanda tangan elektronik, kemudian permohonan akta kelahiran 
juga sudah kami programkan untuk menggunakan sistem online, 
sehingga penduduk datang ke kantor hanya tinggal menunjukkan bukti 
pengiriman berkas kepada petugas dan kami menyerahk:an akta 
kelahirannya saja. Dan masih banyak lagi program-program lainnya". 
(Wawancara dilakukan pada 29 Januari 2020 Pukul 14: 10) 

Pemyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sirojuddin, A.Md 

(Kepala Seksi Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan) menyatakan 

bahwa, 

"Menurut saya program inovasi pelayanan publik sudah berjalan 
dengan baik, namun ada beberapa kendala yang masih perlu dibenahi 
dan diperbaiki". 
(Wawancara dilakukan pada 30 Januari 2020 Pukul 08:35) 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Bapak Sirojuddin, A.Md 

(Kepala Seksi Sistem Informasi Adn1inistrasi Kependudukan) 

menambahkan bahwa, 

"Kami tentunya pihak yang ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah 
dalam melaksanakan kebijakan inovasi pelayanan publik administrasi 
kependudukan sangat menginginkan kebijakan tersebut berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan harapan, namun memang tidak semua 
yang diharapkan dapat berjalan mulus, dilapangan sering sekali 
ditemukan permasalahan-permasalahan, seperti gangguan atau 
kerusakan perangkat jaringan sistem administrasi kependudukan, 
sehingga sangat menghambat kinerja kita dalam menjalankan program 
inovasi pelayanan yang kita buat seperti SEMEDl (Sehari Mesti Jadi) 
dan STMJ (Salam Tiga Puluh Menit Jadi), bagaimana bisa 30 menit 
jadi jika ada permasalahan perangkat jaringannya. Jadi untuk 
mengatasi permasalahan itu kami memberikan pelatihan ketrampilan 
teknologi informasi untuk petugas kami, dengan harapan jika terjadi 
1nasalah segera dapat diatasi sendiri, sehingga bcrdampak pada 
pelayanan masyarakat yang efisien". 
(Wawancara dilakukan pada 30 Januari 2020 Pukul 08:35) 

100 



Penyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Indra (Petugas 

Pelayanan Administrasi Kependudukan) bahwa, 

"Menurut saya sudah berjalan, namun belum maksimal, perlu 
penambahan pegawai, karena saya merasakan sendiri permasalahan 
kenapa kami belum dap3.t memberikan pelayanan prima, karena dari 
segi SDM masih sangat minim" 
(Wawancara dilakukan pada 29 Januari 2020 Pukul 11 :30) 

Bapak indra menambahkan, 

"Kami memiliki program pak, disini kami para petugas yang dituntut 
untuk berperan aktif dalarn ha! ini yaitu program SEMEDI (Sehari 
Mesti Jadi) itu dilakukan dalarn penerbitan dokumen kependudukan di 
daerah-daerah yang kan1i kunjungi dalam kegiatan jemput bola. 
Kemudaian ada lagi program untuk masyarakat yang mengunjungi 
kantor ini yaitu program salam tiga puluh menit jadi (STMJ) untuk 
penerbitan dokumen kependudukan". 
(Wawancara dilakukan pada 29 Januari 2020 Pukul 11 :30) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa memang dalam pelaksanaan kebijakan inovas1 

pelayanan publik di Dinas Kependudukan da11 Pencatatan Sipil Kabupaten 

Natuna sudah terlaksana dan berjalan dengan baik, tetapi dilapangan banyak 

kendala yang harus dihadapi oleh implementor, namun implementor 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga untuk mengatasi 

pennasalahan yang dihadapi implementor merancang beberapa strategi 

dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada target group seperti 

SEMEDI (Sehari Mesti Jadi), STMJ (Salam Tiga Puluh Menit Jadi) 

kemudian program-program inovasi pelayanan lain yang dapat digunakan 

dengan sistem online, dengan tujuan dapat mcmangkas pennasalahan jarak 

dan \Vaktu, sehingga pelayanan yang diberikan kepada target group menjadi 

efisien dan efektif. 
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Gambar 4.5. Kegiatan Sosialisasi Program Terbaru Kepada ASN di 
Lingkungan Disdukcapil clan Kecamatan se- Kabupaten Natuna 

Gambar 4.6. Kegiatan Pelayanan Kartu ldentitas Anak (KIA) 

Gambar 4.7. Kegiatan lnovasi Pelayanan Program Jebol Rurnah 
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Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebelumnya memang program-

program strategi untuk melakukan inovasi-inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan berjalan dengan baik, dan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dalam memberikan pelayanan 

terbaiknya akan terus berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan barn 

agar misi utama dari instansi tersebut yaitu untuk memberikan pelayanan 

seluruh penduduk Kabupaten Natuna dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Gambar 4.8. Kegiatan Program Jemput Bola dan Pendataan KTP-el 
dan Akta Kelahiran di daerah terpencil yang sulit dijangkau 
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Tabel 4.1. Data Perekaman KTP-el dan Kepemilikan Akta 

Kelabiran Tabun 2019. 

Uraian 
Semester I Semester II 

Tahun 2019 Tahun 2019 

JU ML AH 
PENDUDUK ') 

81.197 81.786 

WNIBKTP*) 55.026 55.530 

SUDAH REKAM KTP 53.548 54.663 

BELUMREKAM 
KTP 

l.478 867 

JUMLAHANAK 29.455 29.167 
USIA 0-18 T AHUN 
JUMLAHANAK 
YANGSUDAH 27.071 27.773 
MEMILILKI AKT A 
KELAHIRAN -
JUMLAHANAK 
BELUM MEMILILKI 2.384 l.394 
AKTA KELAHIRAN 
*Sumber : Data Konsolidasi Bersih Kah. Natuna tahun 2019 

Tabel 4.2. Data Penduduk per KK Tabun 2019 

MIDAI l.183 1.200 

2 BUNGURAN BARAT 2.288 2.291 

3 SERASAN 1.736 1.647 

4 BUNGURAN TIMUR 7.843 7.925 

5 I BUNGURAN UTARA 1.418 1.445 

6 I SUB! 908 906 

7 I PULAU LAUT 688 I 696 

~·-··------
8 PULAU TIGA 1.066 

BUNGURAN TIMUR L~~~--+- 1.738 9 
--- -----
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10 BUNGURAN TENGAH l.137 l.145 

l l BUNGURAN SELATAN 972 992 

12 SERASAN TlMUR l.002 l.011 

. 

13 BUNGURAN BATUBl l.154 l.167 

14 PULAU TIGA BARA T 619 63 l 

15 SUAKMIDAI 603 614 
-

JUMLAH SE KABUPATEN 24.315 24.474 

Sumber: Data Disdukcapil Kab. Natuna 2019 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa inovasi pelayanan yang 

bersifat teknologi sangat efektif digunakan untuk memberikan pelayanan 

administrasi kependudukan pada daerah seperti Kabupaten Natuna yang 

berbentuk Kepulauan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat 

kenaikan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el 

maupun jumlah anak yang memiliki akta kelahiran untuk semester I dan 

semester II tahun 2019 juga mengalami peningkatan hanya dalam waktu 

beberapa bulan. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

kebijakan inovasi pelayanan publik dapat dikategorikan berhasil. Seperti 

yang kita ketahui selama ini dengan sistem pendataan manual, birokrasi 

yang diharuskan kepada target group sangat panjang clan rurnit, dengan 

adanya teknologi dapat rnemangkas pennasalahan-pennasalahan birokrasi 

yang rumit tersebut. Adapun tujuan dari teknologi itu sendiri adalah untuk 

mcinangkas sistem birokrasi, jika birokrasi semakin rumit, maka teknologi 

tersebut tidak ada manfaatnya. Kcmudian dengan bantuan teknologi, dapat 

105 



mempennudah pendataan yang yang dilakukan oleh pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sehingga menjadi 

lebih efektif dan efisien untuk masyarakat yang be~ada dipulau-pulau lain 

yang su1it dijangkau. 

6. Faktor Penghambat clan Faktor Pendukung lmplementasi Kebijakan 

lnovasi Pelayanan Publik. 

Manfaat dari studi penelitian ini salah satunya untuk mencari ta.bu 

mengapa implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna belum maksimal, 

kemudian untuk mencari faktor penghambat mengapa hal tesebut bisa 

terjadi, dari basil studi penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

pemerintah daerah maupun dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk 

rneningkatkan dan mengoptimalkan implementasi kebijakan 1novasi 

pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas sebelumnya diatas, 

peneliti dapat rnenyimpulkan bahwa Faktor Komunikasi rnenjadi 

pengharnbat utarna lmplementasi Kebijakan lnovasi Pelayanan Publik di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, pertarna 

dikarenakan aspek geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk pulau-pulau 

yang terpisah-pisah. Kedua, frekuensi jaringan internet yang sulit untuk di 

dapatkan, untuk itu diharapkan harus ad.a kerjasama antara Pemerintah 

Daerah Kabupaten Natuna, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan 

Dinas Komunikasi dan Infonnasi untuk mengatasi permasalahan jaringan 
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internet maupun jaringan seluler di daerah-dareh terpencil atau pemerintah 

pusat bisa bekerjasarna dengan TNI dan Polri untuk rnenggunakan saluran 

frekuensi yang sama dalarn t)leningkatkan kornunikasi di daerah-daerah 

terpencil tersebut. 

Faktor lain yang menjadi penghambat implementasi kebijakan publik 

adalah SDM, sepe1ti yang kita ketahui basic dari pegawai administrasi di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan dari Teknologi lnformasi, 

untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan 

produktivitas SDM di lingkungan dinas tersebut. Namun perlu diapresiasi 

bahwa komitmen dari SDM selalu berusaha untuk rnemaksimalkan 

Kebijakan lnovasi Pelayanan Publik, seperti program jemput bola, program 

Semedi (Sehari rnesti jadi), untuk melaksanakan program tersebut dengan 

baik, tentu peran SDM sangat diperlukan sehingga seperti saat ini program

program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil wawancar~ mendalarn dengan subjek penelitian secara 

garis besar, instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 

sudah melaksanakan instruksi inovasi pelayanan publik sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019. Berdasarkan basil dari 

wawancara clan observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan antara lain : 

a. komunikasi, sepenuhnya kolnunikasi dengan target group belum dapat 

dilaksanakan semua, namun 'beberapa daerah sudah dilakukan sosialisasi, 

terjadi beberapa kendala, antara lain lokasi yang sulit dijangkau, dan 

keterbatasan waktu. 

b. sumber daya, untuk mencaPai suatu tujuan organisasi sangat diperlukan 

sumber daya manusia, yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Natuna pentiasalahan jumlah atau kuantitas sumber da:ya 

rnanusia di instansi Dinas K~pendudukan dan Pencatatan Si pi I, masih jauh 

dari cukup, yang kemudian berdampak pada lambatnya pelayanan di dinas 

tersebut. Kemudian pennasalahan lain yang berhubungan dengan surnber 

da:ya, yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi 

lnformasi Teknologi (IT}, keterbatasan fasilitas dan SDM pelayannan 

administrasi kependudukan perlu mendapat perhatian dari pemerintah 

daerah_ 
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c. Untuk sikap dan struktur birokrasi menurut peneliti sudah baik, mereka 

bekerja sesuai dengan aturan clan arahan dari pimpinan dan mengacu pada 

' 
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 dan Standar 

' 

Operasional Prosedur (SOP) y~ng berlaku. 

d. Secara urnurn pelaksanaan kebijakan inovasi pelayanan publik sudah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan berdasarkan SOP 

pelayanan yang berlaku saat int, namun memang belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik, ada beberapa perrnasalahan yang dilapangan yang 

harus menjadi perhatian khu~us untuk memperbaiki sistem yang sudah 

berjalan saat ini. 

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna juga terns 

melakukan beberapa strategi dan terobosan-terobosan inovasi pelayanan 

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada target group seperti Jebol 

Rurnab (Jernput Bola kc Ru!l)ah-rurnah), STMJ (Salam Tiga Puluh Menit 

Jadi), Pak Malaw (Pelayanan Akta Kernatian Melalui Layanan Whatsapp), 

Semedi (Sehari Mesti Jadi) :sehingga pelayanan yang diberikan kepada 

target group menjadi efisien ~n efektif. 

B. SARAN 

Berdasarkan permasalahan yang sudah di paparkan oleh peneliti, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal yaitu : 

a. Berkaitan dengan Komunikasi, Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal 

ini Dinas Komunikasi dan Iriformasi Kabupaten Natuna seharusnya lebih 

peka terhadap kondisi yang. ada saat iru, terutama penyediaan layanan 

internet di daerah-daerah tei;pencil, harapannya dengan adanya fasilitas 
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LAMP!RAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR6 TAHUN 2019 

I 

~UPATI NATUNA 

PROVl~SI KEPUl.A.UAN RIAU 
I 

I 
PERATIJRAN ~AERAH KABUPATEN NATUNA 

NOM0R b TAHUN 2019 
I 

! TENTANO 

PERUBAHAN ATAS ~RATIJRAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 

TENTANG PENYELEN(;GARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Mcnirnbang 

Mengingat 

i 
DENOAN RAHt""T TUHAN YANG MAHA ESA 

~UPATI NA1UNA, 

! 
a. bahWa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 

! 

24 !Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Und~-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

adm~istrasi Kependudukan, maka bcbcrapa 

ke~tuan dalam Peraturan Daerah Hornor 2 Tahwt 
! 

20121 tentang Penyclenggaraan Administraai 

Kepe~dudukan pedu disesuaikan dan dilakukan 

l"ru\,.i..n. 
! 

b. bahwfl bcrdasarlcan pertimbangan sebagaimana 

I. 

dim~sud daiam huruf a, perlu menetapkan 

Pe<aE' Daerah t.entang Pcrubahan Atas 

Pera an Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Peny lenggaraan Administras1 Kependudukan; 
! 

Pasalj 18 ayat 6 Undang-Undang 

Repu~lik Indonesia Tahun 1945; 

Dasar Negara 

113 



r -2-

2. Undang-Undang Norn.or 1 Tahun 1974 tentang 

Pr:rlaiiwinan (Lemban:m Negara. Rcpublik Indonesia 

Tah~' 1974 Nomor l, Tambaha.n Lembaran 
Nega Republik Indonesia Nomor 3019); 

3. Un g-Und.ang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keim sian {Lembaran Negara Republik 

lndo esia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan 
' Lemtfran Negara Republik Indonesia Nomor 

3474~; 
4. Undafig-Undang Nomor 53 Ta.bun 1999 tentang 

Pemt¥ntukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Roka~ Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, i Kabupatcn Karimun, Kabupaten Natuna, 

5. 

6. 

I KabuEten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lem Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Norn r 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndo esia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 

bebe pa kaJi tcrakhir dengan Undang-Undang 

N Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 

Peru han Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 

Tah , 1999 tentang Pembentukan Kabupatcn 

Pclal$wan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

' Roka.Ji Hilir, Kabupaten Sia.le, Kabupaten Karimun, 

Kab~paten Natuna, Kabupatcn Kuantan Singingi 

dan : Kota BataJn (Lembaran Negara Republik 
' Jndo~esia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

~:tran Nogara Ropublik Iodonooia Nomoc 

Und~~g~Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kew~rganegaraan Republik Indonesia (Lembaran 

Negafa Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 

Tamlj.ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
' 

Norn! 4634); 
Und g-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Ad nistrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
I 

Rep~blik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

' 
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Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674, sebagaimana telah diubah menjadi 

Undl, g-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Admi · suasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Repu lik fndonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tam han Lembu.ran Negara Republik Indonesia 

Nom~t 4674, Lembaran Negara Republik lndoneiiria 

Tahu12013 Nomor 232, TambahlUl Lcmbaran 

Negarf Republik Indonesia Nomor 5475); 

Undafg-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pclayifnanan Publik (Lembaran Negiua Republik 

lndonfsia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembf.ran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038)1 

unmf g·Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkefbangen Kependudukan dan Pcmbangunan 

Keluafga (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahu* 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran 

Nes$ Republik Indonesia Nomor 5080); 
! 

Undlg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peme ·ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Inda esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lem ran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

seba~aimana telah diubah bebcrapakali terakhir 

den~n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tenta~g Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 

23 1]ahWl 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

{Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomi 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndo esla Nomor 5679); 

10. Und g-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Peruthan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran 

N<gat Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 

Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nom1r 5606); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

' Tahu~ 2006 tentang Administrasi Kepcndudukan 

seb~imana telah diubah dengan Undang-Undang 
' NomW- 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

' Undapg-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Admipistrasi Kepcndudukan (Lembaran Negara 

Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, 

Tam~an Lembaran Negara Republik Indonesia 
' Nomqr 6354); Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 

2018! tentang Persyaratan dan Tata Cara 

' Pendfftaran Penduduk dan Catalan Sipil; 

12. Perat}tran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Pe~ratan dan Tata Cara Pendafiamn Penduduk 

dan ~catatan Sipil (Lembaran Negara Republik 

lndo~esia Tahun 2018 Nomor 164); 

13. Peratpran Menteri Oalam Negeri Nomor 28 Tahun 

2oos; tentang Pcdoman Penyelcnggaraan 

Pend~rtaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 

Daenli.h; 

14. Perat~ran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

20tOi tentang Pcdoman Pendataan dan Penerbitan 

Do+en kependuduka.n Bagi Penduduk Rentan 

Admihistrasi Kependudukan; 
I 

15. Peratfran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2010: tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan 

dan ~laporan Akta yang diterbitkan oleh Negara 

Lain;: 

16. Peratkran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
I 

201 O! ten tang Pedoman Pengangkatan dan 

Pemtkrhentian serta Tugas Pokok Pejabat 

' Pen~tatan Sipil dan Petugas Registrasi; 

' 17. Peratfran Menteri Da\am Negeri Nomor 19 Tahun 

2010: tentang Fonnulir dan Buku yang Digunakan 
I 

dalarji. Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan 

SipH;! 
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18. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 19 Tahun 

2012 tentang Pcdoman Pendokumentasian Hasil 

Pendfrtaran Pcnduduk Dan Pencatatan Sipil di 

Daerth (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

20121Nomor 177); 

' 19. Pemtj..iran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2013! tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara 

Rep~lik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61); 

20. Pera'1nlll Mcnteri Dalarn Ncgeri Nomor 14 Tahun 

201~ tentang Pcdoman Pendataan Penduduk Non 

~en (Berita Negara Republik Indonesia 

Tab n 2015 Nomor 147); 

2 L Pera ran Menteri Da1am Negeri Nomor 61 Tahun 

201 tentang Persyamtan, Ruang Lingkup Dan 

Tata Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan 

Norn r Jnduk Kependudukan, Data Kependudukan 

Dan artu Tanda Penduduk Elektronik; 

22. Pera uran Menteri DaJam Negeri Nomor 2 Tahun 

201~ tentang Kartu ldentitas Anak (Berita Negara 

Rep4blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80; 

23. Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 

201~ tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menfcri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 

tent.fig Pedoman Penerbitan Kartu Tanda 

Pen9uduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan 

(Berjta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Not256, 
24. Per ran Menten Dalam Negen Nomor 9 Tahun 

20 I ten tang Perce pa tan Peningkatan Cakupa.n 

Ke"1milikan Akta Kelahiran (Berita. Negara 

Repfblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325); 

25. Penturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 

201t tentang Blangko Kartu Keluarga, Register 

d.an iKutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara 

Repiblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764); 
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Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 

2017 ten tang Pcngangkatan dan Pcmberhentian 

So~Tugaa Pokok Pejabe.t Pcncatatan Sipil Dan 

Pct s Registmsi (Berita Negara Republik 

Jndo esia Tahun 2017 Nomor 1765); 

Pera ran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

201 : tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas 

' Keperdudukan Dan Pencatatan 

Kab~paten/Kobl (Berita Negara 

lndo~esia Tahun 2017 Nomor 1766); 

Sipil 

Republik 

Denga~ Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKIU\N ¥KYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA 

dan 

Menelapkan 

~UPATI NATUNA 

Pr{EMUTUSKAN : 

' 
PERATU~ DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURf"-N DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 

TENTANai PENYELENOGARAAN ADMINISTRASI 

KEPEND~DUKAN. 

i 
Paw I 

Beberapa! ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 

' Tahun i 2012 Penyclenggaraan Administrasi 

Kependu4uka.n (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2~12 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
' Kabupatqi Natuna Nomor 2) diubah sebage.i berikut : 

' 
1. Kete~tuan Pasal I diubah sehingga Pasal l 

berbrnyi sebagai berikut : 

' 

oai4n Peraturan 

de~n: 

Paw I 

Daerah ini yang dimaksud 
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Daerah adalah Kabupeten Natuna. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

E
, sur penyelcnggara Perangkat Daerah yang 

mimpin pclaksanaan urusan 

merintahan yang menjadi kewenanga.n 

.1aerah otonom. 

$upati adalah Bupati Kabupaten Natuna. 

jnstansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah 

tang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

~i bidang administrasi kependudukan dan 

t>encatatan sipil. 

~tugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi 

~gas dan tanggungjawab memberikan 

' perayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan 

f1an peristiwa penting serta pengelolaan dan 

~nyajian Data Kependudukan di 

~esa/Kelurahan atau nama lainnya. 

~nit Pelaksana Teknis lnstansi Pelaksana 
I 
belanjutnya discbut UPT Instansi Perangkat 

baerah yang membidangi kependudukan ada

~ satuan kerja di tingkat Keaunatan yang 

' ~rtanggung jawab kepada Perangkat Daerah 

~ang membidangi kependudukan. 

IKecamatan adalah lingkungan kerja 

lpernngkat Pemerintahan wilayah Kecamatan 

~ang meliputi beberapa desa dan Kelurahan. 

' jRukun Tetangga yang selanjutnya di singkat 

!RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk 
' 
!o!eh masyarakat di bawah Rukun warga, di-
' lakui dan dibina oleh Pemerintah untuk me-

lmelihara dan melestarikan nilai-nilai ke

ihidupan masyarakat Indonesia yang ber

ldasarkan kegotongroyongan dan kekeluar

!gaan serta untuk membantu meningkatkan 
I -ikelancaran tugas Pemer1ntah, Pembangunan 

idan kemasyarakatan di Dcsa/ Kelurahan. 
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9. Rukun Warga yang sclanjutnya di singkat 

RW adalah lembaga masyarakat yang diben

fik oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh 

f>emerintah untuk memeliham dan me

jestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat 

jndonesia yang berdaserkan 

~egotongroyongan dan kekeluargaan serta un

~k membantu meningkatka.n keli.ncamn 

j:ugas Pemerintah, Pembangunan dan ke

~asyarakatan di Desa/Kelurahan. 

IO. ~nduduk adalah Warga Negara Indonesia 

' '1an orang asing yang bertempat tinggal di 

~ndonesia. 

11. :Warga Negara Indonesia adalah orang--0rang 

:bangsa Indonesia aali dan orang-orang bangsa 

!Jain yang disahkan dengan undang>undang 

isebapi Warga Negara Indonesia. 

12. iorang Asing Tinggal Terbatas adalah orang 

:asing yang tinggal dalam jangka waktu 

iterbatas diwilayah Negara Republik Indonesia 

!dan tclah mendapat izin tinggal terbatas dari 

iinstansi yang berwenang. 

13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing 

yang berada. dalam wilayah Republik 

Indonesia dan telah mendapat izin tinggal 

tetap dari instansi bcrwenang. 

14. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara 

adalah Warga Negara Indonesia yang 

bertempat tinggal diluar domisili asli atau 

tempat tinggal tetapnya. 

15. i Administrasi Kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengclolaan 

1 
informasi adminstrasi kependudukan serta 
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pendayagunaan hasilnya untuk pelayan 

publik dan pembangunan scktor lain. 

16. Rcndaftaran Penduduk adalah pencatatan 

tjiodata penduduk, pencatatan atas pelaporan 

' i:jeristiwa kependudukan dan pendataan 

Jfnduduk rcntan administrasl kependudukan 

· $erta penerbitan dolrumen penduduk berupa 

ilartu Identitas atau Surat Kcterangan 

~ependudukan. 

17. fkndaftaran Perpindahan Penduduk An tar 

~egara adalah pencatatan dan 

J,e1nberian/perubahan dokumen penduduk 

lj>agi orang asing yang tingal terbatas/tetap 
' 4an Wlll"gll Negara Indonesia yang pindah 

fatang ke/dari luar negcri untuk jangka 

Waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau 

~bih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan 

' ~etentuan perundang-undangan. 

18. ~ndah Datang Penduduk adalah perubahan 

jokasi tempat tinggal untuk menetap kan:na 

' ferplndahan dari tempat yang lama kc tempat 

tang baru. 

19. j<.eluarga adalah unit terkecil dalain 

~asyarakat yang teniiri alas suami, istri dan 

~uami istri dan anaknya, atau ayah dan 

~naknya, at.au ibu dan anaknya dan orang 

)ain yang menjadi tanggungjawab kepala 

~eluarga. 
20. J(cpala Kcluarga adalah seorang dari scke

~ompok anggota keluarga yang bertanggung

~awab at.as kcbutuhan sehari-hari, atau 

~rang yang dianggap/ditunjuk se
' ~gai kepala keluarga. 

21. fo.nggota Keluarga adalah orang yang 

~enajalani 
bcrtempat 

kchidupan bersama d•n 

tinggal dalam suatu bangunan 
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dengan kepala keluarga karena adanya 

bubungan dara.h, perkawinan atau ikatan 

tillnnya. 

22. ~u Kelua.rga sclanjutnya disingkat dcngan 

'!'K adalah kartu identitas keluarga yang 

iinemuat data tentang nama, susunan dan 

, ~ubungan dalam keluarga, scrta identitas 

~elua.-ga. 
23. ~ Tanda Penduduk Elektronik y~g 

+eianjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu 

tanda Penduduk yang dilcngkapi cip yang 

/nerupakan indentitas resmi penduduk se

~ bukti diri yang diterbitkan oleh in

~tanai pclaksana. 

24. ~ ldentitas Anak yang sclanjutnya 

~isngkat menjadi KIA adalah identitas resmi 

' ~ scbagai bukti diri anak yang bcrusia 

irurang dari 17 tahun dan bclum menikah 

~ang ditcrbitkan oleh Pemngkat Daerah yang 

hiembidangi urusan Kependudukan di 

~aerah. 
25. tempat Perekaman Data Kependudukan yang 

k1anjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas 
; 
}'ang dibangun di Kabupaten, Kecamatan, 

besa atau Kelurahan untuk melakukan 

' perubahan, pengolahan, pemukhtahiran data 

pasil pendaftaran penduduk dan pencatatan 

~ipil untuk penerbitan dokumen penduduk 

~rta penyajian infonnasi kependudukan. 

' 26. )3iodala Penduduk adalah keterangan yang 

bensi elemen data tentang jati diri, infonnasi 

~asar serta riwayat perkembangan dan 

peruba.han keadaan yang dialami oleh 

penduduk sejak saat kelahiran. 
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27. Nomor lnduk Kcpendudukan yang 

selanjutnya disingkat NIK adalah nomor 

i~cntitas pcnduduk yang bc..aifat unik atau 

ibas tunggal dan mclekat pa.da scscorang 
' yang terdaftar scbagai pcnduduk Indonesia. 

28. bokumen kependudukan adalah dokumcn 

ifesmi yang diterbitkan olch Perangkat Daerah 

yang membidangi kepcndudukan yang 

iinempunyai kekuatan hukum 1:1Cbagai alat 

ipukti autentik yang dihasilkan pelayanan 

i)cndaftaran penduduk dan pcncatatan sipil. 

29. 'urat Keterangan Tempa.t Tinggal yang 

~lanjutnya disingkat SKTT adalah surat 

~eterangan kepcndudukan yang diberikan 

kepada orang asing pcmcgang izin tinggal 

~erbatas. 

30. ~istem lnformasi 11.dministrasi Kepcndudukan 

iielanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah 

~is tern informasi yang memanfaatkan 

teknologi infonnasi dan komunikasi untuk 

memfasilitasi pengelolaan lnformasi 

~dministrasi Kependudukan di tingkat 

f>enyelenggara dan Perangkat Dacrah yang 

Fembidangi kependudukan sebagai satu 

fesatuan. 
31. fiak Akses adalah hale yang diberikan Menteri 

lcepada petugas yang ada pada penyelenggara 

ctan Perangkat Daerah yang membidangi 

kependudukan untuk dapat mengak~s data 

base kependudukan sesuai dengan izin yang 

diberikan. 

32. pata Base adalah kumpulan berbagai jenis 
' . data kependudukan yang ters1mpan secara 

~istematik, tersetruktur 

berhubungan dengan 

dan saling 

menggunakan 
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pcrangkat lunak, perangkat keras clan 

jaringan komunikasi data. 

33. 'incatatan Sipil adalah pcncatatan peristiwa 

~nting yang dialami oleh seseorang dalrun 

rclgister Pencatatan Sipil pada Pera.ngkat 
' D\aerah yang membidangi kependudukan. 

34. ~ngakuan anak adalah pengakuan secara 

35. 

' hµkum dari eeseorang bapak terhadap 

a!"iaknya yang la.hir dari luar ikatan 

A::rlcawinan yang sah atas pcroetujuan ibu 

~dung anak tersebut. 

Pengesahan Anak adalah pengesahan ·-· ~ukum seorang e.nak yang lahir diluar ikatan 

r*:rkawinan yang sah, menjadi anak. sah 

*pasang suami istri. 
' 36. ~nduduk Rentan Administrasi 

i{.ependudukan adalah penduduk yang 

4engalami hambatan da1am memperoleh 

~okumen kependudukan yang disebabkan 

tj1eh bencana alam dan kerusuhan sosial. 

37. ~tugas Rahasia Khusus adalah petugas 

~serse dan petugas intelejen yang melakukan 

tiugas khusus diluar daerah dornisilinya. 

38. il-enyelenggaran adalah Pemerintah. 

ih:merintah Provinsi dan Pemerintah Kabu· 

~ten / kota yang bertanggung jawab dan 

lj>erwenang dalam urusan Administrasi 

~ependudukan. 

39 . .f;lata Kependudukan adalah data 

perseorangan dan/atau data agregat yang tcr

~truktur sebagai hasil dari kegiatan Pcndafu.t.

("an Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

40. -f.cnstiwa Kependudukan adalah kejadian 

tang dialami penduduk yang harus 

~ilaporkan karena membawa akibat terhadap 

t>cnerbitan atau perubahan Kartu Keluar-
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ga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat 

ketenmgan kependudukan lainnya meliputi 

pindah datang, perubahan alamat, serta -sta

tus tinggal terbataa menjadi tinggal tetap. 

41. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat 

yang melakukan pencatatan peristiwa pent

ing yang dialami oleh seseorang pada 

Perongkat Daerah yang membidangi 

kependudukan yang pengangkatannya sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang

undangan. 

42. Periatiwa Penting adalah kejadian yang di

alami oleh sesorang meliputi kelahiran, 

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, 

pengcsahan anak, pengangkatan anak, 

perubahan nama dan perubahan status 

kewarganegacaan. 

43. lzin Tinggal Terbatas adalah izin tingga.1 

yang diberikan kepada Orang Asing untuk 

tinggal diwilayah Negara Kesa.tuan Repub

lik Indonesia dalam jangka waktu yang 

terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang

undangan. 

44. lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang 

diberikan kepada orang asing untuk ting

gal menetap diwilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

45. Data Pribadi adalah data perseorangan terten

tu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebena

ran serta dilindungi kerahasiaannya. 

46. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjut

nya disingkat KUA Kee. Adalah satuan kerja 

yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, 

cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi 

Penduduk yang bcragama Islam. 

• 
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47. Pcrlindungan Anak adalah scgala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak clan 

hak-haknya agar dapat hidup, twnbuh, 

berkembang clan berpartisipasi seeara optimal 

.sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskrimine.si. 

48. Pcnerbitan KJA adalah pengetuaran KIA baru 

atau penggantian KJA kan:na habis masa 

berlakunya, pindah datang, rusak atau 

hilang. 

2. Ketentuan ayat {I) dihapus dan huruf a, huruf c, 

huruf f, huruf g dan huruf h ayat f2) Pasal 4 

diube.h, sehingga Pasa1 4 berbunyi sebagai berilcut: 

Pa"'1 4 

(1) Dihapus 

(21 Pemerintah Daerah beI"kewajiban dan ber

tanggungjawab menyelengga.rakan urusan 

Administrasi Kependudukan yang dilakukan 

oleh Bupati dengan kewenangan sebagai beri

kut: 

a. koordinasi penyelenggaraan 

istrasi Kependudukan; 

Admin-

b. pembentukan Perangkat Daerah yang 

membidangi kependudukan yang tu

gas dan fungsinya dibidang Ad

ministrasi Kependudukan; 

c. pengaturan teknis penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang

undangan yang berlaku; 

d. pembinaan dan sosialisasi penyeleng

garaan Administrasi Kependudukan; 

··----
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c. pelaksanaan 

masyarakat 

Kcpendudukan; 

kegiatan 

dibidang 

pelayanan 

Administrasi 

r. pcnugasan kepada Desa/Kclurahan 

untuk mcnyclcnggarakan sebagian 

uru= Administmsi Kcpendudukan 

berdasarkan asas tugas pembantuan; 

g. pcnyajian data kcpendudukan 

berskala Kabupaten bcrasal dari data 

kependudukan yang tclah dikonsolidasi

kan dan dibcrsihkan olch Kcmcntcrian 

yang bcrtanggungjawab dalam urusan 

Pcmerintah dalam n~ri; dan 

h. koordinasi dan pcngawasan .... 
penyclcnggaraan 

Kcpendudukan. 

Administrasi 

3. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Pasal 

14 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 

disisipkan l (satu) ayat yakni ayat (2a) dan 

ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga 

Pasal 14 bcrbunyi sebaga.i berikut: 

Pasal 14 

(1) Jnstansi pelaksana melaksanakan urusan 

Administrasi Kependudukan dengan 

kewajiban meliputi : 

a. mendaftar peristiwa kependudukan dan 

mencatat peristiwa penting; 

b. memberikan pelayanan yang sama 

dan professional kepada setiap 

penduduk at.as pelaporan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting; 

c. mencet.ak, menerbitkan dan mcndistri

busikan Dokumen Kependudukan; 

-
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d. mendokumentaaikan haii.il pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil; 

e. menjamin kerahar.iaan dan keanuman 

data atas peristiwa kepcndudukan dan 

peristiwa penting; dan 

f. melakukan verifikasi dan validasi data 

dan inrormasi yang disampaikan oleh 

penduduk dalam pelayanan pende.ftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat {I), huruf a untuk pencatatan ni

kah, taiak dan ntjuk bagi penduduk yang 

beragama Islam pa.de_ tingkat kccama

tan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pa

da KUA Kee. 

(2a) Pelayanan 

k=unatan 

Pencatatan Sipil pada tingkat 

dilakukan oleh UPT lnstansi 

Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan 

Akta Pencat.atan Sipil. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk peniyaratan dan tata cara pen-

catatan peristiwa penting bagi 

yang agamanya belurn diakui 

penduduk 

sebagai 

agama bcrdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan atau bagi penghayat 

kepercayaan berpedoman pada Peraturan Pe

rundang-undangan. 

(4) Kelentuan lebih lanjut mengenei UPT 

kependudukan lnstansi Pel;£1.ksana 

sebaga:imana dimaksud pada ayat {2a) dan 

prioritas pcmbentukannya dilaksanakan 

sesuai Peratumn Perundang-undangan. 

__ , .. .._ 
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4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipken I (satu) 

Pasal yakni Pasal 16A schingga Pasal l6A 

bcrbunyi scbagai bcrikut : 

Pasal I6A 

(l) Petugas Registrasi membantu kepala desa 

atau lumh dan lnstansi Pelaksa.na dalam 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

(2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pa

da ayat (I) diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil 

yang memenuhi persyamtan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman 

pengangkatan dan pemberhentian scrt.a tugas 

pokok Petugas Registrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan scsuai 

ketentuan pera.tursn perundang-undangan. 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 ditambahkan 4 

(empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd 

dan huruf ee, diantara ayat (3) dan ayat (4) 

disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3al scrta 

ditambahkan I {satu) ayat yakni ayat (8), sehingga 

pa.sal 32 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 32 

(1) Data Kependudukan terdiri atas data 

{2) 

perseorangan 

penduduk. 

dan/atau 

Data perseorangan meliputi : 

•• Nomor Kartu Keluarga; 

b. NIK; 

L Nama Lengkap; 

d. Jenis Ke\amin; 

'· Tempat Lahir; 

dara 

r. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir; 

g. Golongan Da:rah; 

h. Agama/Kepen:ayaan; 

agregat 

-

129 



... -····-·-------~~· 
·18-

i. Status Perkawinan; 

,j. Status Hubungan Dalam. Keluacga.; 

k. Cacal Fisik Dan/ Atau Mental; 

I. Pendiclikan Terakhir; 

m. Jcnis Pekcrjaan; 

n. NIK lbu Kandung; 

o. Nama !bu Kandung; 

p. NIK Ayah; 

q. Nama Ayah; 

r. Ala.mat Scbelumnya; 

s. Alarnat Sekarang; 

t. Kepemilikan Aleta Kcla.hiran/Surat Kcna1 

Lahir; 

u. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Ke

nai La:hir; 

v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Ni-

kah; 

w. Nomor Akta Pcrkawinan/Buku Nikah; 

x. Tangga] Perkawinan; 

y. Kepemilikan Akta Pcrccraian; 

i. Nomor Aleta Pcn.:eraian/Surat Cerai; 

aa. Tanggal Perccraian; 

bb. Sidik Jari; 

cc. Iris Mat.a; 

dd. Tanda Tangan; dan 

ee. Elemen data lainnya yang merupakan 

aib seseorang. 

(3) Untuk kcbutuhan Daerah selain data 

perseorangan sebagaimana dirnaksud ayat (2), 

lnstansi Pelaksana dapat meminta data 

tambahan dcngan membuat rormulir. 

(3a) Formulir sebagaimana dimaksud padu. ayat (3) 

harus mendapat izin dari Bupati. 
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(4) Data egrcget sebageimana dimaksud pada 

ayat (I) meliputi himpunan data 

perseorangan yang berupa data kuantitatif 

dan data kualitatif. 

(SI Pemenfaatan data perseorangan penduduk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendapat izi;i Bupati. 

(6) PenJyaratan dan tatacara untuk mendapatkan 

izin Bupati sebagaimane dimaksud pada ayat 

(5} diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

(7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang 

agamanya belum diakui sebagai agama 

berdasarkan ketcntuan peraturan perundang

undangan atau bagi penghayat kepercayaan 

tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani 

dan dicatat dalam data base kependudukan. 

(8) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan a.yat (4) 

digunakan untuk semua keperluan adalah 

data Kependudukan dari Kementerian yang 

bertanggung jawab dal8In urusan Pcmerinta

han Dalam Negeri, antara lain untuk 

pemanfaatan : 

a. pelayanan publik; 

b. perencanaan pembangunan; 

c. alokasi anggara.n; 

d. pembangunan demokTasi; atau 

e. penegakan hukum dan pencegahan 

kriminal. 

···--
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6. Ketentuan Paragraf 4 diubeh, sehingga Paragraf 4 

berbunyi sebagai berikut : -· Ka.rtu Tanda Pcnduduk Elektronik 

7. Ketentuan Pasel 41 diubah, sehingga Pasal 41 

berbunyi scbagai berikut : 

Pasal 41 

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing }'--ang mem

iliki lzin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 

{tujuh belas) tahun atau telah kawin atau 

pernah kawin wajib memlliki KTP-el. 

(2) KTP-el sebagnimana dimaksud ayat {1) dan 

ayat (2) berlaku secara nasional. 

(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada 

ayat {l) wajib melaporkan perpanjangan masa 

berlaku atau mengganti KTP-el kepada 

Penmgkat Daerah yang membidangi 

kependudukan paling lambat 30 ( tiga. puluh ) 

hari sebelum tanggal ma.sa berlaku lzin Ting

gal Tetap berakhir. 

(4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) hanya memiliki I (satu) KTP-el. 

{5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib 

membawanya pada saat bepergian. 

(6) Bagi penduduk korban bencaaa a1am dan 

atau bencana social diberikan KTP-cl oleh in

stansi pelaksana tanpa dipungut hiaya. 

8. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan I (satu) 

Pasa.1 yakni Pasal 4IA sehingga berbunyi sebagai 

berikut; 

Pasa.l 41A 

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang 

Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, memuat ele-
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men data penduduk yaitu NIK, nama, 

tempat tanggal lahir, laid - laki atau 

pen:mpuan, agama, status perkawinan, 

golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarga

JJegaraan, pas folo, masa berlaku, tempat 

.dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda 

tangan pemilik KTP-el. 

NIK sebagaimana 

(I), menjadi nomor 

dimaksud pada ayat 

indentitas tunggal 

untuk semua urusan pelayanan publik. 

(3) Pemerintah menyelenggarakan semua pela

yanan public dengan berdasarkan NIK se

bagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan 

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Pemerintah melakukan integrasi nomor in

dentitas yang telah ada dan digunakan un

tuk pelayanan publik. 

(5) Elemen data penduduk tentang agama se

bagaimana dimaksud pada ayat {I) bagi 

penduduk yang agamanya belum diakui se

bagai agama berdasarkan ketentuan pera-

·~ Pemndang-undangan atau ..., 
penghayat kepen:a.yaan tidak diisi, tetapi 

tetap dilayani dan dicatat dalam data base 

kependudukan. 

(6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada 

ayat fl) tersimpan cip yang memuat rekaman 

elektronik data perseorangan. 

(7) KTP-el untuk · 

a. Warga Negara Indonesia masa berla

kunya seumur hidup; atau 

b. Orang Asing masa berlakunya dis

esuaikan dengan masa berlaku izin 

tetap. 

~-~ ·-
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(8) Dala.m ha! terjadi perubahan elemcn data rn

sak atau hilang, pcnduduk pemilik KTP-cl 

wajib mclapor kcpada lnstansi Pclaksana 

untuk d.ilakukan pcrubahan atau pengganti

•n. 
(9) Dalam hal KTP-el rusak, penduduk pemilik 

KTP-cl wajib melapot kepada Pcrangkat 

Daerah yang mcmbidangi kcpcndudukan 

dengan mcmbawa KTP-cl yang rusak. 

(10) Dalam hal KTP-el hilang, pcnduduk pemilik 

KTP-cl wajib mclapor kcpada Pcrangkat 

Dacrah yang mcmbidangi kependudukan 

dengan mcmbawa surat pcmyataan kc

hilangan dari Kcpolisian. 

(11) KeU:ntuan lcbih lanjut mcngenai tata 

~a pernbahan clcmcn data penduduk se

bagaimana dimaksud pa.da ayat (5) diatur 

dengan Pcraturan Bupa.ti. 

9. Kctcntuan Pasal 42 ayat (I), ayat (21, ayat (5), ayat 

(6), ayat (7) dihapus dan ayat {3), ayat (4), ayat (8), 

diubah schingga Pasal 42 berbunyi scbagai 

bcrikut: 

(1) Dihapus. 

(2) Dihapus. 

Pasal 42 

(3) Pencrbitan KTP-cl bagi Warga Negara 

Indonesia yang baru datang dari Luar Ncgcri 

dilakukan sctclah ditcrbitkan Surat 

Kcterangan Datang dari Luer Negcri oleh 

lnstansi Pclaksana. 

(4) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing 

tinggal tetap disesuaikan dengan berlakunya 

lzin Tinggal Tetap. 

(S) Dihapus. 

(6) Dihapus. 

134 



.. ,._ ~ --.-...--
-23-

(7) Dihapus. 

(8) Pcnduduk yang telah memiliki KTP-el wajib 

mcmbewanya pada 1'88.t bcpcrgian. 

10. Ke~tuan Pasal 44 diubah, S'!hingga Pasal 44 

bcrbunyi sebagai bcrikut: 

Paoal 44 

(1) Petugas Khusus yang rnelakukan tugas kea-

manan negara dibcrikan dokumen 

kependudukan khusus, untuk membcrikan 

perlindungan dan rnenjamin kerahasiaan 

identitas selama menjalankan tugas rahasia. 

(2) Ketcntuan mengcnai penerbitan Dokumen 

Kependudukan bagi petugas khusus }·ang 

melakukan tugas keamanan negara dilaksa

nakan scsuai dengan ketentuan Peraturan Pc

rundang-undangan. 

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga bcrbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 45 

(1) KIA adalah Kartu Jdentit.as yang diberikan 

kepada anak dari penduduk Warga Negara 

Indonesia dan Warga Negara Asing yang 

mengajukan pcrmohonan belum berusia 17 

(tujuh belasj tahun dan belurn pcmah 

menikah. 

(2) Masa berlaku KIA: 

a. Untuk anak kurang dari 5 (1irna) tahun 

adalah sampai anak berusia 5 (lima) 

t.ahun; dan 

b. Untuk anak diatas 5 (lirna) tahun adalah 

sampai anak bcrusia 17 (tujuh bclas) 

tahun kurang l(satu) hari. 
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(II P1ctuRD lak:n1ll .,..._ ......_. pehhane 

dibai lllllk~ UDlldi: i!Mii"-··-... 
'li:bn. ........... h. mcndat,, ........, ......... 

iH•1cfwlNS,, llM:i+•l•k,. -····· dala, dim 
............ liqleududulam. 

(la) Ilda pc:tWWWW dao dolamam hp-nrh1-

dubn w1 a · •••• .tm.k-Jd pm1a .,_ 

111 ~ .11 ...... dan dilinduagi ._..___ 

- .. .,. ... ...... 
(lbl ·Pt::bwa l:mbami ('lrlMbpqa dao ~ Da

ta Kqx:ndudubn .. .,...1oq.1tan Rak Alias 

Data Kqicodudubm -m denpn l'batunm -(tc) ·Pt:tupg 1nstansi Pt:laksana 3Chagaimana c:li-

·._gJd iala llJlll (Ibl rlh•dlnm olr:h 

tnstansi Pt:laksana lnstansi ~ tepeda 

llenlcri DaJam lteF'i-
{2} ~ lnstansi ~ dan pcngguna 

data hpcndudukan sd*W'i"NUJ8 dirmlrpw1 

pad.a ayat ( t bl dilarang mcnyebarluaskan 

Data Kcpcncludulum yang tidak st$tlli 

dcng,an kcwcnangannya. 

l3l A=i.ups ..... imam. dimU:sud ,_ta ayat 

(2), adalah Pegawai NcgJ::ri Sipil yang mcmc

nubi ptTSJ2ll'atan : 

a. mcmilik:i pangka.t I golonpn paling rcn

dah Penptur n. I Pld); 

b. memiliki DP-3 dcngan ~dikat baik;. 

c. memililci kompetcnsi )'BJJg cukup di bi

dang pranata komputcr,. dan 

d. memililci dedikasi dan tmJggung jawab 

tcrhadap tup.snya. 

141 Hak ab.es prtups sicbapimana ctirnakm-1 

pada ayat j l) dapat dicahut kan:na : 

a. IDl"'Oingpl dunia.; 
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15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga bertmnyi 

sebagai berikut : 

Pasa.I 49 

(1); Data Pribadi Penduduk sebagaimana dima

ksud dalarn Pasal 48, wajib disirnpan dan 

dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. 

(2) Data Pribadi penduduk sebagaimana di

maksud pada ayat (1) harus dijaga 

kebenarannya dan dilindungi kerahasiaann

ya oleh penyelenggara dan lnstansi Pelaksana 

sesuai dengan ketentuan 

rundang-undangan. 

Peraturan Pe-

16. KeU:ntuan Pasal 50 dihapus. 

17. D~tara Pasal 51 dan PasaJ 52 disisipkan l (satu) 

Pase.I yakni Pasal SlA, sehingga Pasal SIA 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal SIA 

Peqguru""' d~ penerbitan Dokumen 

Kependudukan tidak dipungut biaya. 

18. Kettntuan Pasal SS diubah, sehingga Pasal 55 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal SS 

(!) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh 

penduduk kepada Perangkat Daerah yang 

membidangi kependudukan setempat paling 

lambat 60 (enam puluh ) hari sejak kel~hiran; 

[2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud 

pada ayat fl) yang melampaui batas waktu 60 

(enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran 

pencatatan dan penerbitan akta kelahiran 

dilaksanakan setelah mendapatkan 

keputusan dari perangkat daerah yang mem

bidangi kependudukan. 

. "'" ...,,.. 
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(2) Berdasarkan laporan sebaga.imana dimaksud 

pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil 

mencatat pada register Akta Kelahiran 

; dan menerbitkan Kuti pan Akta Kelahiran. 

(4) :Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimak

,sud pe.da ayat (3), diterbitkan o?ch Pejabat 

Pencatatan Sipil dan disimpan olch 

Perangkat Dacrah y~g membidangi 

Kcpendudukan. 

(3) Kctentuan lebih lanjut mengcnai persyaratan 

dan tata cam pcncatatan kc:Iahiran 

6Cbaga.imana dimaksud pada aystt {l) diatur 

dengan Peraturan Pcnmdang-undangan. 

19. Ketqituan Pasa.l 56 ayat (1) dihapus dan ayat 12) 

diubah, sehingga Pasa.l 56 bcrbunyi sebagai 

bcrikut; 

Pasa.l 56 

(1) Dihapus. 

(2) Pencatatan kelahiran dalam Register Ak

la Kclahiran dan Pcnerbitan Kutipan Akta 

Kclahiran terhadap peristiwa kelahiran 

scseorang yang tidak diketahui as.al u1:1ulny<1 

atau kcberadaan orang tuanya, didasarkan 

P'1d:, !"flOJ<l!l urung yan,.; :ncncmukun 

dilengkapi Beriw. Acnrn Pemeriksaan dari 

!-:l"pt;!isian. 

?.O. Kct1·ri1uan Pas;11 59 diubl1h, >;l·hingg;1 P<!Sul SCJ 

bcrbunyi sebagai berikut : 

Par.<1! SCJ 

(1) Sctiap kematian, wajib dilaporkan o\eh 

K':tua Ruhun Trla11gga aluu nct:n<i !uinnya di 

domisili penduduk kepada Perangkat Daerah 

·1·u:c:g Hlt:mbidur.gi kcp;.:r;dqd,;k>t;i palini<; 
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lambat 30 {tiga puluh) hari aejak tanggal ke

matian. 

(2) : Berda~kan laporan acbagaimana dimakaud 

: pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil men

: cat.at pada Register Akta Kematian dan 

'menerbitkan Kutipan Akta Kematian. 

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keteran

gan kematian dari pihak yang berwenang. 

(4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keadaan 

seSCQorng karena hilang atau mati tetapi 

tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh 

Perangkat Daerah yang membidangi 

kependudukan baru dilakukan setelah 11dan

ya penctapan ~ngac:!ilan. 

{S) Dalam hal terjadi kematian seseoorng yang 

tidak jelas identitasnya, Perangkat Daerah 

yang membidangi kependudukan melakukan 

pencatatan kematian berdasarkan surat 

ketemngan dari kepolisian. 

(6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda 

dengan domisili, Perangkat Daerah yang 

membidangi kependudukan yang menerbit

kan regisleT dan kutipan Akta Kematian se

bagaimana dimaksud pada ayat (I) mem

beritahukan kepacla Perangkat Daerah yang 

membidangi kependudukan daerah asal. 

(7) Ketentuan Jebih lanjut mengenai persyaratan 

dan tata cara pencatatan Kematian se

bagaimana dimaksud pada ayal {1), ayat (2) 

ayat {3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dia

tur dengan Peraturan Perundang-undangan. 

141 



-30-

21. Ketentuan Pas.al 69 diubeh, schingga Pasal 69 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 69 

(II !Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh 

iornng tua pada Perangkat Daerah yang 

;membidangi kependudukan paling Jrunbat 

30 ( tiga puluh ) hari scjak tanggal Surat 

Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui 

oleh ibu dari anak yang bersangkutan. 

{2) , Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak 

yang orang tuanya telah melaksanakan 

perkawinan sah menumt agama, tetapi 

belum sah menurut Peraturan Perundang

: undangan. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dima

ksud ?ada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil 

mencatat pada Register Aleta Pengakuan 

Anak dan menerbitkan Kutipan Akta 

Pengakuan Anak. 

(4) Ketentuan lebih Janjut mengenai persyaratan 

dan tata care pencatatan pengakuan anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat 

(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

22. Ketltnluan Pasal 70 diubeh, sehingga Pasal 70 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 70 

(l) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan 

oleh orang tua kepada Perangkat Oaerah 

yang membidangi kependudukan paling lam

bat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu 

dari anak yang bersangkutan melakukan 

perkawinan dan mendapatkan akta per

kawinan. 

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak 

yang orang tuanya telah melaksanakan 
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perkawinan sah mcnurut Peraturan Perun

dang-undangan. 

(3) !Bcrdaaarkan laporan pengcnahan anak 

:sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pcjabat 

!Pcncatat Sipil mcncatat pada register akta 

'pengcsahan anak dan mcnerbitkan Kutipan 

;Akta Pengcsahan Anak.. 

(4) :Kctentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 

' ,dan tata cara pencatatan pengesahan 

anak sebagaimano. dimak.sud pada aya.t ( 1), 

;ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 

.Bupati. 

23. Di ;intara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan I 

(sat4J BAB yakni BAB XIllA, sehingga berbunyi 

se~ berikut : 

BAB XIIIA 

PEMBIAYAAN 

24. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan satu 

Pasil yakni Pasal 9 IA, sehingga berbunyi 
' 

sebagai berikut : 

Pasal 91A 

Pcmbiayaan penyelenggaraan program dan 
' kegi~tan Administrasi Kependudukan yang 

melijluti kegiatan fisik dan non fisik 

dianuarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Bel~ja Negara dan Anggaran pendapatao dan 

Belanja Daerah. 

25. Di atitarn Pasal 100 dan Pasal IOI disil!lipkan satu 

Pa~ yakni Pasal IOOA, yang berbunyi sebagai 

berilbit: 

Pasal IOOA 

Seti~p orang yang tanpa ha.Jc menyebarluaskan 

Data Kependudukan dan Data Pribadi dipidana 

·~· ---
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kurungan paling lama 6 fenam) bulan dan/atau 

denda paling banyak RpS0.000.000.00 (lima puluh 

juta h.lpiah). 

' 26. Ketei"ituan Pasal 105 diubah, sehingga Pase.I 105 

berbLnyi sebagai berikut : 

Pasal 105 

(1) iDaJam pembuatan KTP-el dan data 

:Kependudukan Pemerintah Daerah v.•ajib 

:memberikan NIK kepada setiap Penduduk. 

12) 11,>etugas pada Pcrangkat Daerah yimg mem
' !bidangi Kependudukan wajib menjadikan NIK 

;sebagai dasar penerbitan dokumen paling 

i1ambat l (satul tahun terhitung sejak 
' 
ipengguna data kcpendudukan mengakscs 

!data kcpendudukan. 

(3) '.KTP-cl yang sudah diterbitkan sebelum Per

;aturan Daerah ini ditetapkan beTlaku se

:umur hidup. 
' 

(4) ;Semua singkatan KTP sebagaimana dimak-

1sud dalam Peraturan Dacrah Nomor 2 

;I'ahun 2012 tentang Penyclcnggaraan Admin

:istrasi Kcpendudukan harus dimaknai KTP-el; 

(5) ;Setiap lnstansi yang berwenang dalarn 

:melaksanakan razia terhadap kepemilikan 

:dokumcn kependudukan bagi WNI dan WNA 

!yang berada di Kabupatcn Natuna wajib 

:mengikut sertakan atau melibatkan Perangkat 

'oaerah yang membidangi Kependudukan. 

27. Ketef'ltuan Pasal 107 dihapus 

26. Ketetituan Pasal 106 di hapus. 

Pasal II 

Peraturatj Daerah ini mulai berlaku pada tangga.l 

diundaniJ<an. 

... , .. --
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Agar sctiap orang mcngetahuinya, mcmcrintahkan 

pcngund!lngan Peraturan Dacrah ini denga.n pc
! 

ncmpa~ya dalam Lcmbaran Dacrah Kabupatcn 

Natuna. : 

Ditttapkan di Ranai 

~-

Diundangkar. di Ranai 

' pada tangga.l 1& 3r :»e 
, SEKRETARlS DAERA 

KABUPATEN NATUNA, : 

' ' 

... ~\HAMID RIZAL 

LEMBARAN OAERAH ~UPATEN NATUNATAHUN 2019 NOMOR '°' 
' 

NOMOR REGISTER P~RATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 

PROVINS! KEPULAUAN ~IAU : {,.,.Q.ot / :20!9 
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LAMPIRAN KTP 

PROVINS! Kf Plll AUAN fl I AU 
KA BU PA TEN NA I UNA 

NllC = 321.b090Jo211oa.1. 11 -r....,...ngtlalW _..__ -RYIRW 
KOl/Desa 
K..,...._, -s.--

-i
ttw,,..._.un -....._ 

I 
· •11:-RtAN i 
· HEKASI. 02·02·1·/1 

LAl(l-lAKI C..ol O:wah ·O 
· 8ATUKAPAI. ··RAHAi 
: llUNGURAN T"""R 
- ISi.AU ! 

· KAWIN ; 
· ICARYAWAN ~ 
·WNI ! 
· SEUUUR HIOUPi . . 

-4 -- -- ~---4 ., 

PROVlNi· KEPULAUAN HIAU 
KABU ATEN NATUNA 

NIK . 2103054 06760001 -·· t~, 
Jet11$1'6. 
AJam.t, -

. ~~c:{f'" 

. . . 

Kecamat __ _ 
Agame :!~.·· 
51Jitus P-nen: KAwft.f. . . 
Pek•ria•n : MENGURUSfUMAH T:AJ\IOOA 
Kewarganeg•11111•n : WNI ~ _ 
Berlaku Hin- : SEUMUR HlrUP 

-NATl*A 
O!H0-20f8 

dr--

NATUNA 

ti+" 
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PROVINS! KEPULAUAN RIAU 
KABUPATEN NATUNA 

NIK : ;?J.030bb00b011.0DZ ,...... 
T~gl""'°' ...si--·-.... 
~-..,._ 
~'-

==-=~¥=·~~·; .. ~-/. 
P.urj.. ·o·:' PEL.AJA~SWA 
K.werga ., -- WNl -'-__ - .,.htfll~ -,_,_' -
......., ....... SEUuuR.'IT- ' 

' 

.i.:J 

PROVIN$1 KEPULAUAN RIAU 
KABWPA TEN NA TUNA 

' NIK : 332713l1D1830002 
Na""' : BIDIN I 

Tempoit/Tgl Lahor :PEMALAN4 31-01-1983 
Jems kelamm : lAKl-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : LIMAU MA IS 

RTIRW •005l003 . , . 
KeVOese : LIMAU -~--.· IS . 
Kecamatan : SUl'lGUfU\l Tlll/IUR LAUT . 

Agama : ISLAM . . ··· 
Status Peri<awinan: KAWIN .l 
Pekeriaan : PETANl/PE'j'EBUN 

HATUIOA 
1247·2019 

,,... 

MAl\llM. 
Kewerganegaraan : WNI ' 
Berta~u Hingga : SEUMUR HIDUP 

I fb~ 
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PEDOMANWAWANCARA 

Nam a 
Jabatan 
MAKSUD DAN TUJUAN 

KOMUNIKASI 

SUBJEK PENELITIAN 

H. lLHAM KAULi, S.Sos, M.Si 
KEPALA DINAS 
Ap.kah maksud dan Tujuan utama adanya 
tujt)an dari inovasi program kebijakan 
pel~yanan yang tertuang tentang tnovasi 
pada Perda Kabupaten pelayanan publik di 
Na.una Nomor 6 Tahun dinas tni 
20)9? (Disdukcapil) adalah 

' 
AI. kah bapak selaku 
pi pinan tertinggi di 
in ansi ini sudah 

' mdmberikan penjelasan 
' teQtang 1novasi 

pefayanan publik 
ke~ada seluruh petugas 
di ~nstansi ini? 

untuk mempermudah 
pengurusan 
administrasi 
kependudukan, karena 
yang kita ketahui, 
birokasi tanpa 
teknologi akan 
membutuhkan waktu 
yang lama. Kemudian 
untuk mereka 
(masyarakat) yang 
jauh dari pusal 
pemerintahan bisa 
dipermudah dengan 
adanya kebijakan 
seperti ini. 

Untuk melaksanakan 
program 1novas1 
pelayanan, saya sudah 
memberikan arahan 
dan penjelasan kepada 
seluruh bawahan dan 
petugas pelayanan 
agar mereka selalu 
berkoordinasi dan 
bekerjasama dalam 
memberikan 
pelayanan yang 
optimal, efektif dan 
efisien, sehingga 
target group 
(masyarakat) merasa 
puas akan pclayanan 

I I yang ~i?erikan oleh I 
kantor 1n1. 
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SUMBER DAY A MANUSIA 

Apakah bapak selaku 
implementor kebijakan 
inQvasi pelayanan 

a*inistrasi 
ke endudukan sudah 
rn lakukan sosialisasi 

~
ada target group 

am hal 1ni 
.syarakat? 

M~nurut bapak apakah 
ju lah pegawai atau 
te aga administrasi di 
in~tansi ini sudah cukup 
untuk memenuhi 
surdar pelayanan 
puplik? 

Untuk sosialisasi 
kepada masyaralrat 
sudah kami lakukan, 
namun belum 
mencakup 
keseluruhan, karena 
keterbatasan waktu 
dan kondisi geografis 
kabupaten natuna 
yang terdiri dari 
kepulauan dimana 
jarak ibukota 
kabupaten ke pulau
pulau sulit untuk 
dijangkau. 

Saat ini sumber daya 
manusia yang dimiliki 
oleh Disdukcapil saat 
101 masih sangat 
kurang, baik dari segi 
jumlah maupun dari 
segi kornpetensinya, 
efek dari rendahnya 
sumberdaya kami ini 
tentunya berdampak 
negatif terhadap 
pelayanan yang 
diberikan kepada 
masyarakat karena 
kami harus berbagi 
tugas, ada yang turun 
ke lapangan, ada yang 
harus tetap di kantor. 
Tetapi kami akan terus 
berusaha untuk 
maksimal dalarn 
memberikan 
pelayanan kepada 

SlKAP 
------+-=-f -- mas arakat 

Bal(ak selaku pemimpin Saya selaku pimpinan 
ter1inggi di instansi ini, di Disdukcapil 
baijaimanakah bapak tentunya sangat 
meriberikan arahan mendorong dan 

I 
ke~·ada tenaga mendukung program 
ad inistrdsi yang kebijakan 1novas1 

L- _ mc_ay~ni tar et ela anan ublik, dan 
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STRUKTUR BIROKRASI 

(masyarakat)? 

Menurut bapak 
bUgaimana pengurusan 
administrasi 
k~pendudukan di 
inktansi ini? 

ten tu saya j uga sudah 
menyarnpaikan hal 
serupa kepada staf clan 
semua petugas 
dilingkungan 
Disdukcapil untuk 
ikut serta dalam 
mendukung dan 
menjalankan serta 
mensukseskan scmua 
yang tertuang pada 
Perda Nomor 6 Tahon 
2019, dengan cara 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
masyarakat, agar 
masyarakat merasa 
puas terhadap kinerja 
instansi ini. 
Tentunya kami selaku 
implementor 
kebijakan inovasi 
pelayanan publik, 
kami dalam 
melaksanakan seluruh 
pekerjaan clan 
tanggung jawab kami 
masing-masing 
dengan mengacu pada 
Perda Notnor 6 tahun 
2019, kemudian kami 
juga memiliki SOP 
yang menjadi acuan 
standar pelayanan 
yang kami berikan 
kepada masyarakat, 
dan saya menekankan 
kembali kepada 
seluruh petugas untuk 
membcrikan 
pelayanan terbaik buat 
mas arakat. 

IMPLEMENTASI. ·---1 Menurut bapak apakah Menurut saya program 
KEBIJAKAN INOVASI inovasi pelayanan inovasi pelayanan 
PELA YANAN PUBLIK publik sudah terlaksana publik sudah berialan 

-----~ 

dan berjalan dengan baik, namun 
deb tentun a untuk 
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SOLUSI DALAM 
MENGATASI 
PERMASALAHAN YANG 
DIMUKAKAN EDWARD 
(KOMUNIKASI, SUMBER 
DAYA, SIKAP,DAN 
STRUKTUR BIROKRASI) 

L .. 

I pada Perda Nomor 6 I mencapai kata I 
tahun 2019? 

Dal am 
me,ngimplementasikan 
Kebijakan Inovasi 
Pe1ayanan Publik, apa 
saj~ terobosan dari 
pihak Dinas 
Kependudukan dan 
Pe~catatan Sipil 
Kalmpaten Natuna 
dalam mengatasi 
pefrnasalahan
pennasalahan 
telah bapak 
sebelumnya? 

yang 
uraikan 

"sempurna" masih 
belum, perlu beibagai 
proses dan tahapan 
serta terobosan 
inovas1 pelayanan 
untuk mencapai ke 
arah yang lebih baik. 
Di lapangan dalam 
pelaksanaan kebijakan 
inovasi pelayanan . 
publik memang kami ' 
ban yak sekali 
menemulcan 
permasalahan seperti 
yang sudah saya 
uraikan sebelumnya, 
sepcrti yang Irita 
ketahui bahwa natuna 

mi berbentuk 
kepulauan, jadi 
keterbatasan 
masyarakat 
melakukan 

dalam 

pen gurus an 
administrasi 
kependudukan sedikit 
sulit, sehingga kami 
melakukan terobosan 
1novasi pelayanan 
untuk meminimalisir 
permasalahan
permasalahan dalam 
pelayanan penduduk, 
salah satu terobosan 
kami adalah 
melakukan pelayanan 
jembut bola, kami 
pergi ke suatu daerah 
yang sangat sulit 
dijangkau, dan disana 
kami memberikan I 
pelayanan kepada 1 

penduduk, hingga i 
diterbitkan dokumcn 1 

kependudukan dengan ! 
harapan agar seluruh I 
penduduk Kabupaten I 
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PEDOMAN WAWANCARA 

SUBJEK PENELITIAN 

Nama Drs. A$DUL MAZI 
Jabatan KEPAl\A BIDANG PELA YANAN PENCATATAN 

SIPIL 
MAK.SUD DAN Apakah maksud dan tujuan Maksud dan tujuannya 
TIJJUAN dari inovasi pelayanan adalah untuk 

yang t¢rtuang pada Perda mempermudah 
Kabupaten Natuna Nomor pengurusan 
6 Tahun 2019? administrasi 

kependudukan dalam 
men1berikan pelayanan 
kepada masyarakal 

KOMUNIKASI Apakah bapak sebagai Kadis Dukcapil sudah 
salah satu pem1mp1n di memberikan arahan 
instansi !Ill sudah agar kami mendukung 
mendapat penjelasan dari program UKJV8Sl 

pimpinan tertinggi dan pelayanan tersebut dan 
sudah memberikan saya sudah 
penjela$an kembali tentang menyampaikan arahan 
inovasi~ pelayanan publik kepada bawahan atau 
kepada; seluruh petugas di petugas untuk 
instansi ini? dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

-------- --- - . -·-- -·- ------· ---
Apakah bapak selaku Untuk sosialisasi 
imple~entor kebijakan kepada masyarakat 
1novas1· pelayanan sudah kami lakukan, 
adrninitrasi kependudukan dengan cara pelayanan 
sudah melakukan jemput bola rnelalui 
sosialisasi kepada target turun ke lapangan ke 
group dalam ha! !Ill setiap kecamatan atau 
masyarakat? desa-desa yang mudah 

dijangkau. 

-
SUMBERDAYA Menurut bapak apakah Untuk sumber daya 
MANUS TA jumlah: pegawa1 a tau manusia yang dimiliki 

tenaga; administrasi di oleh disdukcapil untuk 
instansi ini sudah cukup !Ill masih kurang 
untuk ; memenuhi standar memadai baik dari segi 
pelayanan publik? jumlah maupun dari 

seg1 kompetensinya, 
schingga perlu 

. ditambah sumb.er __ d."J'a 
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SIKAP 

manusianya agar kami 
maksimal dalam 
memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Sebaga~ atasan langsung Saya sebagai salah satu 
dari Ntaksana pelayanan pimpinan di 
publik ; di instansi int, Disduk:capil tentunya 
bagaimlma sikap bapak selalu melakukan 
dalam berkoordinasi koordinasi dan 
dengan rekan-rekan konsultasi kepada 
sejawat, Kasi dan tenaga teman-teman sejawat 
adminiltrasi dalam lintas Kepala Bidang, 
mernberikan pelayanan Kepala Seksi maupun 
publik kepada masyarakat? petugas administrasi 

terhadap setiap 
permasalahan yang 
dihadapi dan 
pemecahannya agar 
rnasyarakat terlayani 
dengan baik. 

I ·-·-----+--~~~~-~--tc-~---------1 
STRUKTUR Menur~t bapak bagaimana Menurut saya 
BlROKRASI pengurllsan administrasi pengurusan 

kependudukan di instansi administrasi 
ini? kependudukan di 

IMPLEMENT AS I 
KEBIJAKAN INOVASI 
PELA YANAN PlJBLIK 

Menur4t bapak apakah 
inovasl i pelayanan publik 
sudah : terlaksana dan 
berjalan. scsua1 dengan 
yang t~rtuang pada Perda 

L_______ Nomor () tahun 2019? 

Disdukcapil Kab. 
Natuna ini sudah cukup 
baik karena kami dalam 
melak:sanakan 
pekerjaan dan 
tanggungjawab kami 
berpedoman pada 
peraturan perundangan 
di tingkat Pusat maupun 
di tingkat daerah yaitu 
Perda Nomor 6 Tahun 
2019 dan SOP yang 
menjadi acuan standar 
pelayanan kami kepada 
masyarakat. 

Menurut saya program 
inovas1 pelayanan 
publik saat ini sudah 
terlaksana dan berjalan 
dengan baik, namun 
kami masih terns 
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-

SOLUSI DALAM 
MENGATASI 
PERMASALAHAN 
YANG DIMUKAKAN 
EDWARD 
(KOMUNIKASI, 
SUMBERDAYA, 
SIKAP,DAN 
STRUKTUR 
BIROKRASI) 

Dalam' 
menginjiplementasikan 
Kebija~an lnovasi 
Pelayanan Publik, apa saja 
teroboslln dari pihak Dinas 
Kependudukan dan 

i Pencatatan Sipil 
Kabupijlen Natuna dalam 
menga~i permasalahan
pennasillahan yang telah 
bapak uraikan 
sebelurhnya? 

melakukan terobosan 
inovasi pelayanan agar 
pelayanan kami ke 
depannya semakin baik. 

tentunya untuk 
mengatasi 
permasalahan
pennasalahan di 
Japangan kami sudah 
melakukan terobosan 
inovasi pelayanan, 
beberapa program 
inovasi pelayanan 
sudah kami jalankan 
antara lain penerbitan 
kartu keluarga dan surat 
keterangan pindah 
datang sudah 
menggunakan teknologi 
Janngan internet 
( online) berupa tanda 
tangan elektronik, 
kemudian permohonan 
akta kelahiran Juga 
sudah karni programkan 
untuk menggunakan 
sistem online, sehingga 
penduduk datang ke 
kantor hanya tinggal 
menunjukkan bukti 
pengiriman berkas 
kepada petugas dan 
kami menyerahkan akta 
kelahirannya saja. Dan 
rnasih banyak lagi 
program-program 
lainn a". '-------------~---------~--~~----~ 
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PEDOMANWAWANCARA 

SUBJEK PENELITIAN 

Nama SIROJlJDDIN, A.Md 
Jabatan KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
MAKSUDDAN Apakah'maksud dan tujuan Tujuan dibuatnya 
TUmAN dari ihovasi pelayanan kebijakan mt (inovasi 

yang tertuang pada Perda pelayanan publik) 
Kabupaten Natuna Nomor adalah untuk 
6 Tahun 2019? memudahkan 

masyarakat mengurus 
administrasi 
kependudukan, sebelum 
adanya teknologi 
(masih bersifat manual) 
waktu yang mereka 
gunakan untuk 
pengurusan 
administrasi 
kependudukan cukup 
lama, karena 
keterbatasan sarana 
prasarana dan tenaga 
administrasi. 

- --·· 
KOMUNIKASI Apakah bapak sudah Komunikasi secara 

mendapat penjelasan dari vertikal sudah kami 
pimp1nan dan sudah lakukan di instansi ini, 
membetikan penjelasan tentunya kami semua 
kembali ten tang 

. . 
1novas1 berharap bahwa 

pelayan~ publik kepada pelaksanaan 1novas1 
seluruh ipetugas di instansi pelayanan terse but 
ini? dapat dilaksanakan 

secara optimal oleh 
seluruh pimpinan clan 
pegawai di lingk:ungan 
dinas kependudukan 
clan pencatatan sipil ini. 

Apakah; bapak selaku Untuk melakukan 
implementor kebijakan sosialisasi kepada 
1novasr. pelayanan masyarakat tidak 
adminislrasi rnudah, karena kita tahu 
kependl)dukan sudah bahwa daerah kita ini 
rnelakullan sosialisasi agak sulit dijangkau 
kepada target group dalam karena kondisi 
ha! ini masyarakat? geografis yang terdiri 

. dari pulau-pulau dan 
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al at transportasi 
angkutan laut yang 
masih kurano metllldai. 

SUMBERDAYA Menurut bapak apakah SDM di kantor mt 
MANUSIA jumlah' pegawa1 a tau sangat kurang memadai 

tenaga ' adrninistrasi di karena dolam 
instans( ini sudah cukup memberikan pelayanan 
untuk ·memenuhi standar prima, terkadang bmi 
pelayanan publik? j uga harus bisa tunn ke 

lapangan mituk 
membantu staf atau 
petugas karni dolam 
memberikan pel.,anan 
kenada masvarakat 

SIKAP Bagaimanakah bapak Sa ya selalu 
membelikan arahan menyarnpaikan kqiada 
kepada tenaga administrasi teman-teman rekan 
yang melayani target kerja serta pclllgas 
group (inasyarakat)? pelayanan yang 

berhadapan langsung 
dengan masymtkat 
untuk beisikap 
profesional dalam 
memberikan pelayanan 
ken""da masvarakat 

STRUKTUR Menurut bapak bagaimana Dal am melaksanakan 
BIROKRASI pengu~san administrasi tu gas dan tanggung 

kependt.tdukan di instansi jawab, kami sudah 
1ni? diberikan arahan clan 

sosialiasasi dari bapak 
kepala dinas dimana 
beliau menekankan 
kami untuk 
memberikan pelayanan 
prima dengan mengacu 
pada Perda Nomor 6 
Tahun 2019 dan SOP 
vang telah ditetaokan. 

IMPLEMENT AS! Menunit bapak apakah Menurut saya program 
KEB!JAKAN INOVASI inovasi pelayanan publik 

. . 
pelayanan 1novas1 

PELA YANAN PUBLIK sudah tcrlaksana dan publik sudah bcrjalan 
berjalan sesua1 dengan dengan baik, namun 
yang tertuang pada Pcrda ada beberapa kenda1a 
Nomor 6 tahun 2019? yang masih perlu 

dibenahi dan d1~rtiaiki. 
SOLUSI DA LAM Dal am Kami tentunya pihak 
MENGATASI mengimplementasikan yang ditunjuk langsung 
PERMASALAI !AN kebiiakan Inovasi oleh f'V"merintah daerah 
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YANG DIMUKAKAN 
EDWARD 
(KOMUNIKASI, 
SUMBER DAY A, 
SIKAP,DAN 
STRUKTUR 
BIROKRASI) 

Pelayanan Publik, apa saja 
terobosan dari pihak Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupa(en Natuna dalam 
mengatasi pennasalahan
permas.\laban yang telab 
bapak uraikan 
sebelumnya? 

dalam melaksanakan 
kebijakan inovas1 
pelayanan publik 
administrasi 
kependudukan sangat 
menginginkan 
kebijakan tersebut 
berjalan dengan baik 
dan sesua1 dengan 
harapan, namun 
memang tidak semua 
yang diharapkan dapat 
berjalan rnulus, 
dilapangan sering sekali 
ditemukan 
perrnasalahan-
permasalahan, seperti 

a tau 
perangkat 

sistem 

gangguan 
kerusakan 
1anngan 
administrasi 
kependudukan, 
sehingga sangat 
menghambat kinerja 
kita dalam rnenjalankan 
program inovasi 
pelayanan yang kita 
buat seperti SEMEDI 
(Sehari Mesti Jadi) dan 
STMJ (Salam Tiga 
Puluh Menit Jadi), 
bagaimana bisa 30 
menit jadi jika ada 
perrnasalahan perangkat 
jaringannya. Jadi untuk 
rnengatasi 
permasalahan itu kami 
memberikan pelatihan 
ketrampilan teknologi 
informasi untuk petugas 
kami, dengan harapan 
jika terjadi 1nasalah 
segera dapat diata11i 
sendiri, schingga 
berdampak pada 
pelayanan masyarakat 

I vang efisien. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

SUBJEK PENELITIAN 

Nama INDRA 
Jabatan PETUQAS PELA YANAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 
MAK.SUD DAN Apakah saudara sebagai Dengan adanya 
TUJUAN petugas yang berhadapan kebijakan 101, 

langsung dengan masyarakat yang jauh 
masyarakat paham apa lebih dipermudah, 
maksud clan tujuan dari karena dengan bantuan 
1novas1 pelayanan yang teknologi masa kini, 
tertuans pada Perda jarak bukanlah menjadi 
Kabupaten Natuna Nomor hambatan dalam 
6 Tahun 2019? melakukan kegiatan, 

apalagi kabupaten 
khususnya instansi kita 
Im sudah di dukung 
dengan teknologi dan 
al at elektronik yang 
cukuo canPvih. 

KOMUNIKASI Apakab saudara sudah Kami selaku staf sudah 
mendapat penjelasan mener1ma arahan clan 
tentang inovasi pelayanan penjelasan secara 
publik kepada seluruh langsung dari pimpinan 

I petuga$ di instansi ini? kami tentang 
bagaimana maksud clan 
tu j uan serta tata cara 
dari inovasi pelayanan 
publik yang akan kami 
berikan kepada 
masyarakat, serta kami 
JUga sudah diberikan 
bimbingan dan 
pelatihan untuk 
menggunakan aplikasi 
yang tcrkait dengan 
administrasi 
keoendudukan .. 

Apakah saudara selaku Untuk sosialisasi 
petugas yang berhadapan kepada masyarakat 
langsung dengan setahu saya sudah 
rnasyarakat sudah dilaksanakan oleh 
melakukan sosialisasi pimpinan di instansi ini. 
kepada' masyarakat tcntang 
inovasi: pelayanan terbaru 
di instilnsi ini? 
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SUMBERDAYA 
MANUSIA 

Menurut saudara apakah 
jurnlah pegawai atau 
tenaga . administrasi di 
instansi: ini sudah cukup 
untuk inernenuhi standar 
pelayan!<n publik? 

Tenaga administrasi 
sangat perlu ditambah 
karena seringkali saya 
harus merangkap semua 
pekerjaan ketika rekan 
say a harus 
melaksanakan tugas 
dilapangan, dan juga 
saya kadang harus 
lembur agar pelayanan 
untuk masyarakat bisa 
berjalan dengan baik 
dan efisien. Dikantor ini 
sangat kurang tenaga 
Inforrnasi Teknologi 
(IT) atau tenaga yang 
memiliki keablian 
dibidang komputer 
karena jika terjadi 
perrnasalahan yang 
berhubungan dengan 
teknologi, kami harus 
menghubungi pihak 
ketiga untuk 
rnenyelesaikan 
pennasalahan tersebut. 
clan itu membutuhkan 
waktu yang relatif lama, 
dan itu juga menjadi 
pennasalahan utama 
dalam memberikan 
pelayanan prima kepada 
mas arakat. 

SIKAP Apa bentuk dukungan Saya selaku petugas 
saudara dalam yang berhadapan 
mensu~seskan inovasi 
pelayanan pubhk di 
instansi ini? Dan 
bagaimana sikap saudara 
dalam memberikan 
pelayanan kepada 
masyarakat? 

langsung dengan 
masyarakat akan 
melaksanakan tugas dan 
1nemberikan pelayanan 
terbaik untuk 
rnasyarakat tentunya 
dengan penuh rasa 
tangung jawab yang 
tinggi. Dan saya 
mendukung pen uh 
aturan yang dibuat oleh 

I pemerintah daerah 
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STRUKTUR 
BIR OKRAS! 

IMPLEMENT AS! 
KEBUAKAN !NOVAS! 
PELA YANAN PUBLIK 

SOLUSI DALAM 
MENGATASI 
PERMASALAHAN 
YANG DIMUKAKAN 
EDWARD 
(KOMUNIKASI, 
SUMBER DAY A, 
SIKAP, DAN 
STRUKTUR 
BIROKRASI) 

Menurut saudara 
bagaimana pengurusan 
administrasi 
kependUdukan di instansi 
ini? 
Menurut saudara apakah 
inovasi pelayanan publik 
sudah terlaksana dan 
berjalan sesuai dengan 
yang tertuang pada Perda 
Norn or 6 tahun 2019? 

Dal am 
mengimplementasikan 
Kebijakan Inovasi 
Pelayat).an Publik, apa saja 
terobosan dari pihak Dinas 
Kcpcndudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabup;:!.ten Natuna dalam 
mengatasi permasalahan
pcrmasalahan yang telah 
bapak uraikan 
sebelumnya? 

sesuai dengan tupoksi 
saya sebagai tenaga 
administrasi 
keoendudukan 
Tentunya kami berkerja 
sesuai dengan arahan 
dari p1mpinan kami, 
dan sesuai dengan SOP 
yang ad.a. 
Menurut saya sud.ah 
berjalan, namun belum 
maksi1nal, perlu 
penambahan pegawai, 
karena saya merasakan 
sendiri permasalahan 
kenapa kami belum 
dapat memberikan 
pelayanan prima, 
karena dari segi SDM 
masih sangat minim. 
Kami memiliki program 
pak, disini kami para 
petugas yang dituntut 
untuk berperan aktif 
dalam hal ini yaitu 
program SEMEDI 
(program sehari mesti 
jadi) itu dilakukan 
dalam penerbitm 
dokumen 
kependudukan di 
daerah-daerah yang 
kami kunjungi dalam 
kegiatan jemput bola. 
Kemudaian ada lagi 
program untuk 
masyarakat yang 
mengunj ungi kantor ini 
yaitu program salam 
tiga puluh menit jadi 
(STMJ) untuk 
penerbitan dokumen 
keoendudukan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN TRIANGULASI 

Nama Responden : BIDIN 

Waktu Wawancara : Rabu 29 Januari 2020 

Pendidikan Terakhir Responden :SMP 

Pekerjaan Responden : PETANI 
I. Tujuan nl.engunjungi Dinas saya ingin rnengurus akta lahir anak 

Kependudukan dan Pencatatan saya pak. 
Sinil Kab. Natuna? 

2. Apakah bapak mengetahui belum pak, saya belum mengctahui 
ten tang program 1novas1 tentang program tersebut. 
pelayanan disdukcapil? 

3. Apakah petugas disdukcapi I Setahu saya, sampai hari ini belum ada 
sudah melakukan sosialisasi di sosialisasi langsung dari dinas 
desa tempat tinggal bapak/ibu? kependudukan dan pencatatan sipil. 

4. Apakah menurut bapak/ibu kalau saya perhatikan jumlah pegawai 
petugas di disdukcapil ini sudah di kantor ini masih sedikit sekali, 
cukup jumlahnya untuk beberapa hari kemarin pada saat saya 
memberikan pelayanan kepada melakukan pengurusan KK dan KTP, 
masyarakat? beberapa kali dan harus antri agak 

lama, karena pegawa1nya harus 
melayani banyak pengunjung, saran 
sava ditambah la•i !ah. 

5. Menurut bapak/ibu bagaimana saya sangat senang dengan pelayanan 
sikap pelayanan petugas di di kantor ini, walaupun kadang harus 
kantor ini? Apakah ibu/bapak rela mengantri agak lama, dan mereka 
merasa puas akan pelayanan dari )Uga terkadang mungkin capek 
petugas? melayani masyarakat dalam jumlah 

cukup banyak, namun mereka tetap 
sabar menerima dan melavani kami. 

6. Menurut bapak I ibu bagaimana menurut saya kepengurusan di kantor 
kepengurusan administrasi ini tidak sulit, cuma lama saja pak, ya 
kepcndudukan di kantor ini? mungkin seperti yang tadi saya bilang 

masih kurang petugasnya. 

162 



PEDOMANWAWANCARA 

INFORMAN TRIANGULASI 

Nama Responden :HERLAN 
Waktu Wawancara : Kamis 30 Januari 2020 
Pendidikan Terakhir Responden :SMA 
Pekerjaan Responden : Karyawan BUMD 
I. Tujuan mengunJw1g1 Dinas Saya mau mengurus perpindahan 

Kependudukan dan Pencatatan KK anak saya, kebetulan anak saya 
Sipil Kah. Natuna? sudah menikal1 namun dia tidak 

sempat mengurus perpindaban KK-
nva, iadi saya bantuin. 

2. Apakah bapak mengetahui sudab pak, namun saya belum 
tentang 

. . 
pelayanan menggunakan program tersebut. inovast 

disdukcapil? 
3. Apakab petugas disdukcapil sudah pak, kemarin kami di 

sudah melakukan sosialisasi di kumpulkan di kantor desa untuk 
desa tempat tinggal bapaklibu? mendengarkan penjelasan program-

program terbaru kantor ini dalam 
pensmrusan administrasinya. 

4. Apakab rnenurut bap~klibu Masih sangat kurang pak, ini saja 
petugas di disdukcapil ini :sudah saya sudab datang untuk kedua 
cukup jumlahnya untuk kalinya, karena kemaren antriannya 
memberikan pelayanan kepada agak lama pak, kalau bisa ditambab 
masyarakat? lagi orangnya, jadi setiap meJa 

dine2ang 2 orang petugas. 
5. Menurut bapaklibu bagaiimana JUJUT saya sangat puas dengan 

sikap pelayanan petugas di pelayanan mereka, semua petugas 
kantor ini? Apakah ibulbapak disini ramah, baik, dan sopan. 
merasa puas akan pelayanan dari 
oetugas? 

6. menurut bapak I ibu bagaimana menurut saya mudah pak, apalagi 
kepengurusan admidistrasi dipermudah dengan program inovasi 
kependudukan di kantor ini? pelayanannya yang memudahkan 

kita melakukan pengurusan jarak 
jauh. 

·-
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PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN TRIANGULASI 

Nama Responden DARMAWATI 

Waktu Wawancara Kamis 30 Januari 2020 

Pendidikan Terakhir Responden SMP 

Pekerjaan Responden Mengurus Rumah Tangga 

l. Tujuan mengunJung1 Oinas saya mau nambahjumlah anggota di 
Kependudukan dan Pencatatan KK saya pak, adik saya datang dari 
Sioil Kab. Natuna? kalimantan ingin menetao di sini. 

2. Apakah bapaklibu meng¢tahui tahu saya pak, dari pengumuman 
ten tang 1novas1 pelayanan yang ada di depan kantor pak. 
disdukcapil? 

3. Apakah petugas disdu~capil sudah pak, kemarin dilaksanakan di 
sudah melakukan sosialis<isi di rumahnya bapak kades ta pi 
desa tempat tinggal bapak/ibu? kebetulan saya tidak bisa pergi saya 

hanya mendapat informasi dari 
tern an. 

4. Apakah menurut bapl)k/ibu sangat kurang pak, saya harus bolak 
petugas di disdukcapil ini ~udah balik, ambit antrian <lulu, sekitar 2 
cukup jumlahnya 11.lntuk jam lagi saya harus datang lagi, 
memberikan pelayanan kepada karena pegawainya sedikit, kalau 
masyarakat? pegawainya banyak, mungkin tidak 

perlu antri kali ya .. saran saya sih 
ditambah lalri lah. 

5. Menurut bapaklibu baga1mana petugas disini baik-baik, mereka 
sikap pelayanan petugai; di so pan dalam mener1ma dan 
kantor ini? Apakah ibufbapak 

' 
melayani kami, tutur kata mereka 

merasa puas akan pelayanan dari halus, saya tahu mereka lelah, 
petugas? namun kesungguhan petugas dalam 

bekeria tetap mereka jaga. 
6. Mcnurut bapak I ibu bagalmana lumayan rumit pak, banyak berkas 

kepengurusan adminlstrasi yang harus saya lengkapi, belum 
kependudukan di kantor ini? lagi saya harus kc desa dan ke 

kecamatan terlebih dahulu. 
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PEDOMANWAWANCARA 

INFORMAN TRIANGULASI 

Nama Responden TIARA PITRIKANSARI 

Waktu Wawancara Kamis 30 Januari 2020 

Pendidikan Terakhir Responden SMA 

Pekerjaan Responden Mahasis\va --
1. Tujuan mengunJungi Dinas mau rnelegalisir KTP clan KK saya 

Kependudukan dan Pencatatan pak, untuk melamar pekerjaan. 
Sioil Kab. Natuna? 

2. Apakah bapak mengetahui sudah tahu pak, dapat infonnasi dari 
tentang 1novas1 pelayanan teman. 
disdukcaoil? 

3. Apakah petugas disdukcapil belum ada pak. 
sudah melakukan sosialisasi di 
desa tempat tinggal bapaklibu? 

4. Apakah menu rut bapaklibu ngak tahu juga sih pak ya, karena 
petugas di disdukcapil ini sudah saya barn sekarang masuk kantor 
cukup jumlahnya untuk ini, tapi jika dilihat dari antrian yang 
memberikan pelayanan kepada ada sepertinya memang m1n1m, 
masyarakat? karena saya menunggu sudah 2 jam 

sedangkan saya lihat didepan yang 
melayani hanya 2 orang saja, saran 
saya ditambah !ah, biar pelayanan 
semakin cepat. 

5. Menurut bapaklibu bagaimana sejauh ini saya melihat sikap dari 
sikap pelayanan petugas di pegawa1nya sudah cukup baik 
kantor ini? Apakah ibulbapak mereka ramah-rarnah, murah 
merasa puas akan pelayanan dari senyum, kami merasa bahwa kami 
petugas? sangat dihargai dikantor ini, dan 

kami dilayani senenuh hati. 
6. Menurut bapak I ibu bagaimana kalau pengurusan administrasi 

kepengurusan administrasi kependudukan saya belum pemah 
kependudukan di kantor ini? pak, tapi saya melakukan legalisir 

tidak sulit pak. 

----·-··-
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